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Pembukaan uu 27/2026

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN
2026

TENTANG PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak guna
tercapainya tujuan pembangunan nasional dalam
rangka melindungi segenap bangsa Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan
pembangunan nasional diperlukan perbaikan
pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan
memberikan kepastian dan perlindungan kepada
masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja
yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif,
kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan
global;

c. bahwa pelindungan terhadap masyarakat
dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga
kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta
perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan
tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia
usaha;

d. bahwa pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam 2
(dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, sehingga terbuka kemungkinan adanya materi
atau substansi di antara kedua Undang-Undang
tersebut tidak sinkron atau tidak harmonis;

e. bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor
168/PUU-XXI/2023 memberikan pertimbangan agar
pembentuk undang-undang menata ulang materi
pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang
tersendiri;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang
Pelindungan Ketenagakerjaan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28E ayat (1),
Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I
ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
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Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN
KETENAGAKERJAAN .

Pasal 1 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang
berhubungan dengan tenaga kerja dan/atau pemberi
kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa
kerja.

2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan
sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

4. Tenaga Kerja Sektor Informal adalah setiap
orang yang bekerja pada usaha sektor informal
dengan menerima upah dan/atau imbalan.

5. Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang
perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang
yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan
kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan
kesepakatan, serta tidak berbadan hukum.

6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya
yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Pekerja/Buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

7. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya; atau

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

8. Perusahaan adalah:

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan
dalam bentuk lain; atau

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

9. Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses
penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan
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program pembangunan Ketenagakerjaan yang
berkesinambungan.

10. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan,
rangkaian, dan analisis data berbentuk angka yang
telah diolah,
arti,

naskah dan dokumen yang mempunyai
serta nilai dan makna tertentu mengenai
Ketenagakerjaan.

11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan
untuk memberi, serta

memperoleh, meningkatkan,

mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,
disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat
keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan
jenjang dan/atau kualifikasi jabatan atau
pekerjaan untuk bekerja atau berwirausaha.

12. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau
keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan
pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan.

13. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan
Kerja yang diselenggarakan secara terpadu dengan
praktik kerja di bawah bimbingan dan pengawasan
mentor, dalam rangka menguasai Kompetensi Kerja
tertentu berdasarkan perjanjian pemagangan.

14. Produktivitas adalah sikap mental, etos kerja,
dan kemampuan kerja untuk senantiasa melakukan
perbaikan melalui peningkatan efisiensi,
efektivitas, dan kualitas dengan memanfaatkan
Kompetensi Kerja, teknologi, dan inovasi guna
menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.

15. Penempatan Tenaga Kerja adalah serangkaian
kegiatan penyediaan dan pemberian informasi,
penyuluhan dan bimbingan jabatan, fasilitasi
perantaraan kerja yang sistematis kepada pencari
kerja dan Pemberi Kerja sehingga Tenaga Kerja
dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat,
minat, dan kemampuannya, serta Pemberi Kerja dapat
memperoleh Tenaga Kerja sesuai dengan
kebutuhannya.

16. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya
menciptakan lapangan kerja baru dan/atau menambah
lapangan kerja yang tersedia untuk masyarakat.

17. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.

18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara
Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak.

19. Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pemberi
Kerja dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian
Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan
perintah.

20. Hubungan Industrial adalah suatu sistem
hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam
proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri
dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan
pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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21. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah
oleh, dan untuk
Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar

organisasi yang dibentuk dari,

Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab guna
memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan

kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan
kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.

22. Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum
komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu
Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha
dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah
mempunyai nomor bukti pencatatan dari Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya atau unsur Pekerja/Buruh.

23. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum
komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang
masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri
Serikat

Pekerja/Serikat Buruh, dan pemerintah dalam rangka

dari unsur organisasi Pengusaha,

menciptakan tatanan Hubungan Industrial yang
bermartabat, harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
24. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang
dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja, tata tertib Perusahaan, serta
hak dan kewajiban Pengusaha serta Pekerja/Buruh.
25. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian
yang merupakan hasil perundingan antara Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
dengan Pemberi Kerja yang memuat syarat-syarat
kerja, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.
26. Perselisihan Hubungan Industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan
antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan
Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
karena adanya perselisihan mengenai hak,
perselisihan kepentingan, dan perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar
Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam 1 (satu)
Perusahaan.

27. Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja/Buruh yang
direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama
dan/atau oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk
menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

28. Penutupan Perusahaan adalah tindakan Pengusaha
untuk menolak Pekerja/Buruh seluruhnya atau
sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

29. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran
Hubungan Kerja karena suatu alasan tertentu yang
mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja.

30. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
selanjutnya disebut K3 adalah seluruh aktivitas
untuk mewujudkan lingkungan kerja dan tempat kerja
yang aman dan sehat dalam upaya melindungi
Pekerja/Buruh dan orang lain di tempat kerja baik
fisik maupun mental.
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31. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang selanjutnya disebut SMK3 adalah bagian
dari sistem manajemen Perusahaan secara
keseluruhan yang meliputi struktur organisasi,
perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab,
prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan
bagi pengembangan penerapan, pencapaian,
pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam
rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang
aman, efisien, dan produktif.

32. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun.

33. Siang Hari adalah waktu antara pukul 06.00
sampai dengan pukul 18.00.

34. 1 (satu) Hari adalah waktu selama 24 (dua
puluh empat) jam.

35. 1 (satu) Minggu adalah waktu selama 7 (tujuh)
hari kalender.

36. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima
dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada
Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan
bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan
dilakukan.

37. Kesejahteraan Pekerja/Buruh adalah suatu
pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang
bersifat fisik, mental, sosial, dan ekonomi
Pekerja/Buruh, baik di dalam maupun di luar
Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak
langsung dapat meningkatkan Produktivitas kerja
dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

38. Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan
mengawasi dan menegakkan pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Ketenagakerjaan.

39. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan
negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

40. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

41. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan.

42. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 2 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al H2x

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi O] Ho| ML Uo| B E HOoloj|M IRFZHE QUF L/L=C2
setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah SIEjO| H4E HET QISH= D E AR A| M EICE

dan/atau imbalan dalam bentuk lain pada seluruh

bidang pekerjaan dari Pemberi Kerja.
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Pasal 3 uu 27/2026 -
Pembangunan Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pasal 4 uu 27/2026 -
Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas:

H. >0 H ®© O O T 9

asas
asas
asas
asas
asas
asas
asas
asas
asas

2026-10-28 Al

2026-10-28 Al

nondiskriminasi;

pemerataan;

usaha bersama dan kekeluargaan;
manfaat;

keterbukaan;

kebebasan untuk memilih pekerjaan;
keterpaduan;

kepastian hukum; dan

keadilan.

Pasal 5 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pembangunan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
a. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja
secara optimal dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

c. memberikan pelindungan kepada Tenaga Kerja
dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan
keluarganya.

Pasal 6 UU 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama

tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 7 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh
perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari
Pemberi Kerja.

(2) Pemberi Kerja yang tidak memberikan perlakuan

yang sama kepada Pekerja/Buruh dikenai sanksi
administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

1 'denda administratif'= '$§% TIEHR'2 S7ICH O] el
X E&(Peraturan Pemerintah)oi| Z2IC}.

XOO 3
ZE2 YA

Pasal 8 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan,
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan menyusun
Perencanaan Tenaga Kerja.

(2) Perencanaan Tenaga Kerja meliputi:

a. Perencanaan Tenaga Kerja makro; dan

b. Perencanaan Tenaga Kerja mikro.

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan
yang berkesinambungan, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah harus berpedoman pada
Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 9 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perencanaan Tenaga Kerja disusun atas dasar
Informasi Ketenagakerjaan paling sedikit memuat:
penduduk dan Tenaga Kerja;

kebutuhan Tenaga Kerja dan kesempatan kerja;
Pelatihan Kerja dan Kompetensi Kerja;
Produktivitas Tenaga Kerja;

Hubungan Industrial;

K3;

pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja; dan

D'UQFHCDQ.OUW

jaminan sosial.

(2) Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diperoleh dari pihak terkait melalui
integrasi dan/atau interoperabilitas data dengan
sistem Informasi Ketenagakerjaan.

(3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
memublikasikan Informasi Ketenagakerjaan melalui
media yang mudah diakses oleh setiap orang.

(4) Masyarakat mengakses data yang bersifat
terbuka pada sistem Informasi Ketenagakerjaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Ketentuan mengenai Perencanaan Tenaga Kerja
dan Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 10 uwu 27/2026 -
Peningkatan Produktivitas diselenggarakan untuk

2026-10-28 AlA
menciptakan nilai tambah, meningkatkan daya saing,

memperkuat keberlanjutan usaha, memperluas

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

H10x
B8 U BIPH 0/, Afgje

10/150



UU 27/2026 - koreadesk HE= |34

Al

kesempatan kerja,

rE

ez 1=)
b =

meningkatkan kualitas pekerjaan,

meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan

masyarakat,

serta mendukung peningkatan daya saing

nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan.

Pasal 11 uu 27/2026 -

2026-10-28 Al

(1) Menteri menetapkan kebijakan dan strategi

nasional peningkatan

Produktivitas Tenaga Kerja.

(2) Kebijakan dan strategi nasional peningkatan

Produktivitas Tenaga
pada ayat (1) memuat
prioritas, indikator
mekanisme pemantauan
(3) Pemerintah Pusat

dengan kewenangannya

Kerja sebagaimana dimaksud
arah kebijakan,
pembagian peran,

sasaran,
kinerja, dan
dan evaluasi.

dan Pemerintah Daerah sesuai

mengintegrasikan strategi

nasional peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 12 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Pemerintah, Pemberi Kerja, Pekerja/Buzruh,
dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanggung
jawab dalam peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
secara berkelanjutan.

(2) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:

a. peningkatan Kompetensi Kerja Pekerja/Buruh;

b. penerapan K3;

c. penerapan teknologi dan inovasi;

d. peningkatan efisiensi dan kualitas proses
produksi;

e. penguatan sistem manajemen dan organisasi
kerja;

f. pengembangan budaya Produktivitas; dan/atau

g. penguatan Hubungan Industrial yang harmonis,
dinamis, dan berkeadilan.

(3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi
bagian dari Perjanjian Kerja Bersama antara
Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(4) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
dengan memperhatikan peningkatan Kesejahteraan
Pekerja/Buruh, keberlanjutan usaha, dan
kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 13 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Penguatan koordinasi dan penjaminan
keterpaduan pelaksanaan kebijakan peningkatan
Produktivitas nasional dilaksanakan oleh lembaga
Produktivitas Nasional.

(2) Lembaga Produktivitas Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring
kelembagaan pelayanan peningkatan Produktivitas,
baik yang bersifat lintas sektor maupun daerah.

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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Pasal 14 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Lembaga
Produktivitas Nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Hi14x
HI10ZEE MA3EMX[O|M ot e S2 ik et =Tt et

|20l 2ot Al S HEYOR HBCY,

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
melakukan pembinaan Pelatihan Kerja dan
Pemagangan.

(2) Pembinaan Pelatihan Kerja dan Pemagangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan ke
arah peningkatan relevansi, kualitas, dan

efisiensi Pelatihan Kerja dan Pemagangan.

AR - 54

H15x=

Bagian Kedua
Pelatihan Kerja

Pasal 16 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pelatihan Kerja diselenggarakan dan diarahkan
untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan
Kompetensi Kerja guna meningkatkan kemampuan,
Produktivitas, dan kesejahteraan.

(2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperuntukkan bagi:

a. pencari kerja yang membutuhkan bekal Kompetensi
Kerja;

b. Pekerja/Buruh yang akan meningkatkan Kompetensi
Kerja; dan/atau

c. Pekerja/Buruh yang akan melakukan alih
Kompetensi Kerja.

(3) Pendanaan untuk Pelatihan Kerja dapat berasal
dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
merupakan bagian dari anggaran pendidikan,
anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau
sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan mengenai pengalokasian dan
penggunaan dana Pelatihan Kerja untuk program
Pelatihan Kerja diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 17 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pelatihan Kerja dilaksanakan dengan
memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia
usaha, baik di dalam maupun di luar Hubungan
Kerja.

(2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan berdasarkan program Pelatihan

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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rE

ez 1=)
b =

Kerja yang mengacu pada standar Kompetensi Kerja.
(3) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara berjenjang.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar
Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 18 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pencari kerja dan Pekerja/Buruh berhak untuk
memperoleh, meningkatkan, dan/atau mengembangkan
Kompetensi Kerja sesuai dengan bakat, minat, dan
kemampuannya melalui Pelatihan Kerja.

(2) Pencari kerja dan Pekerja/Buruh memiliki
kesempatan yang sama untuk mengikuti Pelatihan
Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19 uu 27/2026 -
(1) Pemberi Kerja bertanggung jawab atas
peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja
Pekerja/Buruh melalui Pelatihan Kerja.

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwajibkan bagi Pemberi Kerja yang memenuhi
persyaratan.

2026-10-28 Al

(3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan
Pemberi Kerja yang diwajibkan untuk melakukan
peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja
Pekerja/Buruh diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:

a. lembaga Pelatihan Kerja pemerintah;

b. lembaga Pelatihan Kerja swasta; atau

c. lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

(2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau
tempat kerja.

(3) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam
menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja
sama dengan pihak lain.

Pasal 21 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan
lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c
mendaftarkan kegiatannya pada Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangan.

(2) Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c
diperuntukkan bagi:

a. Pekerja/Buruh pada Perusahaan yang
bersangkutan;

b. Pekerja/Buruh pada anak Perusahaan yang
bersangkutan;

c. Pekerja/Buruh pada Perusahaan mitra atau
jejaring; dan/atau
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d. masyarakat umum dalam pelaksanaan tanggung
jawab sosial Perusahaan.

Pasal 22 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pelaksanaan Pelatihan Kerja di tempat kerja oleh
lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b atau
lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan
dunia usaha;

b. dilaksanakan secara luring dan/atau daring;
c. Pelatihan Kerja dilaksanakan paling lama 6
(enam) jam dalam 1 (satu) Hari untuk 5 (lima) hari
kerja dalam 1 (satu) Minggu;

d. waktu pelaksanaan Pelatihan Kerja pada Siang
Hari;

e. tidak memberikan target produksi barang atau
jasa saat Pelatihan Kerja;

f. proporsi Pelatihan Kerja terdiri atas paling
sedikit 60% (enam puluh persen) latihan kerja dan
40% (empat puluh persen) teori; dan

g. dilatih oleh instruktur Pelatihan Kerja.

Pasal 23 uu 27/2026 -
(1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang tidak

2026-10-28 A|H

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; dan/atau

c. pencabutan perizinan berusaha.

(2) Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan Pelatihan Kerja; dan/atau

c. pencabutan tanda daftar.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan
penyertaan modal dalam negeri wajib memenuhi
perizinan berusaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dengan
penyertaan modal asing wajib memenuhi perizinan
berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 25 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Penyelenggara Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memenuhi
persyaratan:

a. tersedianya tenaga kepelatihan yang
tersertifikasi;

b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat
Pelatihan Kerja;

c. tersedianya sarana dan prasarana Pelatihan
Kerja; dan

d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan
penyelenggaraan Pelatihan Kerja.

Pasal 26 uu 27/2026 -
Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

2026-10-28 Al

dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 27 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b yang
telah memperoleh izin serta lembaga Pelatihan
Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf a dan lembaga Pelatihan Kerja
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf c yang telah terdaftar dapat
memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi.
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat independen yang keanggotaannya
terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Ketentuan mengenai organisasi, tata kerja
lembaga akreditasi, serta tata cara akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Pasal 28 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan
dapat menghentikan sementara pelaksanaan
penyelenggaraan Pelatihan Kerja jika dalam
pelaksanaannya:

a. tidak sesuai dengan arah pelaksanaan Pelatihan
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1); dan/atau

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25.

(2) Penghentian sementara pelaksanaan
penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai alasan dan saran
perbaikan.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan
penyelenggaraan Pelatihan Kerja sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6
(enam) bulan.

(4) Penghentian sementara pelaksanaan
penyelenggaraan Pelatihan Kerja hanya dikenai
terhadap program Pelatihan Kerja yang tidak
memenuhi arah pelaksanaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) dan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(5) Bagi penyelenggara Pelatihan Kerja dalam waktu
6 (enam) bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi penghentian program Pelatihan
Kerja.

(6) Penyelenggara Pelatihan Kerja yang tidak
menaati dan tetap melaksanakan program Pelatihan
Kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dikenai sanksi pencabutan perizinan
berusaha atau pembatalan pendaftaran penyelenggara
Pelatihan Kerja.

(7) Ketentuan mengenai tata cara penghentian
sementara, penghentian, pencabutan perizinan
berusaha, dan pembatalan pendaftaran diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 29 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Tenaga Kerja berhak memperoleh pengakuan
Kompetensi Kerja setelah mengikuti Pelatihan Kerja
yang diselenggarakan lembaga Pelatihan Kerja
pemerintah, lembaga Pelatihan Kerja swasta, atau
pelatihan di tempat kerja.

(2) Pengakuan Kompetensi Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
sertifikasi Kompetensi Kerja.

(3) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat pula diikuti oleh
Tenaga Kerja yang telah berpengalaman.

Pasal 30 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh lembaga
nonstruktural yang bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

(2) Keanggotaan lembaga nonstruktural sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota; dan

c. anggota paling sedikit 5 (lima) orang,

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga nonstruktural
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi
Kompetensi Kerja;

b. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem
sertifikasi Kompetensi Kerja nasional;

c. pengembangan pengakuan sertifikasi Kompetensi
Kerja nasional dan internasional; dan
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d. pelaksanaan fungsi lainnya.

(4) Lembaga nonstruktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia melalui alat kelengkapan khusus

yang menangani bidang Ketenagakerjaan.

2 'lembaga nonstruktural's 'H| L% 7|2 O 2 X|{5tOICt, BE XA H|H|A &

oI5| OtL|SHITE 22 = H|432| 'alat kelengkapan khusus'=

Pasal 31 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Lembaga nonstruktural dalam melaksanakan
sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) berkoordinasi dengan
Menteri.

Pasal 32 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur
organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan
pembiayaan lembaga nonstruktural sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 dan mekanisme koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 33 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al¥

Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja penyandang
disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan
jenis dan ragam disabilitas serta kemampuan Tenaga
Kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Pasal 34 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Untuk mendukung peningkatan Pelatihan Kerja
dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan,
dikembangkan 1 (satu) sistem Pelatihan Kerja
nasional yang merupakan acuan pelaksanaan
Pelatihan Kerja di semua bidang dan/atau sektor.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan
kelembagaan sistem Pelatihan Kerja nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Pemagangan

Paragraf 1 A1z — =3
Umum

Pasal 35 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Pemagangan dilaksanakan di tempat penyelenggaraan
Pelatihan Kerja, baik di dalam maupun di luar

wilayah Indonesia.

Pasal 36 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja.
(2) Pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan peserta Pemagangan yang tidak
berstatus sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan
penyelenggara Pemagangan.
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(3) Pemagangan dilaksanakan untuk melatih pencari
kerja agar memiliki Kompetensi Kerja tertentu.
(4) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bukan merupakan Hubungan Kerja.

(5) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui:

a. lembaga Pelatihan Kerja; atau

b. pemerintah dengan skema program Pemagangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf a terdiri dari lembaga
Pelatihan Kerja pemerintah dan lembaga Pelatihan
Kerja swasta.

AASHCE,
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Paragraf 2
Pemagangan di Dalam Wilayah Indonesia

Pasal 37 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
(1) Dalam melaksanakan Pemagangan:
a. lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a harus bekerja sama

dengan Perusahaan; dan

b. pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (5) huruf b harus bekerja sama dengan
Perusahaan dan/atau instansi pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan Pemagangan, Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan
pelaksanaan Pemagangan dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(4) Peserta Pemagangan melakukan perjanjian
Pemagangan dengan penyelenggara Pemagangan yang
dibuat secara tertulis.

(5) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) minimal memuat ketentuan hak dan
kewajiban peserta Pemagangan dan penyelenggara
Pemagangan.

(6) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) mempunyai hak paling sedikit:

a. memperoleh bimbingan dari mentor sesuai dengan
kurikulum Pemagangan;

b. memperoleh pelindungan K3 selama mengikuti
Pemagangan;

c. memperoleh uang saku;

d. diikutsertakan dalam program jaminan sosial
berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian; dan

e. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat
keterangan telah mengikuti Pemagangan.

(7) Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:
a. menaati perjanjian Pemagangan;

b. mengikuti program Pemagangan sampai selesai;
c. menaati tata tertib yang berlaku di tempat
penyelenggaraan Pemagangan; dan

d. menjaga nama baik penyelenggara Pemagangan.
(8) Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:
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a. memanfaatkan hasil kegiatan Pemagangan; g. A& 4£ES EEHE 0|2 STME LUZS
b. memberlakukan tata tertib Pemagangan; dan
c. menilai capaian Kompetensi Kerja peserta
Pemagangan. HHﬂEh3
(9) Penyelenggara Pemagangan mempunyai kewajiban

untuk:

a. membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan

program Pemagangan;

b. memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan

perjanjian Pemagangan;

c. menyediakan fasilitas K3;

d. memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan;

e. mengikutsertakan peserta Pemagangan dalam

program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan

kerja dan jaminan kematian;

f. mengevaluasi peserta Pemagangan; dan

g. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat

keterangan telah mengikuti Pemagangan.

(10) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui
perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dianggap tidak sah dan status peserta

Pemagangan berubah menjadi Pekerja/Buruh

Perusahaan yang bersangkutan.

3 'uang saku'= ZIO{51H 'R E'0|C}, O] 2 1 IHS HGHK| OFLISHH, SiAd AI37E |63 cB = 'uang saku'oll WEH], AlH], 24% ZHIRt QIMIE| =0}
HEHEICH T HETH}

rir.

2]

Pasal 38 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al H|38

Pemagangan harus dilaksanakan dengan ketentuan AEE E| AT OHS 1730l W2 A AISHO{0F BT

paling sedikit: a. AL 7122 Z|CH 6(2)7HY;

a. jangka waktu Pemagangan paling lama 6 (enam) b. A& AlZHS 1(Y)Uof| Z|CH 8(Z)AIZH 1(Y) =0l Z|TH 40(AHY)
bulan; APJ ol

b. durasi Pemagangan pallng lama 8 (delapan) jam c ?:'1_?_ _E-_?jﬂl_olg Al_olgl ?ja H|E1|%7_S!% aajﬂgpo”}\_l g?—_l_l:l_
dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam

1 (satu) Minggu; dan

c. prinsip proporsionalitas Pemagangan antara

latihan kerja dan teori ditentukan dalam

perjanjian Pemagangan.

Pasal 39 UU 27/2026 - 2026-10-28 Al HI39Z

MI37252t HI38Z0f|Af Yot QATZHIAIOF FH QHoflAM2| AL AAl0|

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan A
e NIR g2 FEo = Yot

Pemagangan di dalam wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan
Peraturan Menteri.

Paragraf 3 Hi32 — A=HAl0F B JfolM2] AL

Pemagangan di Luar Wilayah Indonesia

Hl40x
(1) AZHIAIOF FH HoflM HAlSH= HE2 =& 20F YT BRe

Pasal 40 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
(1) Pemagangan yang dilaksanakan di luar wilayah

Indonesia wajib mendapat izin dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pelindungan pekerja migran Indonesia yang
merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di

bidang Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan
tata cara penyelenggaraan Pemagangan, hak dan
kewajiban peserta Pemagangan, serta hak dan
kewajiban penyelenggara Pemagangan untuk

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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Pemagangan di luar wilayah Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 41 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Penyelenggaraan Pemagangan di luar wilayah
Indonesia harus:

a. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa
Indonesia;

b. berorientasi pada penguasaan Kompetensi Kerja
yang lebih tinggi; dan

c. menjamin pelindungan dan kesejahteraan peserta
Pemagangan,
(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan

termasuk dalam melaksanakan ibadahnya.

pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran
Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan
pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan atau
pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan
pelaksanaan. Pemagangan di luar wilayah Indonesia
apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Ha1=
(1) A=UHIAIOF FH oMl A
a. QIEH|AlOt ZIFO| ER gt ?f4

b. O 2 HEoYe| SSS XYY 2 Y

i)

>
>
rir
o
ajo
mjo

G10{0F SHCf:

|

=S 20 YR AR HRIQU QI LU|AIOF O| R FAL H T F0FO|
A

£ @Yot 2 e AIYE SFH2, A=Al

Pasal 42 uwu 27/2026 -
Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan

2026-10-28 Al¥
yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah
pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di
dalam atau di luar negeri.

Pasal 43 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

a. Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri; dan
b. Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.

Pasal 44 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan
sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai
Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.

Pasal 45 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri
dilaksanakan berdasarkan:
asas keadilan;
objektivitas;
transparansi;
nondiskriminasi;
kesetaraan gender; dan
pelindungan disabilitas,

H © QO O T @

kelompok rentan, serta

kelompok masyarakat di daerah tertinggal, sesuai
dengan keahlian, keterampilan, bakat,

kemampuan dengan memperhatikan harkat,

minat, dan
martabat,
hak asasi, dan pelindungan hukum.

(2) Penempatan Tenaga Kerja di dalam negeri

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

H4a2=

€ -3H2 AL0|M YS MEiotD, A1, e FI|H AT
AES UE SSTHE|= 7|2 JHEIC)
H43x

=S HiX|= TS 2 2 0| RO{ZICE:
a. = =53 B 3
b. 22| =5 BiiA].

Hla4a=
HA3ZE bol|M Het 29| w52 b= 22| LS2 XIS
FE5ts HE| mat MBIt

Hl45%
(1) = =33 BiX|= CH30l 712510 HAIStCE:

il o
a. 378 #=l;

b. 22Hs;
c. 5384,
d. H|zH;
e. 885 %
f. ORI, FIoF MEHH = X At2| HTO|| st B3,
MEY, 75, Ms, 2 & sHoll M2k 2, 214, ol 3 HH
H&Z 124510]
(2) AL =53 HiXl= 1871312 FS2 27t & XY T2 340
+Q0ll 3= 52| S5 120t HAlSt
20/150



UU 27/2026 - koreadesk TZI= H|S4|

rE

ez 1=)
b =

dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan
kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja
sesuail dengan kebutuhan program nasional dan
daerah.

Pasal 46 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemberi Kerja yang memerlukan Tenaga Kerja di
dalam negeri dapat merekrut sendiri Tenaga Kerja
yang dibutuhkan atau melalui pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja.

(2) Pemberi Kerja dan pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaporkan informasi lowongan pekerjaan dan
lowongan pekerjaan yang telah terisi kepada
Kementerian.

(3) Pencari kerja dapat melamar langsung kepada
Pemberi Kerja dan/atau melalui pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja.

(4) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan
pelindungan sejak rekrutmen sampai Penempatan
Tenaga Kerja yang meliputi:

a. pemberian informasi lowongan pekerjaan secara
jelas dan benar;

b. pemberian kebebasan Tenaga Kerja dalam memilih
pekerjaan sesuai dengan minat;

c. Penempatan Tenaga Kerja dilakukan berdasarkan
Kompetensi Kerja yang dimiliki oleh Tenaga Kerja;
d. penempatan pada pekerjaan yang sesuai dengan
Perjanjian Kerja;

e. perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja yang
berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
f. pencegahan tindak pidana perdagangan orang;

g. pencegahan penipuan dan pemalsuan dokumen;

h. pencegahan diskriminasi;

i. pembebanan biaya yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

j. Penempatan Tenaga Kerja pada pekerjaan yang
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Setiap pelaksana Penempatan Tenaga Kerja yang
tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha.

(6) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Kementerian
dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya yang tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai
dengan huruf c, dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

(8) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam mempekerjakan Tenaga Kerja wajib
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memberikan pelindungan yang mencakup:

data pribadi;

K3;

pencegahan pemerasan dan/atau penipuan;
pencegahan kekerasan dan/atau diskriminasi;
pencegahan perundungan;

pengelolaan beban kerja;

pelayanan konseling; dan

D‘UQFHCDQ.OO'QJ

mekanisme pengaduan internal yang mudah diakses
oleh Tenaga Kerja.

(9) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
f sampai dengan huruf h, dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 47 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Penempatan Tenaga Kerja oleh pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan memberikan
pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.

(2) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat terpadu dalam 1
(satu) sistem Penempatan Tenaga Kerja yang
meliputi unsur:

pencari kerja;

lowongan pekerjaan;

sistem informasi pasar kerja;

mekanisme antarkerja;

kelembagaan Penempatan Tenaga Kerja; dan

H © Q O T @

sumber daya manusia Penempatan Tenaga Kerja.
(3) Unsur-unsur sistem Penempatan Tenaga Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk
terwujudnya Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 48 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) terdiri atas:

a. Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangan;

b. lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta; dan

c. bursa kerja khusus.

(2) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam
melaksanakan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai perizinan
berusaha berbasis risiko.

(3) Bursa kerja khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c wajib memperoleh tanda daftar
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yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai
kewenangan.

(4) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tanda daftar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus memenuhi norma,
prosedur,

standar,
dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

4 'pursa kerja khusus'= 'EE QI EIA'Z Z|GI9IC, O He
Pasal 49 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang tidak
memenuhi perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko.

Pasal 50 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilarang:

a. memungut biaya penempatan, baik langsung maupun
tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada
Tenaga Kerja; dan/atau

b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik
pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan
kerja.

(2) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf
b dapat memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja
hanya dari pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga
Kerja golongan dan jabatan tertentu.

Pasal 51 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang
tidak memiliki perizinan berusaha sebagai
pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dilarang
melakukan kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan

memungut biaya penempatan kepada pencari kerja.

Pasal 52 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang
memungut biaya penempatan yang tidak sesuai dengan
ketentuan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen
pribadi milik pencari kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (1),
administratif berupa:

dikenai sanksi

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

(2) Bursa kerja khusus yang memungut biaya
penempatan dan/atau menahan ijazah dan/atau
dokumen pribadi milik pencari kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1),
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

dikenai sanksi
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c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; dan/atau
d. pencabutan tanda daftar.

Pasal 53 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Tenaga
Kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 54 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
bertanggung jawab mengupayakan Perluasan
Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar
Hubungan Kerja.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta
masyarakat bersama-sama mengupayakan Perluasan
Kesempatan Kerja baik di dalam maupun di luar
Hubungan Kerja.

(3) Segala kebijakan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah di setiap sektor diarahkan untuk
mewujudkan Perluasan Kesempatan Kerja baik di
dalam maupun di luar Hubungan Kerja.

(4) Dunia usaha dan lembaga keuangan baik
perbankan maupun nonperbankan, membantu dan
memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan
masyarakat yang dapat menciptakan atau
mengembangkan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 55 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perluasan Kesempatan Kerja di luar Hubungan
Kerja dilaksanakan melalui penciptaan kesempatan
kerja yang produktif dan berkelanjutan dengan
mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia, dan pengembangan teknologi tepat
guna.

(2) Perluasan Kesempatan Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pola
pembentukan dan pembinaan kewirausahaan bagi
Tenaga Kerja mandiri, penerapan sistem padat
karya, pengembangan teknologi tepat guna,
pendayagunaan tenaga pendamping, dan/atau pola
lain.

Pasal 56 UU 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersama-sama dengan
masyarakat.

(3) Dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

H54x
(1) BYERA AEYRE 2222

S =2 YL FIC,

OIME HHOIME 2&712

r

(2) 3L AY YR B AlSl= 22 2|2| 2ol M= HOME
1E7|3| SthE 2H| = 2ot

(3) ZE BE0IMe SY YR ALY PR 2= Y2 T2
QOIME HOIME 28
(4) ArAIt, 23Ol
HESPHLH L THAIZ

HMlS gt

H|55%

(1) 22A SHolIM2| 187 |35| Bt HARY, A Rp2e|
S 2ot HG0as LA ol X&otsst
8712|E5 FETHE YA 2 HAISIT

(2) HiLgoIM Y3t 1 87|5| 2= AtY eSS fITH 7| Y7L
% F

ZAT RIS S, ST Al M8, FHIIEel N, X2
Ql2io] &g Y/EL 1 4ol #AO 2 AAJBITH

AI56%
(1) YRR} AP 1 Uelo| uf2t 18715 o g
itk

(2) SYYR A'YYRE ArSI2F 2 M1l A FTt F2O| Ol S

AS3IL.
(3) MI2olIAl 3t o] oS S I, HE 49 A5 248
THAUOR ot Y TUS T 4 T

24 /150



UU 27/2026 - koreadesk TZI= H|Z 4| HH=

forum koordinasi yang beranggotakan unsur
pemerintah dan unsur masyarakat.

Pasal 57 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Ketentuan mengenai Perluasan Kesempatan Kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan
Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja
Sektor Informal wajib memberikan Upah dan/atau
imbalan yang adil dan layak atas pekerjaan yang
dilakukan.

(2) Pemberian Upah dan/atau imbalan oleh Pemberi
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan:

a. waktu kerja;

b. risiko pekerjaan; dan

c. biaya operasional yang ditanggung oleh Tenaga
Kerja Sektor Informal.

Pasal 59 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atas
kesepakatan antara Tenaga Kerja Sektor Informal
dengan Pemberi Kerja, penyelesaian perselisihan
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam
musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan
negeri.

Pasal 60 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Tenaga Kerja Sektor Informal berhak memperoleh
jaminan sosial.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 61 uu 27/2026 -
(1) Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana

2026-10-28 Al

dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) yang masuk dalam
kategori rentan berhak memperoleh jaminan sosial
melalui bantuan iuran.

(2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah.

(3) Jaminan sosial yang diperoleh Tenaga Kerja
Sektor Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit terdiri atas:

a. jaminan kecelakaan kerja; dan

b. jaminan kematian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan iuran
untuk Tenaga Kerja Sektor Informal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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® 2122 'bantuan iuran'0|2k1 ALt fjuran'2 A2 HIE0| HIIHOR L= RIS EoH, HO2 17|02 Q2 2iCh 0] Zojl= 39-H|80| giCt.

Pasal 62 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing wajib memiliki:

a. rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
disahkan oleh Menteri; dan

b. pengesahan penggunaan Tenaga Kerja Asing dari
Menteri.

(2) Pemberi Kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

(3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing dilarang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan atau
pekerjaan yang memiliki fungsi dalam pengelolaan
urusan personalia atau sumber daya manusia.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi:

a. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor
perwakilan negara asing;

b. Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan oleh Pemberi
Kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti
karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan
penelitian untuk jangka waktu tertentu; dan/atau
c. Tenaga Kerja Asing yang masih terikat dalam
perkawinan yang sah selama paling singkat 5 (1lima)
tahun dengan warga negara Indonesia.

(5) Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di
Indonesia hanya dalam Hubungan Kerja untuk jabatan
tertentu dan waktu tertentu serta memiliki
kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki.

(6) Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan
yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja warga
negara Indonesia.

(7) Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemberi Kerja
wajib mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja warga
negara Indonesia.

(8) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.
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Pasal 63 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Tenaga Kerja Asing yang merupakan anak dari
perkawinan yang sah antara warga negara asing dan
warga negara Indonesia dapat dipekerjakan di
Indonesia, dengan rencana dan pengesahan khusus
tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing.

(2) Ketentuan mengenai rencana dan pengesahan
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khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Tom 'dengan rencana dan pengesahan khusus'?| 'dengan' '~ SHA|'2E '~O2M'2 - IE 4 QICt HAL2 '~} SHA|'2 FZACt.

Pasal 64 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pemberi Kerja yang:

a. tidak memiliki rencana dan pengesahan
penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 62 ayat (1); atau

b. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada jabatan
atau pekerjaan yang memiliki fungsi dalam
pengelolaan urusan personalia atau sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat
(3),

dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

Pasal 65 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing wajib:

a. mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang bersedia
mempelajari bahasa Indonesia untuk pekerjaan alih
teknologi dan alih keahlian;

b. menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia
sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang
dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih
keahlian dari Tenaga Kerja Asing;

c. melaksanakan pendidikan, Pelatihan Kerja,
dan/atau sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Tenaga
Kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud
pada huruf b yang sesuai dengan kualifikasi
jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;

d. memberikan Upah dengan memperhatikan prinsip
keadilan dan nondiskriminasi sesuai dengan
kompetensi, kedudukan, atau jabatan; dan

e. memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara
asalnya setelah Hubungan Kerja berakhir.

(2) Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat
mengikutsertakan Tenaga Kerja warga negara
Indonesia selain tenaga pendamping Tenaga Kerja
Asing.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi
Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan
tertentu.

Pasal 66 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pemberi Kerja yang:

a. tidak menunjuk Tenaga Kerja warga negara
Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja
Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan
alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b; atau
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b. tidak melaksanakan pendidikan dan Pelatihan
Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia
yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
diduduki oleh Tenaga Kerja Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha.

Pasal 67 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan
bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing.

(2) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemberi Kerja atau bekerja sama dengan lembaga
pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia.

(3) Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku bagi:

a. jabatan direksi dan komisaris;

b. jabatan kepala kantor perwakilan;

c. jabatan pembina, pengurus, dan pengawas
yayasan; dan

d. Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk
pekerjaan bersifat sementara.

(4) Pelaksanaan pemberian pendidikan dan pelatihan
bahasa Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 68 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pemberi Kerja yang tidak memfasilitasi pendidikan
dan pelatihan bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha.

Pasal 69 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf a wajib mempelajari bahasa
Indonesia.

Pasal 70 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja wajib membayar dana kompensasi
penggunaan Tenaga Kerja Asing yang
dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

a. instansi pemerintah;

b. perwakilan negara asing;
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badan internasional;

lembaga sosial;

lembaga keagamaan;

jabatan tertentu pada lembaga pendidikan; dan
Tenaga Kerja Asing yang:

= 0o Hh O QO O

masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan
warga negara Indonesia; dan/atau

2. merupakan anak dari perkawinan yang sah antara
Tenaga Kerja Asing dan warga negara Indonesia.
(3) Besaran dan penggunaan dana kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

90_]

b

ZO|H, HH2 O] LE S [AIFHC,.

Pasal 71 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al&

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga
Kerja Asing.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 72 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tenaga
Kerja Asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kesatu
Umum

Pasal 73 UU 27/2026 - 2026-10-28 Al
Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian
Kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh.

Pasal 74 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau
lisan.

(2) Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara
tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 75 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perjanjian Kerja dibuat atas dasar:

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan
hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan
dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat
dibatalkan.

(3) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh para pihak
yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d batal
demi hukum.

Pasal 76 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi
pelaksanaan pembuatan Perjanjian Kerja
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
Pemberi Kerja.

Pasal 77 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald
(1) Perjanjian Kerja yang dibuat secara tertulis
paling sedikit memuat:

a. nama, alamat Pemberi Kerja, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, usia, dan alamat
Pekerja/Buzuh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya Upah dan cara pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan
kewajiban Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya Perjanjian
Kerja;

h. tempat dan tanggal Perjanjian Kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam Perjanjian Kerja.

(2) Ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf £, tidak
boleh bertentangan dengan Peraturan Perusahaan

atau Perjanjian Kerja Bersama,
peraturan perundang-undangan.

dan/atau ketentuan

(3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuat paling sedikit dalam 2 (dua)
rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(4) Pemberi Kerja wajib memberikan 1 (satu)
rangkap Perjanjian Kerja kepada Pekerja/Buruh dan
menyimpan 1 (satu) rangkap lainnya.

Pasal 78 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam membuat Perjanjian Kerja, Pemberi Kerja
dilarang:

a. mensyaratkan ijazah dan/atau dokumen pribadi
milik Pekerja/Buruh; dan/atau

b. menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik
Pekerja/Buzruh,

sebagai jaminan dalam Hubungan Kerja.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan untuk kepentingan yang dibenarkan

secara hukum untuk ijazah dan/atau dokumen pribadi

yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan
yang dibiayai oleh Pemberi Kerja berdasarkan
Perjanjian Kerja tertulis.
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Pasal 79 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemberi
Kerja untuk mengembalikan ijazah dan/atau dokumen
pribadi kepada Pekerja/Buruh.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 80 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu
atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian Kerja tidak dapat ditarik kembali
dan/atau diubah,
pihak.

kecuali atas persetujuan para

Pasal 81 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perjanjian Kerja berakhir apabila:

a. Pekerja/Buruh meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja;
c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;

d. ada kesepakatan pengakhiran Hubungan Kerja
melalui perjanjian bersama;

e. adanya putusan lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

f. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
dicantumkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama yang
dapat menyebabkan berakhirnya Hubungan Kerja.
(2) Perjanjian Kerja tidak berakhir karena
meninggalnya Pemberi Kerja atau beralihnya hak
atas Perusahaan yang disebabkan penjualan,
atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan Perusahaan,

pewarisan,
hak-
hak Pekerja/Buruh menjadi tanggung jawab Pengusaha
baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak
Pekerja/Buruh.

(4) Dalam hal Pemberi Kerja orang perseorangan
meninggal dunia, ahli waris Pemberi Kerja dapat
mengakhiri Perjanjian Kerja setelah berunding
dengan Pekerja/Buruh.

(5) Berakhirnya Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan
alasan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Dalam hal Pekerja/Buruh meninggal dunia, ahli
waris Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak-haknya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam
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Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau

Perjanjian Kerja Bersama.

Bagian Kedua
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 82 uu 27/2026 -
(1) Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana

2026-10-28 Al

dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

(2) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan masing-
masing perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Pemberi Kerja yang bermaksud memperpanjang
Perjanjian Kerja waktu tertentu wajib
memberitahukan secara tertulis kepada
Pekerja/Buruh yang bersangkutan mengenai rencana
perpanjangan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum Perjanjian Kerja waktu tertentu berakhir.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian
Kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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il =

Pasal 83 uuU 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perjanjian Kerja waktu tertentu harus dibuat
secara tertulis dengan menggunakan bahasa
Indonesia dan huruf latin.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tertentu
dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing,
apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran
antara keduanya, yang berlaku Perjanjian Kerja
waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 84 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang membuat Perjanjian Kerja
waktu tertentu secara tertulis dengan tidak
menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 85 uuU 27/2026 - 2026-10-28 Al

Perjanjian Kerja waktu tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) yang tidak dibuat
secara tertulis demi hukum menjadi Perjanjian
Kerja waktu tidak tertentu.
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Pasal 86 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat
mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan
kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum

dan masa kerja tetap dihitung.

Pasal 87 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Perjanjian Kerja waktu tertentu hanya dapat
dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis
dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling
lama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (2);

c. pekerjaan yang bersifat musiman;

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih
dalam percobaan atau penjajakan; atau

e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya
bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian Kerja waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Pemberi Kerja wajib mencatatkan Perjanjian
Kerja waktu tertentu paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak Perjanjian Kerja waktu tertentu
ditandatangani kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

(4) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah
dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat diakses oleh Pekerja/Buruh dan pengawas
Ketenagakerjaan.

(5) Perjanjian Kerja waktu tertentu yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) demi hukum menjadi Perjanjian
Kerja waktu tidak tertentu.

(6) Dalam hal demi hukum menjadi Perjanjian Kerja
waktu tidak tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5),
nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada

Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan

pengadilan negeri setempat dengan syarat:

a. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

b. telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan
sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan
batas waktu perpanjangan Perjanjian Kerja waktu
tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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2R =SAHE CHS Q7 ot 2te X[t 2l (pengadilan negeri)

0l s ZrAl2tel AL SX|M(nota pemeriksaan)oi| CHSH Q1S

Qs QlCh
a. YA A (perundingan bipartit) g AAIGI QL T YA 40|
k<]

folofl O|Z2A| ZOIUHLE 0= B FARPL FEE HEOIAS 2,

S =) |1

b. 2| 0l T2} S 2AITI| AL O|ZOfRS 2.
(7) 7121l 227ofe| AR0| RS A EE US, 712t Y ot

J[Gtoll 25t Al AR HEHOR Haict,
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Pasal 88 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tertentu
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat
(1), Pemberi Kerja wajib memberikan uang
kompensasi kepada Pekerja/Buzruh.

(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan
masa kerja Pekerja/Buruh di Perusahaan yang
bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang
kompensasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 89 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemberi Kerja yang tidak memberikan uang
kompensasi kepada Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 90 uu 27/2026 -
Apabila salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja

2026-10-28 AlH

sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kerja waktu tertentu atau
berakhirnya Hubungan Kerja bukan karena ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1),
pihak yang mengakhiri Hubungan Kerja diwajibkan
membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar
Upah Pekerja/Buruh sampai batas waktu berakhirnya
jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 91 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Ketentuan mengenai Perjanjian Kerja waktu tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan
Pasal 90 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

HI8sx=

(1) MI81=E M|1&tol| M ot Hiol| k2t 2| 2HH| 22 H|ef0] ZE S B,
NEF £ 22X =SA0A BtE 242 (uang kompensasi)&
X|Z5t0{0F SHTY.

(2) AMl1EolM Fot TtE HAE 2 ol 7oA Z2AH SRt
2£7(|2H0)| 2t 22 AL = SKtof|H| KIS Tt

(3) THEEAZ0l| 25t M2 AR FEFYO R oIt

o OT o

H89Z

(1) MI88Z& M1l M ot Mg HetaS 2= LSl
X|ZotX| OfL|St 1 8F & CHg HEHS| HHYH|IHE HH=C:

a. M F31;

b. 7 MENE; L/E=

C. AtglEt=so| af

a3

=
=] L =] [e]] =

(2) HI1SHOlIA 5t AR Kok Hxfoll Tt NS ARt

o

A90=

O SHZ GHALRIIL 2| 2HH| 22 Aol A 5t 2|2t0] SR &[7| Foj|
D22HE ZESI7LE MI8LE MI1FOA "ot F-of| 2 X|
OfL|St Z2EAD BRE B, ZEAAE SRS SAKRLE
SCHEfOl|| 22H|2f 7|2H0] =2 itX|e| 22X =aAte| AZoll

Yot Lol =S AIE5H0{0f oLt

H91x
MI82Z=FEf M90ZMX[0l| A Yot 21 24| 22 A|2fof| 2hot A2

YEYOR FIIC

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Pasal 92 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu
dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling
lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja wajib
minimal:

a. membayar Upah paling sedikit 75% (tujuh puluh
lima persen) dari besaran Upah yang berlaku pada
jabatan di Perusahaan tersebut dan tidak di bawah
Upah minimum;

b. memberikan jaminan sosial; dan

c. memenuhi hak-hak lain sesuai dengan ketentuan

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

HI3E — 29| 22AH%

H92x
(1) 27| 227odoll= 3D Oluhel #& 717te 278 4 ct.
(2) MI1EoIM et 25 212t & 18F & £t CHE S 50{0f SICL:

a. o 71242] F9I0) MBI ATHL| |4 T5%(HYR THHIE)S
l.

b. AlS|= %S A B % U

. 2| YOl 2 1 9te] H2|S o|HE X
(3) DREL RS AT MY Fot 44 7
=SS 27| 2RAof0] 2 2R/ = SKI2 Y
5f0{of Bik,

(4) 28 7I2te| T2 87| 327 E AMH YBA| FAIE|0{o}
Bt

I2tS Ot 2 2R/

(mengangkat)

ol
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peraturan perundang-undangan. (5) & 712te| 20| 27| Z2HA |2 £ AT LMo FAIZ|X|
(3) Pemberi Kerja wajib mengangkat Pekerja/Buruh OIL|Et AR, & 7|22 §l= 1oz =L},
yang telah memenuhi persyaratan dan menyelesaikan (6) 11Ol M Kot AL 7|12+ 247|202 APYEICY,
masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi Pekerja/Buruh berdasarkan
Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu.
(4) Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan
dalam Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu atau
surat pengangkatan tertulis.
(5) Dalam hal syarat masa percobaan kerja tidak
dicantumkan dalam Perjanjian Kerja waktu tidak
tertentu atau surat pengangkatan tertulis, masa
percobaan kerja dianggap tidak ada.
(6) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diperhitungkan sebagai masa kerja.
Pasal 93 uU 27/2026 - 2026-10-28 A|2 H93Z
(1) Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dapat (1) 27| 2EAUS MHEE 52 HZES £ UL
dibuat secara tertulis atau lisan. (2) BI| 22HAkE 1EE H|Eo BR, 12T = 22 L SAIE
(2) Dalam hal Perjanjian Kerja waktu tidak 2[5t0{ MM UL A (surat pengangkatan)Z Z}45H0{0F SiCT,
tertentu dibuat secara lisan, Pemberi Kerja wajib (3) HI2Et0l| A K3t UR M= E|AGHCI2S ESIBIC}:
membuat surat pengangkatan tertulis bagi a. 22X EXFO| AT U FA:
Pekerja/Buruh. b. 25 JHA| U}
(3) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada c.ojoo| 2
ayat (2) paling sedikit memuat:
_ d. 2ol ot
a. nama dan alamat Pekerja/Buruh;
b. tanggal mulai bekerja; e. Al8AH(Pengusaha)2| 8 X M.
c. jenis pekerjaan;
d. besarnya Upah; dan
e. nama dan tanda tangan Pengusaha.
Pasal 94 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al H94x

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak membuat surat (1) HI93Z H|2&tof| M St Hiof| w2t 27| Z2AH|2fS FE2 | Qs
pengangkatan tertulis bagi Pekerja/Buruh dalam hal HRO| 22X SAE Q5 MH U 2AME ZHASGHK| OtL|st R E
Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu dibuat 18X LS SEfO| M A|RHE HH=LC}:

secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93

©
Rl
g 4
oy I
k=l

o] .
ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa: b. SH& BjEf; Ql/E

o 4
a. peringatan tertulis; C. AFASHE |5t

b. denda administratif; dan/atau
c. pembatasan kegiatan usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

(2) FLZOIA F8h BRI 224 HRIOl Bt AR AZH
oo ML

pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keempat HAH™ —of244

Alih Daya
Pasal 95 uU 27/2026 - 2026-10-28 Al H95%
(1) Perusahaan dapat menyerahkan sebagian (1) 7|1 (Perusahaan)2 MHO Z | ATt O A4 A2k (perjanjian
pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lainnya alih daya)S £510{ 47 30| UL E CI2 J|Yoj| 22 4 QICt
melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara (2) HI1St0l| A %SOt AAl Do ZE20t HO= X|Q AMH|A SH=
tertulis. EE YA TP BT 20| Gl 2S0|0{0} SiCt
(2) Jenis dan bidang pekerjaan alih daya (3) RI2&0l|A] R5t K|S AMH| A SES [12S ZaisIC}

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan a. BA MHIA Ab

kegiatan jasa penunjang atau yang tidak SERY XIS Ot DA HIZ ARYL:
LI - o =2 — = ’

berhubungan langsung dengan proses produksi.

=y =<

TR/ ESAE AT 5 WIS ALY,

b
) A . ) - C. 44| Q124 c= |y AP Al
(3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud q aHl o Bl At
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ez 1=)
b =

pada ayat (2) meliputi:

a. usaha pelayanan kebersihan;

b. usaha penyediaan makanan bagi Pekerja/Buruh;
c. usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan;
dan

d. usaha penyediaan angkutan bagi Pekerja/Buruh.

Pasal 96 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Selain kegiatan jasa penunjang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3), Perusahaan milik
negara atau swasta di sektor pertambangan dan/atau
perminyakan dapat menggunakan alih daya hanya
untuk usaha jasa penunjang di bidang pertambangan
dan perminyakan.

(2) Penggunaan alih daya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dilakukan melalui anak Perusahaan
dari Perusahaan milik negara atau swasta tersebut
yang berbadan hukum yang berbentuk perseroan
terbatas.

Pasal 97 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al¥

(1) Perusahaan badan usaha milik negara dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
Perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya.
(2) Perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib merupakan anak Perusahaan dari
badan usaha milik negara tersebut yang berbadan
hukum dalam bentuk perseroan terbatas.

(3) Jenis dan bidang pekerjaan yang dapat
dialihdayakan harus merupakan jasa penunjang atau
yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan
utama Perusahaan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan pekerjaan alih daya untuk jenis
kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 98 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam hal Pekerja/Buruh dari Perusahaan alih
daya digunakan oleh Perusahaan pemberi pekerjaan
untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, demi hukum status
Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dan Perusahaan
alih daya beralih menjadi Hubungan Kerja antara
Pekerja/Buruh dan Perusahaan pemberi pekerjaan.
(2) Dalam hal Perusahaan pemberi pekerjaan tidak
melaksanakan peralihan status Hubungan Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
nota pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan,
Pekerja/Buruh dapat meminta pengesahan nota
pemeriksaan pengawas Ketenagakerjaan kepada
pengadilan negeri setempat dengan syarat:

a. telah dilaksanakan perundingan bipartit namun
perundingan bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk
berunding; dan

b. telah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
Ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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H96x=

(1) HI95Z MI3S0l|A Tt K| AH|A

B2 FIt AR Es DR |92 Y 2 AR 20| K| MH|A
AtRiof| Stotof o242 0|28

(2) MI1FOI|M Tt OF 244
IR oy 29 AR s 22E I [¥e fle/\r%

H97x

(1) =Y7|(badan usaha milik negara)@! 7| (Perusahaan)2

Ol HFS Soi0] YT 42| ULE CHE 7|0l ¥ 4 Utk

(2) MI1ZOl|l M Yot CHE 2192 FA=|At HEH2| HolHAS I ol
=372l XB'ZIAHHOF"’HZF
(3) OFRAAE £ 9 Fo O X2 AfH|: E Jlgie)

4

T =0 =] = HAL A

(4) HI3ZOlM got X MU~ S OU*OH LHSH OFR 4 AR 2
ALA| Zxfol] ZHet NS ARHS HEHO R HFICE

H98Z

(1) OFR2AA J|¥o| ZZ2AH SR Y ©2I 7| (Perusahaan
pemberi pekerjaan)of| 2|5t04 /44t npgnt 21N 2R 2HES
+Yote Ol AHEElE B2, EY JUT 22X/ SRR OFR A%

7| Atol12] Z2EAC| X|fl=
Ato|e] 22| = O Lt
(2) L2 B2 2|UO| s ZAIR| HAF SRIAMOf| et K10l A
got 22| X|2|2] OI7HS HAISHR| OtL|ot= B2, 22X/

Oy L
EEAhE Chg 27 Of2H 2 X YH 0| leSZ AR ZAL SXIAMO

TEA/ SRR YE B I

ol g2lof| O|=X| ZotAHLE
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Pasal 99 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Hubungan Kerja antara Perusahaan alih daya
dengan Pekerja/Buruh yang dipekerjakannya
didasarkan pada Perjanjian Kerja yang dibuat
secara tertulis, baik Perjanjian Kerja waktu
tertentu maupun Perjanjian Kerja waktu tidak
tertentu.

(2) Syarat-syarat kerja, peningkatan kompetensi
Pekerja/Buruh, pelindungan, Upah, jaminan sosial
dan kesejahteraan, serta proses penyelesaian
perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
menjadi tanggung jawab Perusahaan alih daya.

(3) Dalam hal Perusahaan alih daya mempekerjakan
Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja waktu
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Perjanjian Kerja waktu tertentu tersebut harus
mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak bagi
Pekerja/Buruh apabila terjadi pergantian
Perusahaan alih daya dan sepanjang objek
pekerjaannya tetap ada.

(4) Dalam hal terjadi pergantian Perusahaan alih
daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masa
kerja Pekerja/Buruh pada Perusahaan alih daya
sebelumnya diperhitungkan secara kumulatif dengan
masa kerja pada Perusahaan alih daya pengganti
untuk penghitungan batas waktu Perjanjian Kerja
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
ayat (2), sepanjang objek pekerjaannya tetap sama.
(5) Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum
perseroan terbatas dan wajib memenuhi perizinan
berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Perusahaan alih daya wajib menyusun struktur
dan skala Upah dengan memperhatikan kemampuan
Perusahaan dan Produktivitas, serta golongan,
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.
(7) Perusahaan alih daya dilarang memotong atau
mengurangi hak normatif Pekerja/Buruh alih daya
yang telah diperjanjikan di dalam Perjanjian
Kerja.

(8) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) harus memenuhi norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Pasal 100 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

Perusahaan alih daya yang tidak memenuhi perizinan
berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat
(5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Ketentuan lebih lanjut mengenai alih daya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan
Pasal 100 diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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H99=

(1) OFR 2% 2|1t 3 7|R40| D 8Sh= 22 L SAt AfO[2]
TEEA= MHOE H|ZSH 22 A0l 7|=5HH, 7|2t
22|20l 27| Z2H|2k0|E ZLt.

(2) 22X, 22X SR 9T T, BT, A, Al 3
£X|, 22|11 Y45Hs 2740| oA MRt= Mol o et
AA|E|H 0244 7|2 40| EICt,

(3) OFR 2%y 7|40 MI1HO|A Fot 7|2HA 22 A|2fo]| 7| =5H04
22X/ SAE D80 B, I 7|2H 2EAHF2 0244
7|4e| WA|PF QT AR CHALO| Al EMSHE $F 22X} SRt
HE| E32| 0|H g R = 510{0F St

(4) MI3Eol| M FBt o244 I || WAH|It U FR, O|F OFR24 4
7| GollMe| Z2AH BRI 247|122, AR CHafo] AHl& SUst ot
HI82Z HMI2%oll M ot 7| ZHA| 22AH |2k 7|3 A S 2I5t0] &
OFR A’ 7IolIMel 2472kt 2510 APYEIC.

(5) Ot 7| FAI2|AL HERS| B Q10| B=do| 175of| wHat
YR L AtE517HE £&5t0{0F SICL

(6) OF2AH 7|¥2 7| 21} AAHA (Produktivitas), 12|10
[2h 5t 4 ot nEfsto] AF LxEet

H

ZOFX]

Al Xl
=g

(7) OFRAA 7| TR HOHM HE OFR A4 2R - EXfO)
T 22| (hak normatif) S ZHI5H{LE ZAAIHALS OfL| EICt,
(8) WIS et AlRISITHe UM} Hote 74, 71F, HAt U

S 550100k BHCL.

H|100%
HI99E MISTOIIAM ot AIABI7HE SFTHA| 2ot= 02 712
HHEO| 70| 2 HYHME =Lt
H101=
H|95Z= 2 E HM|LO0ZENR|Of| A Tt OF2 A4 0f Zh5H MR Al
PRFPo= HYoiLt
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Pasal 102 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Hubungan pekerjaan tertentu memiliki
karakteristik yang bersifat fleksibel berdasarkan
kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
(2) Hubungan pekerjaan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
a. perjanjian kemitraan; atau

b. perjanjian lainnya untuk melaksanakan
pekerjaan.

(3) Pihak yang melaksanakan hubungan pekerjaan
tertentu berhak atas penghasilan yang layak,
pelindungan K3 dan jaminan sosial, dan hak-hak
lain yang diatur dalam kesepakatan.

(4) Hubungan pekerjaan tertentu yang dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kemitraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk pekerjaan
yang menggunakan platform digital.

H102x
(1) EX G224 (hubungan pekerjaan tertentu)= 2

41| 2stgtololl 7|28t QU5 420l SHS IRICE

= TT o

=
Yot £ YF2AI= B30l 7125101 HAIECH

(2) M1gollA
a. ItE 4 AH|2f(perjanjian kemitraan); EE=

k21 I3H 3 5| A|2.

(3) £ AR E o= TAAE MG A5, K3 H39}
Atz 2%, 2|10 SoloflAM g5t T 8te| HE|E JHEICh

(4) M2 a= ol M H5t THE L4 AH|2fof| 7| =010 MA|E= £

AR T C|R|Y ZAES 0|85t YRE Faksic) 12

o
=
i

Al

12FmJE%EQ%ggiﬁuimwiﬂK%WWMmdwK%mamKmdﬁﬁﬂiﬂwﬂ%ggigﬂﬂmﬁ§8%§%1m§$%%

Pasal 103 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan
pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan
perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (2) huruf a diatur dengan Undang-
Undang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan
pekerjaan tertentu yang dilaksanakan berdasarkan
perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 102 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan
Menteri.

H103=

(1) M1022 X228 aT0l| M Y LHEL Y H[2fo 7| =5t0] MA|El=
ST YRl 23t MR A2 EER YT

(2) 11022 HN|2g b= Of|A] Tt 2 5ko| H|2fol| 7|=5t0] HAlEl=
S8 AREAof 2Tt MR Arg2 PR Yoltt

Bagian Kesatu
Pelindungan

H1d —-HS

Paragraf 1
Penyandang Disabilitas

Pasal 104 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja
penyandang disabilitas wajib memberikan
pelindungan sesuai dengan jenis dan ragam
disabilitas.

(2) Pemberian pelindungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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A2zt — FoHQl

H104%=

(1) Zoi?l ' 5= (Tenaga Kerja penyandang disabilitas)2
1gote NEF= FHolle| ZF2t FH(ragam)ol| 2t S S
X5 ot0o{0F STt

(2) M1ZollM ot EZ 2| HIZ-2 HPel 780l W2t HAIECH
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Pasal 105 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan
usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah
wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling

sedikit 2%

H105%
(1) 5YEE, AYHE, 2G| L XLE7|(badan usaha milik
daerah) 22X/ = SAt 49| Z|4 2%(0] HAIE)O| SHESH=

Ho{elS 11 85t0{of STt

(dua persen) dari jumlah Pekerja/Buzruh. (2) 7|92 22X} L =X} 20| £ A 1% (Y HME)O| Szt
(2) Perusahaan wajib mempekerjakan penyandang X012 1125040 BiC},
disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari
jumlah Pekerja/Buruh.
Paragraf 2 H22t — o5
Anak
Pasal 106 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al H106=

Pemberi Kerja dilarang mempekerjakan Anak.

Pasal 107 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
dapat dikecualikan bagi Pemberi Kerja yang
mempekerjakan Anak berusia antara 15 (lima belas)
tahun sampai dengan di bawah 18 (delapan belas)
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang
tidak membahayakan keselamatan, tidak mengganggu
perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial,
serta moral Anak.

(2) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak pada
pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib:

a. mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau
wali;

b. membuat Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja
dengan orang tua atau wali;

c. memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) Hari;

d. memberikan pekerjaan yang dilakukan pada Siang
Hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. menjamin K3;

f. memiliki Hubungan Kerja yang jelas; dan

g. memberikan Upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g
dikecualikan bagi Anak yang bekerja pada usaha
keluarganya.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dimaksudkan untuk menjamin tidak terjadi
eksploitasi pada Anak yang bekerja.

13 212 'tidak membahayakan keselamatan'S =722| QFQIX| 8+5|X| OHL|SICHHIZ Flof| OFS 2| Biet. 2

14 2182 'Hari'(Y), 'Minggu'(), 'Siang Hari'(s) S CHEXIZ 0} Hof2 'l

Pasal 108 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja
yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan
atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.

(2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit berusia 14 (empat belas) tahun.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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dapat dilakukan dengan syarat:

a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara
pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
b. diberi pelindungan K3.

Pasal 109 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk
mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. memberikan akses kepada orang tua atau wali
untuk melakukan pengawasan secara langsung;

b. memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) Hari dan 12 (dua belas) jam dalam 1
(satu) Minggu; dan

c. menjamin kondisi dan lingkungan kerja yang
tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenai Anak yang bekerja untuk
mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 110 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Dalam hal Anak dipekerjakan bersama-sama dengan
Pekerja/Buruh yang berusia 18 (delapan belas)
tahun ke atas maka tempat kerja Anak harus
dipisahkan dari tempat kerja Pekerja/Buruh yang

berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.

Pasal 111 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat
kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 112 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan/atau
melibatkan Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk.

(2) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau
sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, atau menawarkan Anak untuk pelacuran,
produksi pornografi, pertunjukan pornografi, atau
perjudian;

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan,
menyediakan, menawarkan atau melibatkan Anak untuk
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat
pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan
kesehatan, keselamatan, atau moral Anak.

(3) Setiap Perusahaan skala menengah dan skala
besar wajib memastikan dan mengaudit agar seluruh
rantai pasok produksi dan distribusi usahanya
bebas dari keterlibatan Anak dalam bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat
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(2).

(4) Ketentuan mengenai pekerjaan yang sifat atau
keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat
membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral
Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 113 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya
penanggulangan Anak yang bekerja di sektor
informal.

(2) Ketentuan mengenai upaya penanggulangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

H113=x=
(1) e H|Z A 220)|A UsH= OFS0|| CiEH TS

o1 T [=)

(penanggulangan) -2 &t 9f —?—Jf ALt

(2) HI1ol|A YTt Chs =20l 2ot Al 2 YR-PO 2 Yot

o O

F.

Paragraf 3
Perempuan

Pasal 114 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
perempuan wajib:

a. memberikan kesempatan yang sama tanpa
diskriminasi kepada Pekerja/Buruh perempuan dalam
hal pengembangan karier;

b. menyediakan ruang dan fasilitas laktasi serta
kesempatan menyusui selama waktu kerja;

c. menetapkan dan menerapkan kebijakan tanpa
toleransi terhadap segala bentuk pelecehan seksual
dan kekerasan seksual di tempat kerja; dan

d. memberikan pemeriksaan kesehatan reproduksi
berkala untuk sektor berisiko.

(2) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
perempuan dilarang:

a. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan berusia
15 (lima belas) sampai dengan di bawah 18 (delapan
belas) tahun antara pukul 21.00 sampai dengan
pukul 07.00;

b. melakukan pembatasan, pembedaan perlakuan, atau
tindakan yang mengurangi hak Pekerja/Buruh
perempuan karena status perkawinan, kehamilan,
persalinan, keguguran, atau kegiatan menyusui;

c. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil
pada pekerjaan berisiko tinggi atau membahayakan
kehamilannya dengan melampirkan surat keterangan
medis; dan

d. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil
untuk kerja malam pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00.

(3) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00 wajib:

a. memberikan makanan dan minuman bergizi;

b. menyediakan angkutan antar-jemput; dan

c. menjaga keamanan dan keselamatan selama di
tempat kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberi Kerja
yang mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Paragraf 4
Waktu Kerja

Pasal 115 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja wajib melaksanakan
ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40 (empat
puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) Minggu; atau

b. 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan 40
(empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 5
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak berlaku bagi sektor usaha atau
pekerjaan tertentu.

(4) Pelaksanaan jam kerja bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja
pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 116 uu 27/2026 -
(1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh

2026-10-28 Al

melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat:

a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang
bersangkutan;

b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis
dan/atau melalui media digital; dan

c. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18
(delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu.

(2) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (2) wajib membayar Upah kerja
lembur, dengan ketentuan:

a. untuk jam kerja lembur pertama sebesar 1,5
(satu koma lima) kali Upah dalam 1 (satu) jam; dan
b. untuk setiap jam kerja lembur berikutnya,
sebesar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam.

(3) Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada
Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus
tujuh puluh tiga).

(4) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi
sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja
lembur dan Upah kerja lembur diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
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Pasal 117 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja yang tidak
memenuhi syarat:

a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang
bersangkutan;

b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis
dan/atau melalui media digital; atau

c. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
lama 4 (empat) jam dalam 1 (satu) Hari dan 18
(delapan belas) jam dalam 1 (satu) Minggu,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

16
1Z0{= H116%E M1FO|ME 'dan'0| 1 H117 %X H1Z0A =

Pasal 118 uu 27/2026 -
(1) Pemberi Kerja wajib memberi:

2026-10-28 Al

a. waktu istirahat; dan

b. cuti.

(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh
paling sedikit meliputi:

a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit
setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam
terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak
termasuk jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) Hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) Minggu atau 2 (dua) hari
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu;
dan

c. istirahat panjang diberikan selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah Pekerja/Buruh bekerja
secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau
kelipatannya.

(3) Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya.

(4) Pekerja/Buruh yang mengambil istirahat panjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak
berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan.

(5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b wajib diberikan kepada Pekerja/Buruh, yaitu cuti
tahunan paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja
setelah Pekerja/Buruh yang bersangkutan bekerja
selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus.
(6) Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,
pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan
Pekerja/Buruh.
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(7) Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Bersama.

Pasal 119 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pemberi Kerja wajib memberikan kesempatan kepada
Pekerja/Buruh untuk melaksanakan ibadah yang
diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 120 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Pekerja/Buruh perempuan yang dalam masa haid
merasakan sakit dan memberitahukan kepada Pemberi
tidak wajib bekerja paling lama 2 (dua)
hari pada masa haid.

Kerja,

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Bersama.

Pasal 121 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja wajib memberikan cuti melahirkan
bagi Pekerja/Buruh perempuan dan waktu istirahat
bagi Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami
keguguran kandungan.

(2) Pekerja/Buruh perempuan berhak memperoleh cuti
melahirkan dengan ketentuan:

a. paling singkat 3 (tiga) bulan pertama; dan

b. dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan
berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

(3) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:

a. ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan
kesehatan, dan/atau komplikasi pascapersalinan
atau keguguran; dan/atau

b. Anak yang dilahirkan mengalami masalah
kesehatan, gangguan kesehatan, dan/atau
komplikasi.

(4) Pekerja/Buruh perempuan yang mengalami
keguguran kandungan berhak memperoleh waktu
istirahat 1,5 (satu koma lima) bulan atau sesuai
dengan surat keterangan dokter, dokter spesialis
kandungan dan kebidanan, atau bidan.

Pasal 122 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH
Pekerja/Buruh perempuan yang masih menyusui
anaknya harus diberikan kesempatan dan fasilitas
yang layak untuk melakukan laktasi selama waktu

kerja.

Pasal 123 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Setiap Pekerja/Buruh yang menggunakan hak
waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
118 ayat (2) huruf b dan cuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (5) berhak mendapat Upah
penuh.

(2) Setiap Pekerja/Buruh yang menggunakan hak cuti
melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
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ayat (2) huruf a dan menggunakan hak waktu
istirahat keguguran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 121 ayat (4) berhak mendapat Upah penuh.

(3) Pekerja/Buruh perempuan yang mendapatkan
perpanjangan cuti melahirkan karena kondisi khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2)
huruf b berhak mendapat Upah secara penuh untuk
bulan keempat dan 75% (tujuh puluh lima persen)
dari Upah untuk bulan kelima dan bulan keenam.

Pasal 124 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pekerja/Buruh berhak mendapatkan hak cuti
pendampingan istri pada masa persalinan, selama 2
(dua) hari dan dapat diberikan paling lama 3
(tiga) hari berikutnya atau sesuai dengan
kesepakatan antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi
Kerja.

(2) Dalam hal istri mengalami keguguran,
Pekerja/Buruh berhak atas cuti pendampingan selama
2 (dua) hari.

1728 fatau; 7+9e| '0[ofA B|Th 3(ANY'Dt £l2] ol Z ofL it AEH

Pasal 125 uu 27/2026 -
(1) Pekerja/Buruh tidak wajib bekerja pada hari

2026-10-28 Al

libur resmi.

(2) Pemberi Kerja dapat mempekerjakan
Pekerja/Buruh untuk bekerja pada hari libur resmi
apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus
atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan
antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja.

(3) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar
Upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan
pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur
resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja dan 40
(empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu, dengan
ketentuan:

a. perhitungan Upah kerja lembur dilaksanakan
sebagai berikut:

1. jam pertama sampai dengan jam ketujuh, dibayar
2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam;

2. jam kedelapan, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam
1 (satu) jam; dan

3. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan jam
kesebelas, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1
(satu) jam;

b. jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja
terpendek, perhitungan Upah kerja lembur
dilaksanakan sebagai berikut:

1. jam pertama sampai dengan jam kelima,
(dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam;

2. jam keenam, dibayar 3 (tiga) kali Upah dalam 1
(satu) jam; dan

dibayar 2

3. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam kesembilan,
dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu) jam.

(4) Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar

Upah kerja lembur, apabila kerja lembur dilakukan
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pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur
resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40
(empat puluh) jam dalam 1 (satu) Minggu, dengan
ketentuan perhitungan Upah kerja lembur
dilaksanakan sebagai berikut:

a. jam pertama sampai dengan jam kedelapan,
dibayar 2 (dua) kali Upah dalam 1 (satu) jam;
dibayar 3 (tiga) kali Upah
dalam 1 (satu) jam; dan

b. jam kesembilan,

c. jam kesepuluh, jam kesebelas, dan jam kedua
belas, dibayar 4 (empat) kali Upah dalam 1 (satu)
jam.

(5) Perhitungan Upah 1 (satu) jam didasarkan pada
Upah pokok dan tunjangan tetap dibagi 173 (seratus
tujuh puluh tiga).

(6) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Menteri.

(6) 2ol M Yot PRo| SFt FHol| 2ot P2 FUF=
ettt

Paragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 126 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Menteri mengoordinasikan penyusunan kebijakan
K3 nasional.

(2) Kebijakan K3 nasional ditetapkan oleh

Presiden.

>~
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Pasal 127 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H
Ruang lingkup penerapan K3 meliputi seluruh tempat
kerja yang berada di wilayah hukum Republik

baik di darat, di dalam tanah, di
di dalam air,

Indonesia,

permukaan air, maupun di udara.

Pasal 128 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja wajib menerapkan K3 untuk
mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.

(2) Penerapan K3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang K3 dan/atau standar K3.

(3) Kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat
kerja dapat berakibat:

a. luka/cedera;

b. disabilitas sebagian fungsi;
c. disabilitas total tetap; atau
d. meninggal dunia.

Pasal 129 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pekerja/Buruh mempunyai hak untuk
memperoleh pelindungan atas:

a. K3 baik fisik maupun mental di tempat kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan

c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama.
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(2) Untuk melindungi K3 Pekerja/Buruh guna
mewujudkan Produktivitas kerja yang optimal
Pemberi Kerja wajib menyelenggarakan upaya K3.

(3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 130 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 yang
terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan.
(2) SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen
Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan
kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
efisien, dan produktif.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku bagi Perusahaan:

a. mempekerjakan Pekerja/Buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau

b. memiliki tingkat risiko tinggi.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk:

a. meningkatkan efektivitas pelindungan K3 yang
terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja; dan

c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan
efisien.

(5) Penerapan SMK3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:

a. penetapan kebijakan K3;

b. perencanaan K3;

c. pelaksanaan rencana K3;

d. pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

e. peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

(6) Dalam upaya meningkatkan penerapan SMK3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan
melaksanakan paling sedikit:

a. penyediaan tempat kerja yang memenuhi standar
K3;

b. pelaksanaan identifikasi bahaya dan penilaian
manajemen risiko secara berkala;

c. penyediaan alat pelindung diri atas biaya
Perusahaan;

d. penyediaan fasilitas pertolongan pertama pada
kecelakaan, ruang kesehatan kerja, dan sarana
transportasi darurat;

e. pemberian pelatihan K3 secara rutin;

f. pemeriksaan kesehatan Pekerja/Buruh secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun; dan

g. pelaporan kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, dan situasi berbahaya kepada instansi
terkait.

(7) Setiap Perusahaan wajib memiliki program
pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat
kerja.

(8) Ketentuan mengenai penerapan SMK3 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Pasal 131 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Perusahaan wajib membentuk komite K3.

(2) Komite K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur Pengusaha dan Pekerja/Buzruh.
(3) Komite K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:

a. merumuskan kebijakan;

b. melakukan pengawasan;

c. mengoordinasikan kegiatan pendidikan,
pelatihan, dan pembinaan; dan

d. menerima dan menindaklanjuti laporan terkait
potensi bahaya dan risiko K3.

Pasal 132 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perusahaan yang tidak menerapkan SMK3 yang
terintegrasi dengan sistem manajemen Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha;

d. penghentian sementara sebagian atau seluruh
alat produksi;

e. denda administratif; dan/atau

f. pencabutan perizinan berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 133 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penerapan K3
dan SMK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126
sampai dengan Pasal 132 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Bagian Kedua
Pengupahan

Pasal 134 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghasilan
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan
pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak
Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

(3) Dalam menetapkan kebijakan pengupahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
Pusat melibatkan Pemerintah Daerah dan dewan
pengupahan.

(4) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. Upah minimum;

b. struktur dan skala Upah yang proporsional;
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c. Upah kerja lembur;

d. tunjangan hari raya keagamaan;

e. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan
pekerjaan karena alasan tertentu;

f. bentuk dan cara pembayaran Upah;

g. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah;
dan

h. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran
hak dan kewajiban lainnya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan
pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2093

Pasal 135 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Hak Pekerja/Buruh atas Upah dan imbalan dalam
bentuk lain timbul pada saat terjadi Hubungan
Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pemberi Kerja
dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.
(2) Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh Upah
yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
(3) Pemberi Kerja wajib membayar Upah kepada
Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan.

(4) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas
kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh
atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan
tersebut batal demi hukum dan pengaturan
pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberi Kerja yang karena kesengajaan atau
kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan
pembayaran Upah, dikenai denda sesuai dengan
persentase tertentu dari Upah Pekerja/Buruh.

(7) Pekerja/Buruh yang melakukan pelanggaran
karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenai
denda.

(8) Pekerja/Buruh yang telah dikenai denda atas
suatu pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) tidak dapat dikenai sanksi lain atas
pelanggaran yang sama.

(9) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada
Pemberi Kerja dan/atau Pekerja/Buruh dalam
pembayaran Upah.

Pasal 136 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald
(1) Upah ditetapkan berdasarkan:
a. satuan waktu; dan/atau

b. satuan hasil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah
berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.
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Pasal 137 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Upah minimum terdiri atas:

a. Upah minimum provinsi;

b. Upah minimum kabupaten/kota;

c. Upah minimum sektoral provinsi; dan

d. Upah minimum sektoral kabupaten/kota.

(2) Gubernur wajib menetapkan Upah minimum
provinsi dan Upah minimum sektoral provinsi.
(3) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum
kabupaten/kota dan Upah minimum sektoral
kabupaten/kota.

(4) Penetapan Upah minimum kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
setelah penetapan Upah minimum provinsi.

(5) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus lebih tinggi dari
Upah minimum provinsi.

(6) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah
minimum dan akan menetapkan Upah minimum,
penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat
tertentu.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan Upah minimum diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 138 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan berdasarkan
kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan
Ketenagakerjaan.

(2) Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
data yang bersumber dari lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
kegiatan statistik.

(3) Untuk memperoleh data kebutuhan hidup layak,
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang kegiatan statistik
melaksanakan survei kebutuhan hidup layak pada
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Sebelum melaksanakan survei kebutuhan hidup
layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang kegiatan statistik bersama
dewan pengupahan nasional membahas rencana
pelaksanaan survei kebutuhan hidup layak yang
paling sedikit meliputi:

a. jenis komponen kebutuhan hidup layak;

b. kualitas komponen;

c. lokasi pelaksanaan survei; dan

d. waktu pelaksanaan survei.

(5) Hasil survei kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh lembaga
pemerintah yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang kegiatan statistik kepada
dewan pengupahan daerah sebagai salah satu dasar
menyusun rekomendasi penetapan besaran Upah
minimum oleh gubernur.
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebutuhan
hidup layak diatur dengan Peraturan Menteri.

2lomo

Pasal 139 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan
menggunakan:

a. formula penghitungan Upah minimum; atau

b. kebutuhan hidup layak.

(2) Formula penghitungan Upah minimum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan
variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks
tertentu.

(3) Indeks tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dengan batas bawah 0,5 (nol koma lima) sampai
paling tinggi 1 (satu).

(4) Penentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada nilai tertinggi
formula penghitungan Upah minimum atau kebutuhan
hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan
daerah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22 |

lyang disepakati oleh dewan pengupahan daerah| (X|& US2I¥3|7t

HUEY EYOIX| OfL|5t HE Of=tHZ HZICt

=

Pasal 140 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
137 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan
masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada
Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah,
yaitu:

a. Upah tanpa tunjangan; atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

(3) Dalam hal Upah di Perusahaan terdiri atas Upah
pokok dan tunjangan tidak tetap, Upah pokok paling
sedikit sebesar Upah minimum.

(4) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1
(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang memiliki kualifikasi tertentu yang
disyaratkan dalam jabatan, dapat diberikan Upah
lebih besar dari Upah minimum.

(5) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah
dari Upah minimum.

(6) Perusahaan yang belum mampu memenuhi Upah
minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengajukan permohonan perkecualian Upah minimum
kepada gubernur.

(7) Pengajuan permohonan perkecualian Upah minimum
dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bipartit
dan telah dilaksanakan audit secara eksternal.

(8) Hasil kesepakatan bipartit dan hasil audit
secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dilampirkan dalam permohonan perkecualian Upah
minimum untuk ditetapkan oleh gubernur.
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Pasal 141 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
(1) Dalam keadaan tertentu,
menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang

Pemerintah Pusat dapat

berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2).

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. bencana alam dan/atau bencana non-alam yang
berdampak luas secara nasional dan/atau regional;
dan/atau

b. kondisi luar biasa perekonomian global dan/atau
nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan formula penghitungan Upah minimum
yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat rekomendasi dewan
pengupahan nasional yang disusun secara terbuka
dengan melibatkan unsur pemerintah, organisasi

dan Serikat Pekerja/Serikat Buzruh.

(4) Formula penghitungan Upah minimum yang berbeda
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
paling lama 1 (satu) periode penetapan Upah
minimum tahun berjalan dan tidak menghapuskan

Pengusaha,

keberlakuan formula penghitungan Upah minimum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2)
untuk periode berikutnya.

(5) Pemerintah Pusat wajib mengumumkan kepada
publik dan menyampaikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai
penetapan formula penghitungan Upah minimum yang
berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak formula
tersebut ditetapkan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penetapan formula penghitungan Upah minimum yang
berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 142 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c dan huruf d
ditetapkan untuk sektor tertentu:

a. sebagai sektor unggulan;
b. yang memiliki keahlian, karakteristik, dan
risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya;
dan/atau

c. yang memiliki tuntutan pekerjaan lebih berat
atau memerlukan spesialisasi.

(2) Penentuan Upah minimum sektoral dilakukan
berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan dengan
ketentuan:

a. Upah minimum sektoral provinsi lebih tinggi
dari Upah minimum provinsi; dan

b. Upah minimum sektoral kabupaten/kota lebih
tinggi dari Upah minimum kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upah minimum
sektoral diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 143 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

Upah di atas Upah minimum ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh
atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan.

Pasal 144 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Ketentuan Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 137 dikecualikan bagi usaha mikro dan
kecil.

(2) Upah pada usaha mikro dan kecil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan

kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh

di Perusahaan.

(3) Kesepakatan Upah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling rendah sebesar 50% (lima puluh
persen) dari Upah minimum yang berlaku.

(4) Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil wajib

membayar Upah berdasarkan kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Ketentuan mengenai usaha mikro dan kecil
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 145 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H
Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil yang
tidak membayar Upah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 144 ayat (4),
berupa:
a. peringatan tertulis;

dikenai sanksi administratif

dan/atau
b. denda administratif.

Pasal 146 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan
struktur dan skala Upah di Perusahaan dengan
memperhatikan kemampuan Perusahaan dan
Produktivitas, serta golongan, jabatan, masa
kerja, pendidikan, dan Kompetensi Kerja dari
Pekerja/Buruh.

(2) Penyusunan struktur dan skala Upah didasarkan

pada Upah pokok dengan mempertimbangkan saran dari

perwakilan Pekerja/Buruh atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

(3) Struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilampirkan dalam Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

(4) Struktur dan skala Upah digunakan sebagai
pedoman Pengusaha dalam menetapkan Upah bagi
Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja 1 (satu)
tahun atau lebih.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan
skala Upah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 147 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald
(1) Pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan

struktur dan skala Upah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 146 ayat (1), dikenai sanksi administratif
berupa:
a. peringatan tertulis;
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b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 148 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pengusaha melakukan peninjauan Upah secara berkala
dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan dan
Produktivitas.

Pasal 149 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Upah tidak dibayar apabila Pekerja/Buruh tidak
melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku dan Pemberi Kerja wajib membayar
Upah apabila:

a. Pekerja/Buruh sakit sehingga tidak dapat
melakukan pekerjaan;

b. Pekerja/Buruh perempuan yang sakit paling lama
2 (dua) hari pada masa haidnya sehingga tidak
dapat melakukan pekerjaan;

c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena
Pekerja/Buruh menikah,

menikahkan, mengkhitankan,

membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau
keguguran kandungan, suami atau istri atau anak
atau menantu atau orang tua atau mertua atau
anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal
dunia;

d. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan
pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban
terhadap negara;

e. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan
pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya;

f. Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang
telah dijanjikan tetapi Pemberi Kerja tidak
mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri
maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari
Pemberi Kerja;

g. Pekerja/Buruh melaksanakan hak istirahat

h. Pekerja/Buruh melaksanakan tugas Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang Ketenagakerjaan;

i. Pekerja/Buruh melaksanakan tugas pendidikan
dari Pemberi Kerja; dan

j. Pekerja/Buruh melakukan Mogok Kerja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang
sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sebagai berikut:

a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100%
(seratus persen) dari Upah;

b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Upah;

c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima
puluh persen) dari Upah; dan
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d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh
lima persen) dari Upah sebelum Pemutusan Hubungan
Kerja dilakukan oleh Pemberi Kerja.

(4) Upah yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh yang
tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c sebagai berikut:

a. Pekerja/Buruh menikah, dibayar untuk selama 3
(tiga) hari;

b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;

c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;

d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2
(dua) hari;

e. istri melahirkan atau keguguran kandungan,
dibayar untuk selama 2 (dua) hari atau paling lama
3 (tiga) hari berikutnya;

f. suami/istri, orang tua/mertua atau anak atau
menantu meninggal dunia, dibayar untuk selama 2
(dua) hari; dan

g. anggota keluarga dalam 1 (satu) rumah meninggal
dunia, dibayar untuk selama 1 (satu) Hari.

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Perjanjian
Kerja,

Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja

Bersama.

(5) Al22ollA] et Ol Aol ot 782 2R, FUTE
CHIEofoll Al FiCt 23242

tA
rir

23 A& FM2gt cz  menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya)] Ol Tanaknya] (22| At)=

menikahkan-mengkhitankan-membaptiskan Al SAt0|| €74 Z22|= 2102 §2iCt 22 X 4% b&~dZ I}

anaknya] membaptiskan anaknya] & 0] 0| 9{7|2} H=C},
24213 [kesalahan sendiri] 2|'AARIERE JE|I|=X|(DRE

25_9_|:|
oo

F2 AFEE II2I7 =R HEY ZYOtK| OLL[5t0] 2 Z Ol 2 FCh

Pasal 150 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Dalam hal komponen Upah terdiri atas Upah pokok
dan tunjangan tetap, besarnya Upah pokok paling
sedikit 75%
Upah pokok dan tunjangan tetap.

(tujuh puluh lima persen) dari jumlah

Pasal 151 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau
dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang
belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang
yang didahulukan pembayarannya.

(2) Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum
pembayaran kepada semua kreditur.

(3) Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya
atas semua kreditur, termasuk kreditur preferen,
kecuali para kreditur pemegang hak jaminan
kebendaan.

Pasal 152 uu 27/2026 - 2026-16-28 A|H
Pekerja/Buruh berhak melakukan tuntutan tanpa
batas waktu terhadap pembayaran Upah dan segala
pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja.
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Pasal 153 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Dalam perumusan kebijakan pengupahan serta
pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan
pengupahan yang berpartisipasi secara aktif.

(2) Dewan pengupahan terdiri atas:

a. dewan pengupahan nasional;

b. dewan pengupahan provinsi; dan

c. dewan pengupahan kabupaten/kota.

(3) Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan
saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat
dalam perumusan kebijakan pengupahan serta
pengembangan sistem pengupahan nasional.

(4) Dewan pengupahan provinsi, bertugas:

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan
sistem pengupahan nasional; dan

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada
gubernur dalam menetapkan Upah minimum, Upah
minimum sektoral, dan sistem pengupahan di tingkat
provinsi.

(5) Dewan pengupahan kabupaten/kota, bertugas:

a. memberikan saran dan pertimbangan kepada
bupati/wali kota dalam rangka penerapan sistem
pengupahan di tingkat kabupaten/kota;

b. memberikan saran dan pertimbangan kepada
gubernur melalui bupati/wali kota dalam menetapkan
Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3); dan

c. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem
pengupahan nasional.
Pasal 154 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dewan pengupahan nasional, dewan pengupahan
provinsi, dan dewan pengupahan kabupaten/kota
terdiri atas unsur pemerintah, organisasi
Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
akademisi, dan pakar Ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan, syarat dan komposisi keanggotaan,
tata cara pengangkatan dan pemberhentian
keanggotaan, serta tugas dan tata kerja dewan
pengupahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Kesejahteraan

Pasal 155 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Setiap Pekerja/Buruh dan keluarganya berhak
untuk memperoleh jaminan sosial.

(2) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan
Pekerja/Buruh yang dipekerjakan dalam program
jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Program jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaminan kesehatan nasional;

b. jaminan kecelakaan kerja;
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ez 1=)
b =

jaminan kematian;
jaminan hari tua;
jaminan pensiun; dan/atau

H © QO O

jaminan kehilangan pekerjaan.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e. g2 2% (jaminan pensiun); /=
f. AlZ1E % (jaminan kehilangan pekerjaan).

nx

(4) R3O A BT ALS| HAHS 12 Fof| w2} Alyste}. 26

%A@EQEEJ%Qm&%%%%%%m%ﬁ%ﬂ%%mmMMk%denMQMMEﬂﬁQEQmemnMwmmmkmMﬁEWﬂEQLMMMn
kematian(AFEZE), jaminan hari tua(leEE ), jaminan pensiun(AZ2E ), jaminan kehilangan pekerjaan(&ZE%).

Pasal 156 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pemberi Kerja pada usaha mikro dan kecil yang
tidak mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang
dipekerjakan dalam program jaminan sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. denda administratif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 157 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja wajib mengikutsertakan
Pekerja/Buruh sebagai peserta dalam program
jaminan kehilangan pekerjaan.

(2) Program jaminan kehilangan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak
pada saat Pekerja/Buruh kehilangan pekerjaan.

(3) Program jaminan kehilangan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
secara nasional berdasarkan prinsip asuransi
sosial.

Pasal 158 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 157 diselenggarakan oleh badan
penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan dan
Pemerintah Pusat.

27

2|95t ICE MI160Z% M3 cZO|AME 2T

Pasal 159 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Peserta dalam program jaminan kehilangan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 terdiri atas:
a. Pekerja/Buruh yang telah diikutsertakan oleh
Pemberi Kerja dalam program jaminan sosial; dan

b. Pekerja/Buruh yang baru didaftarkan oleh
Pemberi Kerja dalam program jaminan sosial.

Pasal 160 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) TIuran program jaminan kehilangan pekerjaan
wajib dibayarkan setiap bulan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh
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Pemerintah Pusat dan sumber pendanaan jaminan
kehilangan pekerjaan.

(3) Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan
berasal dari:

a. modal awal pemerintah;

b. rekomposisi iuran program jaminan sosial;
dan/atau

c. dana operasional badan penyelenggara jaminan
sosial Ketenagakerjaan.

(4) Modal awal pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a untuk program jaminan
kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit
Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) yang
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara.

Pasal 161 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang
tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan
Kerja.

Pasal 162 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Ketentuan lebih lanjut mengenai program jaminan
kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 157 sampai dengan Pasal 161 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
Pasal 163 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi
Pekerja/Buruh dan keluarganya, Pemberi Kerja harus
menyediakan fasilitas kesejahteraan.

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
memperhatikan kebutuhan Pekerja/Buruh dan ukuran
kemampuan Perusahaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan
kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan
kebutuhan Pekerja/Buruh dan ukuran kemampuan
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 164 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Untuk meningkatkan Kesejahteraan
Pekerja/Buruh, dibentuk koperasi Pekerja/Buruh dan
kegiatan usaha produktif di Perusahaan.

(2) Pemerintah, Pemberi Kerja, dan Pekerja/Buruh
atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh berupaya
menumbuhkembangkan koperasi Pekerja/Buruh dan
mengembangkan usaha produktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Pembentukan koperasi Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya untuk
menumbuhkembangkan koperasi Pekerja/Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
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Bagian Kesatu
Umum

Pasal 165 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah
berupaya mewujudkan peningkatan Hubungan
Industrial yang berkeadilan, harmonis, dan

transformatif.

Pasal 166 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial,
pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan,
memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan
melakukan penindakan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Ketenagakerjaan.

(2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial,
Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai
dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi
kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara
demokratis, mengembangkan keterampilan dan
keahliannya, serta ikut memajukan Perusahaan dan
memperjuangkan ke sej ahteraan anggota beserta
keluarganya.

(3) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial,
Pengusaha dan organisasi Pengusaha mempunyai
fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha,
memperluas lapangan kerja, dan memberikan
Kesejahteraan Pekerja/Buruh secara terbuka,
demokratis, dan berkeadilan.

Pasal 167 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:
Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

organisasi Pengusaha;

Lembaga Kerja Sama Bipartit;

Lembaga Kerja Sama Tripartit;

Peraturan Perusahaan;

Perjanjian Kerja Bersama;

g H ® O O T o

Peraturan perundang-undangan di bidang
Ketenagakerjaan; dan

h. lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
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Bagian Kedua
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 168 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pekerja/Buruh berhak membentuk dan
menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
(2) Pekerja/Buruh yang menjadi anggota dan/atau
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pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan tetap melaksanakan kewajibannya sesuai
dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 166 ayat (2), Serikat Pekerja/Serikat
Buruh berhak menghimpun dan mengelola keuangan
serta mempertanggungjawabkan keuangan organisasi
termasuk dana Mogok Kerja.

(4) Besaran dan tata cara pemungutan dana Mogok
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah
tangga Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
bersangkutan.

28 Ipengurus] = =EX§o)
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Pasal 169 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H
Setiap orang dilarang menghalang-halangi atau
memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak

membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi
pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi
anggota, dan/atau menjalankan atau tidak

menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, dengan cara:

a. melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

b. memberhentikan sementara;

c. menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;
d. mengurangi atau tidak membayar Upah
Pekerja/Buruh;

e. melakukan intimidasi dalam bentuk apa pun;
dan/atau

f. melakukan kampanye anti pembentukan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.
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a. 8§ (Pemutusan Hubungan Kerja)E o= 74;

b. YAl FEIAIZ = 24,
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e. O3t HEHZ = HoH(intimidasi)S ot 24, H/EE

f. iS5} 24 HiTH HTQIS St L.

Bagian Ketiga
Organisasi Pengusaha

Pasal 170 uu 27/2026 -
(1) Setiap Pengusaha berhak membentuk dan menjadi
anggota organisasi Pengusaha secara bebas dan
bertanggung jawab.

(2) Ketentuan mengenai organisasi Pengusaha

2026-10-28 Al

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

HI3E — ALSRICHA|
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Tgeol & HE2Pt ACt.

(2) ALERITEA || 2HoE T H L R o] [Th2} A|HBHCt.

Bagian Keempat
Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 171 uwu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh)
orang Pekerja/Buruh atau lebih wajib membentuk
Lembaga Kerja Sama Bipartit.

(2) Usaha mikro dan kecil dapat membentuk Lembaga
Kerja Sama Bipartit.

(3) Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai forum
komunikasi, konsultasi, dan musyawarah mengenai
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hal Ketenagakerjaan di Perusahaan.

(4) Susunan keanggotaan Lembaga Kerja Sama
Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangan dan/atau Pekerja/Buruh
yang ditunjuk secara demokratis untuk mewakili
kepentingan Pekerja/Buruh di Perusahaan yang
bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembentukan dan susunan keanggotaan Lembaga Kerja
Sama Bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

29 [sesuai dengan kewenangan| (g0l [L}2})0] Ao 'SAHE

= YOtA| OfL|5t] HE O{=tHZ FHZiT

Pasal 172 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Perusahaan yang mempekerjakan 10 (sepuluh)
orang Pekerja/Buruh atau lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) yang tidak
membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit, dikenai
sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 173 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kerja Sama
Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
diatur dalam Peraturan Menteri.
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Bagian Kelima
Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 174 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Lembaga Kerja Sama Tripartit memberikan
pertimbangan, saran, dan pendapat kepada
pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan
kebijakan dan pemecahan masalah Ketenagakerjaan.
(2) Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Lembaga Kerja Sama Tripartit nasional;

b. Lembaga Kerja Sama Tripartit provinsi; dan

c. Lembaga Kerja Sama Tripartit kabupaten/kota.
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit
terdiri atas unsur:

a. pemerintah;

b. organisasi Pengusaha; dan

c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(4) Lembaga Kerja Sama Tripartit dibentuk dengan
ketentuan:

a. Pemerintah Pusat wajib membentuk Lembaga Kerja
Sama Tripartit nasional;
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b. Pemerintah Daerah provinsi wajib membentuk
Lembaga Kerja Sama Tripartit provinsi; dan

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat
membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit
kabupaten/kota.

(5) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
bertanggung jawab dalam pembentukan dan pembiayaan
Lembaga Kerja Sama Tripartit.

(6) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga
Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam
Peraturan Perusahaan

Pasal 175 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
paling sedikit 10 (sepuluh) orang wajib membuat
Peraturan Perusahaan.

(2) Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku
bagi Perusahaan yang telah memiliki Perjanjian
Kerja Bersama.

Pasal 176 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pengusaha yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh paling sedikit 10 (sepuluh) orang
yang tidak membuat Peraturan Perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 177 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald
Peraturan Perusahaan disusun oleh dan menjadi
tanggung jawab dari Pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 178 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Perusahaan wajib meminta pendapat dan masukan
dari perwakilan Pekerja/Buruh dalam pembuatan
Peraturan Perusahaan.

(2) Dalam hal di Perusahaan yang bersangkutan
telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh maka
perwakilan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengurus Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

(3) Dalam hal di Perusahaan yang bersangkutan
belum terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buzruh,
perwakilan Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Pekerja/Buruh yang dipilih
secara demokratis untuk mewakili kepentingan para
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang bersangkutan.
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Pasal 179 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Peraturan Perusahaan paling sedikit memuat:
hak dan kewajiban Pengusaha;

hak dan kewajiban Pekerja/Buruh;

syarat kerja;

tata tertib Perusahaan; dan

® O O T 9

jangka waktu berlakunya Peraturan Perusahaan.
(2) Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Masa berlaku Peraturan Perusahaan paling lama
2 (dua) tahun dan wajib diperbarui setelah habis
masa berlakunya.

(4) Selama masa berlakunya Peraturan Perusahaan,
apabila Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Perusahaan menghendaki perundingan pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama maka Pengusaha wajib
melayani.

(5) Dalam hal perundingan pembuatan Perjanjian
Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak mencapai kesepakatan maka Peraturan
Perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu
berlakunya.

Pasal 180 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Perusahaan yang tidak memperbarui
Peraturan Perusahaan setelah habis masa berlakunya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (3),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 181 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pengesahan Peraturan Perusahaan oleh Menteri
atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan diberikan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak naskah Peraturan Perusahaan dinyatakan
lengkap.

(2) Dalam hal:

a. Peraturan Perusahaan telah sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179
ayat (1) dan ayat (2);

b. dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
terlampaui; dan

c. Peraturan Perusahaan belum disahkan oleh
Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya,

Peraturan Perusahaan dianggap telah mendapatkan
pengesahan.
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H179=
(1) FHYTFAIR 2|45 CSS BHCE

a. AF8Rte| A2t o7
b. JEXH&_EX o #z|2t 2| %

. %1
e. FYEe f=I2t
(2) FA2el Y2 YP ol O{ZLEAE OtL| ZILh
(3) F&rt=lel R=712E2 Z|th 2(0))'E O|LHZ St {2 2(2H0] B
F0i|i= Y4lotofof it
(4) F Y2 K21 F, 71l S ZE0| HHAIFf 2 e
Aot B ALEALE 0[0f| 35010 THCY.
(5) M40l M Yot THRITF 2 HE0| gelof 0| 2| Zots B2,
FYH22 O 7=2(2t0| B WIHK] A& ==0| Ut

F Y ES BLSHA OH-IUFE': 7I°*° Ef%"’ci

L

) x1|1tz;o1|A1 ’SEF%”’SHIKH
(Peraturan Pemerintah)2 2 HStCt.

ap =Xl 2 MR At FR2

0!

H181x

(1) &2t te= X[ A (Pemerintah Daerah) 2| Eatof| 2

FEHFE S FYFE EMVLeHIE AR MAEI HEE
LH

~ e 2T
of| O| R ZICE.

23
30(M4) 220

(2)Ttgel B2

a. F|UTEI0| K179 HI1% 2 A2Z0IA Het 70l Setot;
b. RILOlIA 5t 30(A4) 2RAC] Jl7to] 0]a KltOnf; J2i1
. 2|THAI0| et EE K 2l5fof 1 Astol w2t oy
SI=IX| OfLst 22,

YAl 5oIg e OB By

63 /150



rE

UU 27/2026 - koreadesk TZI= H|Z 4| HH=

Pasal 182 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Perubahan Peraturan Perusahaan sebelum
berakhir jangka waktu berlakunya hanya dapat
dilakukan atas dasar kesepakatan antara Pengusaha
dan wakil Pekerja/Buruh.

(2) Peraturan Perusahaan hasil perubahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
pengesahan dari Menteri atau Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangan.

Pasal 183 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi
serta membagikan salinan naskah Peraturan
Perusahaan dan perubahannya kepada Pekerja/Buruh
dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah
diakses.
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Pasal 184 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Setiap Pengusaha yang tidak memberitahukan dan
menjelaskan isi serta membagikan naskah Peraturan
Perusahaan dan perubahannya kepada Pekerja/Buruh
dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah
diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 185 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembuatan, perubahan, pembaruan, dan pengesahan
Peraturan Perusahaan diatur dengan Peraturan
Menteri.
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Bagian Ketujuh
Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 186 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus
mendorong terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 187 uu 27/2026 -
(1) Perjanjian Kerja Bersama dibuat oleh Serikat

2026-10-28 Al

Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan yang telah
tercatat pada Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan dengan Pengusaha yang bersangkutan.

(2) Pengusaha wajib menerima, menindaklanjuti, dan
melaksanakan perundingan dalam pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama yang diajukan Serikat

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

(3) Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
secara musyawarah.

(4) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dengan
huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

(5) Dalam hal terdapat Perjanjian Kerja Bersama
yang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia
maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut harus
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh
penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut
dianggap sudah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama dibuat
dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan dalam
bahasa lain, apabila terjadi perbedaan penafsiran
maka yang berlaku Perjanjian Kerja Bersama yang
menggunakan bahasa Indonesia.
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Pasal 188 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 187 ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka
penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 189 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Dalam 1 (satu) Perusahaan hanya dapat dibuat 1
(satu) Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku bagi
seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pasal 190 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Dalam hal di 1 (satu) Perusahaan hanya
terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut berhak
mewakili Pekerja/Buruh dalam perundingan pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha apabila
memiliki jumlah anggota lebih dari 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh di
Perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal di 1 (satu) Perusahaan hanya
terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak
memiliki jumlah anggota lebih dari 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah seluruh Pekerja/Buruh di
Perusahaan maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dapat mewakili Pekerja/Buruh dalam perundingan
dengan Pengusaha apabila Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan
lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah
seluruh Pekerja/Buruh di Perusahaan melalui
pemungutan suara.

(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak tercapai maka Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang bersangkutan dapat

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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mengajukan kembali permintaan untuk merundingkan
Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha setelah
melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung
sejak dilakukannya pemungutan suara dengan
mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Pasal 191 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Dalam hal di 1 (satu) Perusahaan terdapat
lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
jumlah Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berhak
mewakili dalam melakukan perundingan pembuatan
Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha dalam
suatu Perusahaan paling banyak 3 (tiga) Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau gabungan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang jumlah anggotanya
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh
Pekerja/Buruh yang ada dalam Perusahaan.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terpenuhi maka Serikat
Pekerja/Serikat Buruh membentuk tim perunding yang
keanggotaannya ditentukan secara proporsional
berdasarkan jumlah anggota masing-masing Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

322130|

Pekerja/Serikat Buruh]
J|EOR MCh

Floil 2l 501 Lo, 92 10% 2

Pasal 192 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dan Pasal 191
dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 193 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
190 ayat (2) diselenggarakan oleh panitia yang
terdiri dari perwakilan Pekerja/Buruh dan pengurus
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang disaksikan oleh
pejabat yang bertanggung jawab di bidang
Ketenagakerjaan dan Pengusaha.

Pasal 194 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama
paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperpanjang masa berlakunya
paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan
tertulis antara Pengusaha dengan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

(3) Perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama
berikutnya dimulai paling lambat 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama yang
sedang berlaku.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan maka
Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku,
tetap berlaku sampai dengan disepakatinya
Perjanjian Kerja Bersama yang baru.
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Pasal 195 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit
memuat:

a. hak dan kewajiban Pengusaha;

b. hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh
serta Pekerja/Buzruh;

c. syarat kerja;

d. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya
Perjanjian Kerja Bersama; dan

e. tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian
Kerja Bersama.

(2) Ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak
boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka
ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi
hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 196 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pengusaha atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib
menanggapi permintaan para pihak untuk melakukan
perundingan pembaruan, perubahan, dan perpanjangan
Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 197 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan
perubahan Perjanjian Kerja Bersama maka perubahan
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku.

Pasal 198 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan
Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang
ada dalam Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
wajib memberitahukan isi Perjanjian Kerja Bersama
atau perubahannya kepada seluruh Pekerja/Buruh.
(3) Pengusaha wajib membagikan salinan naskah
Perjanjian Kerja Bersama kepada setiap
Pekerja/Buruh dalam bentuk cetak dan/atau
elektronik yang mudah diakses.

(4) Pengusaha bertanggung jawab atas seluruh biaya
yang timbul dalam proses pembuatan Perjanjian
Kerja Bersama dan pembagian naskah Perjanjian
Kerja Bersama.

Pasal 199 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pengusaha yang tidak:

a. menanggapi permintaan para pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196;

b. membagikan salinan naskah Perjanjian Kerja
Bersama kepada setiap Pekerja/Buruh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3); dan/atau

c. bertanggung jawab atas biaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 198 ayat (4),
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dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

33 23 H|13t2 AIRE Liote
Ze pxo|ct,

Pasal 200 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Pengusaha
dan Pekerja/Buruh tidak boleh bertentangan dengan
Perjanjian Kerja Bersama.

(2) Dalam hal ketentuan dalam Perjanjian Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan
dengan Perjanjian Kerja Bersama maka ketentuan
dalam Perjanjian Kerja tersebut batal demi hukum
dan yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian
Kerja Bersama.

Pasal 201 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan-
aturan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama
maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam
Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 202 uu 27/2026 -
(1) Pengusaha dilarang mengganti Perjanjian Kerja
Bersama dengan Peraturan Perusahaan,

2026-10-28 Al

selama di
Perusahaan yang bersangkutan masih ada Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

(2) Dalam hal di Perusahaan tidak ada lagi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan Perjanjian Kerja Bersama
diganti dengan Peraturan Perusahaan maka ketentuan
yang ada dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh
lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam
Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 203 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pengusaha yang mengganti Perjanjian
Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan, selama
di Perusahaan yang bersangkutan masih ada Serikat
Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 202 ayat (1), dikenai sanksi administratif
berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. pembatasan kegiatan usaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 204 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang sudah
berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau
diperbarui dan di Perusahaan tersebut hanya

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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terdapat 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
maka perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja
Bersama tidak mensyaratkan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 190.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang sudah
berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau
diperbarui dan di Perusahaan tersebut terdapat
lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dulu
berunding tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 191
ayat (1) maka perpanjangan atau pembaruan
Perjanjian Kerja Bersama dilakukan oleh Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang anggotanya paling
sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

(3) Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang sudah
berakhir masa berlakunya akan diperpanjang atau
diperbarui dan di Perusahaan tersebut terdapat
lebih dari 1 (satu) Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dan tidak satu pun Serikat Pekerja/Serikat Buruh
yang ada memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1)
maka perpanjangan atau pembaruan Perjanjian Kerja
Bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 191 ayat

(2).

Pasal 205 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Dalam hal terjadi pembubaran Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau pengalihan kepemilikan
Perusahaan maka Perjanjian Kerja Bersama tetap
berlaku sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian
Kerja Bersama.

(2) Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan dan
masing-masing Perusahaan mempunyai Perjanjian
Kerja Bersama maka Perjanjian Kerja Bersama yang
berlaku adalah Perjanjian Kerja Bersama yang lebih
menguntungkan Pekerja/Buruh.

(3) Dalam hal terjadi penggabungan Perusahaan
antara Perusahaan yang mempunyai Perjanjian Kerja
Bersama dengan Perusahaan yang belum mempunyai
Perjanjian Kerja Bersama maka Perjanjian Kerja
Bersama tersebut berlaku bagi Perusahaan yang
bergabung sampai dengan berakhirnya jangka waktu
Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 206 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku sejak
ditandatangani oleh para pihak kecuali ditentukan
lain dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut.

(2) Perjanjian Kerja Bersama yang ditandatangani
oleh pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama
selanjutnya wajib didaftarkan oleh Pengusaha pada
Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan.

Pasal 207 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan serta
perpanjangan,
pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama diatur dengan
Peraturan Menteri.

tata cara pembuatan, perubahan, dan
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Pasal 208 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al¥

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban
Pekerja/Buruh dan Pengusaha, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan
dan penegakan peraturan perundang-undangan di

bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 209 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
Ketenagakerjaan dalam mewujudkan Hubungan

H208=

TEA o SARE AFZAS| HE|2F 2| R 2| 0|3l S AFHot7| 2|50,
SYEER AYEEE =5 20F Pl =1} WS AA|ISH0{o}
StCt.

H209=

L ARH(Hubungan Industrial) & Al3i5H= | QLO{A] 5 20
P2 O|A2 2 2AL = SXf, AFBAL ZYFEE U AGEF2

o= o o

Industrial merupakan tanggung jawab Pekerja/Buruh, ZHolo|C},
Pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah
Daerah.

Bagian Kedelapan HisHE — L At2H sl Ao

Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Paragraf 1 H12 — AR

Perselisihan Hubungan Industrial
Pasal 210 Uu 27/2026 - 2026-10-28 A% H210%

(1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan
Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh
secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk
mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai maka Pengusaha dan Pekerja/Buruh atau
Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan
Perselisihan Hubungan Industrial melalui prosedur
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

(1) AHEY
EE8 25t golH| =2|(musyawarah untuk mufakat) 2
A A|5HO{OF I},

O SHZB2 AtEAIRL 22X/ e SA e =SET0] Tl

(2) M1l M Yot ol =ES PITH HelA| =2| 2 dh= SHZ0|
O|RO{X|X| OfL[SH= BLR, AHSAIRL Z2AH At & L2 T2
HEo| ol w2t AR Y ol 2 ERHE S010 tAtZ S

S ZSHCL.

undangan.
Paragraf 2 H|22t — Tt
Mogok Kerja

Pasal 211 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Mogok Kerja sebagai hak dasar Pekerja/Buruh dan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya
perundingan karena:

a. Pengusaha tidak mau melakukan perundingan
bipartit; dan/atau

b. gagal mencapai kesepakatan dalam perundingan
bipartit setelah 3 (tiga) kali berunding dalam
waktu yang telah disepakati atau 30 (tiga puluh)
hari kerja.

Pasal 212 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang bermaksud mengajak Pekerja/Buruh
dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh lain untuk
Mogok Kerja pada saat Mogok Kerja berlangsung
dilakukan dengan tidak melanggar hukum.

(2) Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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Buruh yang diajak Mogok Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat memenuhi atau tidak memenuhi
ajakan Mogok Kerja.

34 AD H1EL [.HSTHe 22AH L SAL A/ LEXFH 0
O £|0] QIO Ot ME0{7t BHAE O Z GHE2|X| OfL[TIC

2r50{ K7Lt Tpada saat Mogok Kerja berlangsung 7+ Z2|

=]
—o—
oo 2
o e
[
=

=

Pasal 213 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pelaksanaan Mogok Kerja bagi Pekerja/Buruh yang
bekerja pada Perusahaan yang melayani kepentingan
umum dan/atau Perusahaan yang apabila kegiatannya
terganggu dapat membahayakan keselamatan jiwa
manusia, diatur sedemikian rupa sehingga tidak
mengganggu kepentingan umum dan/atau membahayakan
keselamatan orang lain.

Pasal 214 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum Mogok Kerja dilaksanakan, Pekerja/Buruh
dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh wajib
memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan
diakhiri Mogok Kerja;

b. tempat Mogok Kerja;

c. alasan dan sebab mengapa harus melakukan Mogok
Kerja; dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau
masing-masing ketua dan sekretaris Serikat
Pekerja/Serikat Buruh sebagai penanggung jawab
Mogok Kerja.

(3) Dalam hal Mogok Kerja akan dilakukan oleh
Pekerja/Buruh yang tidak menjadi anggota Serikat
Pekerja/Serikat Buruh maka pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani
oleh perwakilan Pekerja/Buruh yang ditunjuk
sebagai koordinator dan/atau penanggung jawab
Mogok Kerija.

(4) Dalam hal Mogok Kerja dilakukan tidak
memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka demi
menyelamatkan alat produksi dan aset Perusahaan,
Pengusaha dapat mengambil tindakan sementara
dengan cara:

a. melarang para Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja
berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau
b. bila dianggap perlu melarang Pekerja/Buruh yang
Mogok Kerja berada di lokasi Perusahaan.

(5) Tindakan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan dengan tetap menjamin
keselamatan dan hak-hak dasar Pekerja/Buruh.

Pasal 215 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H
(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan
pihak Perusahaan yang menerima surat pemberitahuan
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Mogok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
wajib memberikan tanda terima.

(2) Sebelum dan selama Mogok Kerja berlangsung,
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan
timbulnya Mogok Kerja dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka harus
dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani
oleh para pihak dan pegawai dari Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangan sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak menghasilkan kesepakatan maka
pegawai Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan
segera menyerahkan masalah yang menyebabkan
terjadinya Mogok Kerja kepada lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang.
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
maka atas dasar perundingan antara Pengusaha
dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau
penanggung jawab Mogok Kerja,
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau

Mogok Kerja dapat

dihentikan sama sekali.

Pasal 216 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Mogok Kerja yang dilakukan tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 dan
Pasal 215 merupakan Mogok Kerja tidak sah yang
memiliki akibat hukum.

(2) Ketentuan mengenai akibat hukum dari Mogok
Kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 217 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap orang dilarang menghalang-halangi
Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
untuk menggunakan hak Mogok Kerja yang dilakukan
secara sah, tertib, dan damai.

(2) Pekerja/Buruh berhak untuk tidak menggunakan
hak Mogok Kerja.

(3) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan
dan/atau penahanan terhadap Pekerja/Buruh dan
pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
melakukan Mogok Kerja secara sah, tertib, dan
damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 218 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

Terhadap Mogok Kerja yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214,
Pengusaha dilarang:

a. mengganti Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja dengan
Pekerja/Buruh lain dari luar Perusahaan; atau

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam
bentuk apa pun kepada Pekerja/Buruh dan pengurus
Serikat Pekerja/Serikat Buruh selama dan sesudah
melakukan Mogok Kerja.
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Pasal 219 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Setiap Pengusaha yang:

a. mengganti Pekerja/Buruh yang Mogok Kerja dengan
Pekerja/Buruh lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 218 huruf a;
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan

atau

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b,
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 220 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Dalam hal Pekerja/Buruh melakukan Mogok Kerja
secara sah dalam menuntut hak normatif yang
dilanggar oleh Pengusaha, Pekerja/Buruh berhak
mendapatkan Upah.
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Paragraf 3
Penutupan Perusahaan

Pasal 221 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Penutupan Perusahaan merupakan hak dasar
Pengusaha untuk menolak Pekerja/Buruh sebagian
atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan
sebagai akibat gagalnya perundingan.

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan Penutupan
Perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan
adanya tuntutan normatif dari Pekerja/Buruh
dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(3) Tindakan Penutupan Perusahaan harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 222 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Penutupan Perusahaan dilarang dilakukan oleh
Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221
ayat (1) pada Perusahaan yang melayani kepentingan
umum dan/atau jenis kegiatan yang penghentian atau
terganggunya kegiatan yang dapat berdampak pada
keselamatan jiwa manusia, meliputi rumah sakit,
pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali
telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik,
kereta api, pengolahan minyak dan gas bumi.

(2) Larangan Penutupan Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi
Perusahaan strategis, Perusahaan objek vital
nasional yang melayani kepentingan umum dan/atau
jenis kegiatan yang penghentian atau terganggunya
kegiatan yang dapat berdampak pada keselamatan
manusia.
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35918 Imeliputi rumah sakit, ... pengolahan minyak dan gas bumi
20lAM 2EotX| OfL|GtCY.
ldan/atau) )= & JCHE FZICH

Pasal 223 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Pekerja/Buruh dan/atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, serta Pemerintah Daerah
sesuail dengan kewenangannya paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum Penutupan Perusahaan
dilaksanakan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan
diakhiri Penutupan Perusahaan; dan

b. alasan dan sebab melakukan Penutupan
Perusahaan.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh Pengusaha dan/atau
pimpinan Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 224 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan yang menerima secara langsung surat
pemberitahuan Penutupan Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 223 harus memberikan tanda
bukti penerimaan dengan mencantumkan hari,
tanggal, dan jam penerimaan.

(2) Sebelum dan selama Penutupan Perusahaan
berlangsung, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya berwenang langsung menyelesaikan
masalah yang menyebabkan timbulnya Penutupan
Perusahaan dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menghasilkan kesepakatan maka harus
dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh
para pihak dan pegawai dari Pemerintah Daerah
sesuail dengan kewenangan sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan maka
instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Ketenagakerjaan wajib melanjutkan
penanganan perselisihan melalui prosedur
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan
kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
maka atas dasar perundingan antara Pengusaha dan
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Penutupan
Perusahaan dapat diteruskan atau dihentikan untuk
sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 225 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H
(1) Selama proses Penutupan Perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 221 ayat (3), Pengusaha wajib
membayar Upah kepada Pekerja/Buruh.

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

(.2
Ipengolahan| 2 HX|-7t=8-%M2|E £2 712|2 +

~
Ao
)
i=)
Ir
I3
mjo
=2
=
G
rr
Y
]
X

i

EDICHe| WAL ALYl 7| B 9%
200 M2l 2 Ck M2yl 2% TR(BY IYH BE Y AL

H223x=

(1) AEAHE 7| TIAH7 A AIE|7] 201 7(R) 22U FIHA|,
DEA A Y/Ee o EAE AR O Mt w2t
MHEHO 2 EX|5I0{0f SiCt.

(2) 1ol M Het EX|= 24 CH2 S ESSICH
a. 7| HAOF AlRE| D BREE AZHR

b. 7|1 HIA{E Sh= olFet 2/l

(3) MI10llAM Fot SX|= AFS AL U/EE= ol 7Yl thix
(pimpinan)?t AMHSCE

H224x

Sk
L LSRG} AHPYE(T Eato] m2h s Hadt oY, L U
AlZt2 7|Ri510] T4 Z4lS W E5t0{0f BiCt.
(2) 71 W27} RIHE|7| Mo} ZIHE|S SO K[HE L T HUbto|
wh2h 21 DAt LAYSHH| Bt 2RIS 25 LAIRIS S B 5l
OIS0t 0 2RIS A H 2

(3) MI2&ol| M Tt SHAtol| M &
229I0| 11 Hatof| w2t U0 2 A MY
A E|0{0F Bt}

(4) F23tol| A &5 S0l A gholol| 0| 2K 28t H
APRE £3oH= 7|2t o] o w2t L AHRH s HALS
E£5101 27 %{2| S H|&510{0F BHCH.

(5) M|4Sol|l A 5t titol| 2} $Aol| A Holol| 0|2 X| 23t HL,
AFE XIS - SR At0| 2] FAol| 7| E5H0] I WA Al Lt
UA| BEHE| L 2HHS| ZEHE 4 QICh

i
ofn
Hr
Qo
o
Bl

H225x
(1) MI221 2% W3ROlIA Hot 21 2 HxPE EHEl= SQF
A8AHe 22/ S0l A2 A
(2) M223 %= M1 2 M22of| A Fgt

P}

741150



UU 27/2026 - koreadesk TZI= H|Z 4| HH=

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
223 ayat (1) dan ayat (2) tidak diperlukan
apabila:

a. Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh melanggar prosedur Mogok Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 214; dan/atau

b. Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat
Buruh melanggar ketentuan normatif yang ditentukan
dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
Perjanjian Kerja Bersama, atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 226 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Penutupan Perusahaan yang dilakukan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 222 dan Pasal 223 merupakan Penutupan
Perusahaan tidak sah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penutupan
Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 227 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pemutusan Hubungan Kerja meliputi Pemutusan
Hubungan Kerja yang terjadi di:

a. badan usaha yang berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum, milik orang perseorangan, milik
persekutuan atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara;

b. usaha-usaha sosial; dan

c. usaha-usaha lain,

yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

Pasal 228 uu 27/2026 -
(1) Pemberi Kerja,

2026-10-28 Al%
Pekerja/Buruh, Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Pemerintah Pusat, dan
Pemerintah Daerah dengan segala upaya wajib
mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Upaya pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja
dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. mengurangi kerja lembur pada hari libur;

b. mengurangi kerja lembur harian;

c. mengurangi jumlah sif;

d. mengurangi jam kerja atau hari kerja;

e. tidak memperpanjang Pekerja/Buruh dengan status
Perjanjian Kerja waktu tertentu yang telah
berakhir;

f. tidak mengganti Pekerja/Buruh yang memasuki
usia pensiun;

g. menyesuaikan Upah dan/atau fasilitas bagi
pekerja di tingkat manajerial;

h. merumahkan Pekerja/Buruh dengan status
Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu secara
sementara atau bergiliran;

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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i. menawarkan program pensiun dini sukarela; dan
j. menawarkan program pensiun bagi Pekerja/Buruh
yang telah memenuhi persyaratan.

(3) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) telah dilakukan,
Kerja tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan

tetapi Pemutusan Hubungan

Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan
bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara
Pemberi Kerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
atau dengan Pekerja/Buruh apabila Pekerja/Buruh
yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat
Pekerja/Serikat Buruh.

(4) Penyelesaian perselisihan melalui perundingan
bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus
diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja sejak tanggal dimulainya perundingan.

(5) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan
maka Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh atau Serikat
Pekerja/Serikat Buruh menyelesaikan perselisihan
Pemutusan Hubungan Kerja melalui prosedur
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang putusannya
telah berkekuatan hukum tetap.

(7) Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya
kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan
hukum tetap maka Pemutusan Hubungan Kerja batal
demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan
kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

36oa
A2
810|H, Sl L RIS

Pasal 229 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Perundingan bipartit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 228 ayat (3) tidak perlu dilakukan oleh
Pemberi Kerja dalam hal:

a. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri;

b. Pekerja/Buruh dan Pemberi Kerja berakhir
Hubungan Kerja sesuai dengan Perjanjian Kerja
waktu tertentu;

c. Pekerja/Buruh mencapai usia pensiun sesuai
dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama; atau

d. Pekerja/Buruh meninggal dunia.

Pasal 230 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pemberi Kerja dilarang melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan:
a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut
keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12
(dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. berhalangan menjalankan pekerjaannya karena
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memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
d. menikah;

e. hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau
menyusui bayinya;

f. mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan
perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam 1
(satu) Perusahaan;

menjadi anggota dan/atau pengurus

Pekerja/Buruh

g. mendirikan,
Serikat Pekerja/Serikat Buzruh,
melakukan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas
kesepakatan Pemberi Kerja, atau berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama;

h. mengadukan Pemberi Kerja kepada pihak yang
berwajib mengenai perbuatan Pemberi Kerja yang
melakukan tindak pidana kejahatan;

i. berbeda paham, suku,

agama, aliran politik,

warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi

fisik, atau status perkawinan; atau

j. dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat
kecelakaan kerja, atau sakit karena Hubungan Kerja
yang menurut surat keterangan dokter yang jangka
waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal
demi hukum dan Pemberi Kerja wajib mempekerjakan

kembali Pekerja/Buruh yang bersangkutan.

Pasal 231 uwu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena
alasan:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, atau pemisahan Perusahaan dan
Pekerja/Buruh tidak bersedia melanjutkan Hubungan
Kerja atau Pemberi Kerja tidak bersedia menerima
Pekerja/Buzruh;

b. Perusahaan tutup yang disebabkan karena
Perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus
selama 2 (dua) tahun;

c. Perusahaan tutup disebabkan keputusan pemilik
untuk tutup permanen;

d. adanya keadaan memaksa (kahar);

e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban
pembayaran utang;

f. Perusahaan pailit;

g. adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang
diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pemberi
Kerja melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau
mengancam Pekerja/Buruh;

2. membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan;

3. tidak membayar Upah tepat pada waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

atau lebih, meskipun Pemberi Kerja membayar Upah
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secara tepat waktu sesudah itu;

4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan
kepada Pekerja/Buruh;

5. memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan
pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau

6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa,
keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan
Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak
dicantumkan pada Perjanjian Kerja;

h. adanya putusan lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan
Pemberi Kerja tidak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf g terhadap
permohonan yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dan
Pemberi Kerja memutuskan untuk melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja;

i. Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan
sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara
tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal
mulai pengunduran diri;

j. Pekerja/Buruh mangkir selama 5 (lima) hari
kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan
secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang
sah dan telah dipanggil oleh Pemberi Kerja 2 (dua)
kali secara patut dan tertulis;

k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Kerja,
Perusahaan,

Peraturan
atau Perjanjian Kerja Bersama dan
sebelumnya telah diberikan surat peringatan
pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut
masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam)
bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan,
Bersama;

1. Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan pekerjaan
selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana;

m. Pekerja/Buruh mengalami sakit berkepanjangan
atau disabilitas tetap akibat kecelakaan kerja dan
tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
n. Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun;
0. Pekerja/Buruh meninggal dunia.

atau

37 22 Tkeadaan memaksa (kahar)] 2| keadaan memaksaZ stz

=71 S W= YOISHK| OFL[THTL.

o=s=z

388 rikatan dinas| = ZIof5tH T=R20)| oK
OFLIBHL}.

Pasal 232 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja,
Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang
penggantian hak yang seharusnya diterima dengan
faktor pengali sesuai dengan alasan Pemutusan
Hubungan Kerja.
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(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dengan ketentuan paling sedikit
sebagai berikut:

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, mendapat
1 (satu) bulan Upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 2 (dua) tahun, mendapat 2 (dua) bulan
Upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 3 (tiga) tahun, mendapat 3 (tiga)
bulan Upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 4 (empat) tahun, mendapat 4 (empat)
bulan Upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 5 (lima) tahun, mendapat 5 (lima)
bulan Upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, mendapat 6 (enam)
bulan Upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 7 (tujuh) tahun, mendapat 7 (tujuh)
bulan Upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 8 (delapan) tahun, mendapat 8
(delapan) bulan Upah; atau

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih,
mendapat 9 (sembilan) bulan Upah.

(3) Uang penghargaan masa kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 6 (enam) tahun, mendapat 2 (dua) bulan
Upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 9 (sembilan) tahun, mendapat 3 (tiga)
bulan Upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, mendapat
4 (empat) bulan Upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, mendapat
5 (lima) bulan Upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun,
mendapat 6 (enam) bulan Upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih,
tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun,
mendapat 7 (tujuh) bulan Upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau
lebih, tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat)
tahun, mendapat 8 (delapan) bulan Upah; atau

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau
lebih, mendapat 10 (sepuluh) bulan Upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh
dan keluarganya ke tempat Pekerja/Buruh diterima

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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bekerja; dan/atau

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.

3992 Iyang seharusnya diterima) (OG5 OIOF 2)7} H2|BAB0Rt 2| =R EI5Z-2ALATOE LK UL0|A LR OfLIBICE Hf

220l ojarl2 [E|%3 WEE 242437 U224
H2|=y38 T2l

ocoo=
OfL|3tCt.

2 0lojM 8212
Ifaktor pengali] (£4)& M236Z~H[241%2

Pasal 233 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja memberikan uang pisah dalam hal
terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan
tertentu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama.

(2) Dalam hal Perusahaan tidak mengatur besaran
uang pisah maka dapat ditetapkan besaran uang
pisah paling sedikit 1 (satu) bulan Upah.

(3) Dalam hal Perusahaan telah mengatur besaran
uang pisah yang lebih baik daripada besaran uang
pisah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang
berlaku adalah uang pisah yang telah ada
sebelumnya di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 234 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar
perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan
masa kerja terdiri atas:

a. Upah pokok; dan

b. tunjangan tetap yang diberikan kepada
Pekerja/Buruh dan keluarganya.

(2) Dalam hal penghasilan Pekerja/Buruh dibayarkan
atas dasar perhitungan harian, Upah sebulan sama
dengan 30 (tiga puluh) dikalikan Upah 1 (satu)
Hari.

(3) Dalam hal Upah Pekerja/Buruh dibayarkan atas
dasar perhitungan satuan hasil, Upah sebulan sama
dengan penghasilan rata-rata dalam 12 (dua belas)
bulan terakhir.

(4) Dalam hal Upah sebulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) lebih rendah dari Upah minimum, Upah
yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah
Upah minimum yang berlaku di wilayah domisili
Perusahaan.

Pasal 235 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Selama penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh harus
tetap melaksanakan kewajibannya.

(2) Pemberi Kerja dapat melakukan tindakan skors
kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses
Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar
Upah beserta hak lainnya yang biasa diterima
Pekerja/Buruh.

(3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sampai berakhirnya proses
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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dalam undang-undang mengenai penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 236 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh dalam hal
terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
atau pemisahan Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 231 huruf a, dan Pekerja/Buruh tidak
bersedia melanjutkan Hubungan Kerja maka
Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

(2) Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
pemisahan Perusahaan dan Pemberi Kerja tidak

atau

bersedia menerima Pekerja/Buruh di Perusahaannya
maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

Pasal 237 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan tutup yang disebabkan Perusahaan
mengalami kerugian secara terus menerus selama 2
(dua) tahun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

Pasal 238 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan tutup disebabkan keputusan pemilik
untuk tutup permanen maka Pekerja/Buruh berhak
atas:

a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1,5 (satu

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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koma lima) kali sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

Pasal 239 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan
memaksa (kahar) maka Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

40 0| xo| a9l == [Pengusaha) (AHEAHOICH HIZ QF M|231%-H|236E~K|238% &

Pasal 240 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena Perusahaan
dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
atau pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231
huruf e dan huruf f£f, Pekerja/Buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

Pasal 241 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Pemberi Kerja yang melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf g yang
menyebabkan Pekerja/Buruh mengajukan permohonan
Pemutusan Hubungan Kerja, Pekerja/Buruh berhak
atas:

a. uang pesangon 2 (dua) kali sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).
(2) Dalam hal Pemberi Kerja dinyatakan tidak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 231 huruf g oleh lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial maka Pemberi
Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
tanpa perjanjian bersama atau putusan lembaga
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan
Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak berhak atas
uang pesangon sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 232 ayat (2) dan uang
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penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3)
namun berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 242 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas
kemauan sendiri dan memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 huruf i, berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).

(2) Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan
pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 huruf i dilakukan tanpa
penetapan lembaga penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.

Pasal 243 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Pekerja/Buruh yang mangkir selama 5 (lima)
hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan
bukti yang sah dan telah dipanggil oleh Pengusaha
2 (dua) kali secara patut dan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 huruf j dapat diputus
hubungan kerjanya karena dikualifikasikan
mengundurkan diri.

(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diserahkan paling lambat pada hari pertama
Pekerja/Buruh masuk bekerja.

(3) Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka Pekerja/Buruh yang bersangkutan
berhak menerima:

a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).

Pasal 244 uu 27/2026 -
Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan

2026-10-28 Al

Kerja dengan alasan melakukan pelanggaran
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231
huruf k, berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu)
kali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).
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Pasal 245 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Dalam hal Pekerja/Buruh ditahan pihak yang
berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 huruf 1,
Pemberi Kerja tidak wajib membayar Upah, tetapi
wajib memberikan bantuan kepada keluarga
Pekerja/Buruh yang menjadi tanggungannya dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. untuk 1 (satu) orang tanggungan, 25% (dua puluh
lima persen) dari Upah;

b. untuk 2 (dua) orang tanggungan, 35% (tiga puluh
lima persen) dari Upah;

c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan, 45% (empat
puluh lima persen) dari Upah; atau

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih,
50% (lima puluh persen) dari Upah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan
terhitung sejak hari pertama Pekerja/Buruh ditahan
oleh pihak yang berwajib.

(3) Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menyebabkan kerugian perusahaan maka Pekerja/Buruh
berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur
dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).

(4) Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
alasan Pekerja/Buruh tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan
pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
tidak menyebabkan kerugian Perusahaan maka
Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3); dan

b. Uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
sebelum masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) berakhir dan
Pekerja/Buruh dinyatakan tidak bersalah, Pemberi
Kerja wajib mempekerjakan Pekerja/Buruh kembali.
(6) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum masa 6
(enam) bulan berakhir dan Pekerja/Buruh dinyatakan
bersalah, Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh yang
bersangkutan dan Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4); dan
b. uang pisah yang besarannya sebagaimana diatur
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dalam Pasal 233 ayat (2) atau ayat (3).

(7) Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
Pekerja/Buruh yang ditahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 231 huruf 1 dan ayat (4),
Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3); dan

b. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).
(8) Pemberi Kerja yang tidak memberikan bantuan
kepada keluarga Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi
administratif berupa:

a. peringatan tertulis; dan/atau

b. denda administratif.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

41212 775 [Pasal 231 huruf Ldan ayat (4)] £ [&I231% |& U &|4g
& 0] &) 21 Y5|X|= otL|st2=

(@)1 =0l Z(F245%) M4gs 7t217|= U2 S{TItt HE0|

Pasal 246 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Pekerja/Buruh yang mengalami sakit berkepanjangan
atau disabilitas akibat kecelakaan kerja dan tidak
dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui
batas 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 231 huruf m dapat mengajukan Pemutusan
Hubungan Kerja dan diberikan:

a. uang pesangon 2 (dua) kali sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (3); dan

c. uang pengganti hak 1 (satu) kali sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232
ayat (4).

o= FZCE 2312 & &
tH

LHF|X| OfLIGI T aZ~0Z 23 E|0f O],

o=z layat
= FACH

o
H246%=

E7|2t0| AlHH(sakit berkepanjangan)g ALt AtAHGHZ QI5tH
Zoli(disabilitas)E 11 M231xE mEO|AM Ht 12(410[)7HES|
St E HOME APD[2| PR E WY ~ gle 22X = A
SIS 2IFE 4 ACH, CHZ0| Rlg Lt

a. M|2322 H|2Z0l|A Yot 70l THE 2(01)Hi2| E|Z]F;

b. M[232% HI3FOM 3t F7go| T2 2(0)EHe| 25 E4F; E
c. M[232% H|4%tollA Rt ol 2 1(Y)Ho| Ha| Az .42

42918 c5= Tuang pengganti hak] 2 QIAE|0f 0{ O 2| C}2 20| [uang penggantian hak] 9 ZXPIFCHECE [Ha|EAR] O 7L

Pasal 247 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Pemberi Kerja dapat melakukan Pemutusan Hubungan
Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 231 huruf n maka
Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
232 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 232 ayat (3); dan

c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).
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Pasal 248 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pemberi Kerja yang melakukan Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena
memasuki usia pensiun dan apabila Pemberi Kerja
telah mengikutkan Pekerja/Buruh pada program
pensiun sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang dana pensiun, yang
iurannya dibayar penuh oleh Pemberi Kerja maka
iuran yang dibayarkan oleh Pemberi Kerja dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan
kewajiban Pemberi Kerja atas uang pesangon dan
uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian
hak atas Pemutusan Hubungan Kerja.

(2) Dalam hal besarnya manfaat pensiun yang
diterima sekaligus dalam program pensiun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata lebih
kecil daripada jumlah uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 maka
selisihnya dibayar oleh Pemberi Kerja.

(3) Dalam hal Pemberi Kerja telah mengikutsertakan
Pekerja/Buruh dalam program pensiun yang
iurannya/preminya dibayar oleh Pemberi Kerja dan
Pekerja/Buruh maka yang diperhitungkan dengan uang
pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya
dibayar oleh Pemberi Kerja.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (3) dapat diatur lain dalam
Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau
Perjanjian Kerja Bersama.

(5) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak
menghilangkan hak Pekerja/Buruh atas jaminan hari
tua yang bersifat wajib sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 249 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Dalam hal Hubungan Kerja berakhir karena
Pekerja/Buruh meninggal dunia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 231 huruf o, kepada ahli warisnya
diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya
sama dengan perhitungan:

a. 2 (dua) kali uang pesangon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 ayat (2);

b. 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (4).

Pasal 250 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pemberi Kerja pada usaha mikro dan usaha kecil
wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan
masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang
pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja dengan besaran ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja pada
usaha mikro dan usaha kecil dengan Pekerja/Buruh.
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Pasal 251 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pemberi Kerja wajib membayar uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, uang penggantian hak,
dan/atau uang pisah bagi Tenaga Kerja yang
mengalami pengakhiran hubungan pekerjaan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan
besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
Pemberi Kerja dengan Tenaga Kerja.

43 g

T&ot0] ZZICH

Pasal 252 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al&

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemutusan Hubungan

Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 sampai
dengan Pasal 251 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 253 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan
pesangon sebagai sumber pembayaran hak
Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.
(2) Tujuan penyediaan dana cadangan pesangon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin
terpenuhinya hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan
Hubungan Kerja dengan alasan selain memasuki usia
pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan
dalam program pensiun.

(3) Dana cadangan pesangon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikelola oleh lembaga pemerintah.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Pengusaha pada usaha mikro dan
kecil.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana cadangan
pesangon diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(6) Pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan
pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha; dan/atau

d. pencabutan perizinan berusaha.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Pasal 254 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan
kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat mengikutsertakan organisasi Pengusaha,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan organisasi
profesi terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan
terkoordinasi.

Pasal 255 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Dalam rangka pembinaan Ketenagakerjaan, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, organisasi Pengusaha,
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan organisasi
profesi terkait dapat melakukan kerja sama
internasional di bidang Ketenagakerjaan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 256 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga
yang telah berjasa dalam pembinaan
Ketenagakerjaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang,
dan/atau bentuk lainnya.

Pasal 257 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh
pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi
dan independen guna menjamin pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
Ketenagakerjaan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjalankan fungsi negara dalam
penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan.

(3) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Menteri dalam menetapkan pengawas
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memperhatikan rasio antara jumlah pengawas
Ketenagakerjaan dengan jumlah Pekerja/Buruh
dan/atau jumlah Perusahaan di masing-masing
kabupaten/kota secara proporsional.
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Pasal 258 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh
unit kerja tersendiri pada Kementerian.

(2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di pusat dan daerah.

(3) Pemerintah Pusat mengalokasikan seluruh
anggaran Pengawasan Ketenagakerjaan melalui
anggaran pendapatan dan belanja negara.

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengawasan
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 259 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pemberi Kerja wajib memberikan akses dan data yang
diperlukan kepada pengawas Ketenagakerjaan untuk
melaksanakan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Pasal 260 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1)
wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengawasan
Ketenagakerjaan kepada Menteri secara berkala.
(2) Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan informasi perkembangan kasus dan
hasil pemeriksaan kepada pelapor.

(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 261 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Persyaratan penetapan serta hak dan kewajiban
pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 262 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Pengawas Ketenagakerjaan memiliki kewenangan
untuk:

a. memasuki Perusahaan dan/atau tempat kerja atau
tempat yang diduga dilakukan pekerjaan dengan
didampingi atau tidak didampingi Pemberi Kerja
atau pengurus;

b. memanggil para pihak untuk mendapatkan data,
informasi, bukti pendukung, dan/atau keterangan
terkait dugaan pelanggaran norma Ketenagakerjaan;
c. memberikan perintah kepada Pemberi Kerja,
dan/atau pengurus untuk memperbaiki ketidakpatuhan
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
di bidang Ketenagakerjaan; dan/atau

d. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangan.

Pasal 263 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262
berdasarkan pada surat perintah pimpinan unit
kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

(2) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya
patut dirahasiakan.

(3) Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
menyalahgunakan kewenangannya.

(4) Pengawas Ketenagakerjaan yang menyalahgunakan
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 264 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Untuk pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Pemberi Kerja wajib:

a. melaporkan kondisi Ketenagakerjaan di
Perusahaan dan/atau tempat kerja; dan

b. menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 265 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Untuk mendukung Pengawasan Ketenagakerjaan,
Pemerintah Pusat membentuk komite Pengawasan
Ketenagakerjaan.

(2) Komite Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada
Menteri.

(3) Komite Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan
lembaga nonstruktural yang keanggotaannya terdiri
atas unsur:

a. pemerintah;

b. organisasi Pengusaha; dan

c. Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan,
susunan keanggotaan, tugas, fungsi, kewenangan,
dan tata kerja Komite Pengawasan Ketenagakerjaan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 266 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelindungan
Ketenagakerjaan dilakukan secara eksternal oleh
alat kelengkapan dewan yang menangani bidang
Ketenagakerjaan di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Pasal 267 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia, pengawas Ketenagakerjaan juga diberi
wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri
sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
berada pada desk Ketenagakerjaan Kepolisian Negara
Republik Indonesia di tingkat pusat.
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(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan
wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
mengenai adanya tindak pidana Ketenagakerjaan;

b. mencari dan mengumpulkan alat bukti mengenai
tindak pidana Ketenagakerjaan;

c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
tindak pidana Ketenagakerjaan;

d. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa surat
atau tanda pengenal diri yang bersangkutan yang
terkait tindak pidana Ketenagakerjaan;

e. mencari orang yang diduga melakukan tindak
pidana untuk menetapkan tersangka tindak pidana
Ketenagakerjaan;

f. melakukan upaya paksa;

g. mengambil sidik jari, melakukan identifikasi,
memotret seseorang, dan mengambil data forensik
seseorang terkait tindak pidana Ketenagakerjaan;
h. mendatangi orang yang berhubungan dengan tindak
pidana Ketenagakerjaan untuk diperiksa dan
didengar keterangannya;

i. memanggil orang untuk diperiksa dan didengar
keterangannya sebagai saksi, ahli, atau tersangka
mengenai tindak pidana Ketenagakerjaan;

j. melakukan penghentian penyidikan dengan
memberitahukan kepada penuntut umum;

k. melakukan penyelesaian perkara melalui
mekanisme keadilan restoratif;

1. menetapkan tersangka sebagai saksi mahkota
tindak pidana Ketenagakerjaan;

m. menerima pengakuan bersalah terkait tindak
pidana Ketenagakerjaan;

n. melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas
dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan
dan kelompok rentan; dan

o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri
sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) penyidik
pegawai negeri sipil berada dibawah koordinasi dan
pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum
acara pidana.

45218 Isaksi mahkota = &/2j(2t £01)5tiCt.

Pasal 268 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Setiap pelaksana Penempatan Tenaga Kerja swasta
yang tidak memberikan pelindungan kepada Tenaga
Kerja sejak rekrutmen sampai penempatan Tenaga
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Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4)
huruf d sampai dengan huruf j, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

4628 [kategoriIV] S HIO|HZEEZ Jl2|7|0, 0] Hojl= HEH THo

Pasal 269 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan
pelindungan kepada Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (8) huruf a sampai
dengan huruf e, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori IV.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

4798 Tkorporasi) = 0| #o| ZE0|IA| Fo|E|x] OfLI3ITt, Hote

TESIRACE.

Pasal 270 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Setiap lembaga Penempatan Tenaga Kerja swasta yang
memungut biaya Penempatan Tenaga Kerja selain dari
pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga Kerja
golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (2) dipidana dengan pidana
denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak
kategori VI.

Pasal 271 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap orang perseorangan yang melakukan
kegiatan Penempatan Tenaga Kerja dan memungut
biaya Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori III.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang
tidak memiliki perizinan berusaha sebagai
pelaksana Penempatan Tenaga Kerja dipidana dengan
pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling
banyak kategori VI.

Pasal 272 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Setiap Pemberi Kerja orang perseorangan yang
mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 273 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja selain orang perseorangan
yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang tidak:
a. memberikan Upah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf d; dan/atau

b. memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara
asalnya setelah hubungan kerja berakhir
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf
e, dipidana dengan pidana denda paling sedikit
kategori IV dan paling banyak kategori VI.

(2) Sanksi pidana denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pemberi
Kerja memberikan Upah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 65 ayat (1) huruf d dan/atau memulangkan
Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf e.

Pasal 274 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang membayar Upah lebih
rendah dan/atau tidak memberikan jaminan sosial
kepada Pekerja/Buruh yang dalam masa percobaan
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)
huruf a dan huruf b dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori III.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 275 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Tenaga
Kerja penyandang disabilitas yang tidak memberikan
pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak kategori III.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 276 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan
mempekerjakan Anak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori VI.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VII.

Pasal 277 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak pada
pekerjaan ringan yang tidak:

a. mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau

wali;

b. membuat Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja

dengan orang tua atau wali;

c. memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam

dalam 1 (satu) Hari;

d. memberikan pekerjaan yang dilakukan pada Siang
Hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. menjamin K3;

f. memiliki Hubungan Kerja yang jelas; dan/atau
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g. memberikan Upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
kategori IV.

Pasal 278 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan Anak untuk
pengembangan bakat dan minat Anak yang tidak:

a. memberikan akses kepada orang tua atau wali
untuk melakukan pengawasan secara langsung;

b. memenuhi waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam
dalam 1 (satu) Hari dan 12 (dua belas) jam dalam 1
(satu) Minggu; atau

c. menjamin kondisi dan lingkungan kerja yang
tidak mengganggu perkembangan fisik, mental,
sosial, dan waktu sekolah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak kategori II.

Pasal 279 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

(1) Setiap orang yang mempekerjakan dan/atau
melibatkan Anak pada bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat
(1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak kategori VII.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VIII.

Pasal 280 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Setiap Pemberi Kerja yang:

a. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan yang
berusia 15 (lima belas) sampai dengan di bawah 18
(delapan belas) tahun antara pukul 21.00 sampai
dengan pukul 07.00;

b. melakukan pembatasan, pembedaan perlakuan, atau
tindakan yang mengurangi hak Pekerja/Buruh
perempuan karena status perkawinan, kehamilan,
persalinan, keguguran, atau kegiatan menyusui;

c. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil
pada pekerjaan berisiko tinggi atau membahayakan
kehamilannya dengan melampirkan surat keterangan
medis; atau

d. mempekerjakan Pekerja/Buruh perempuan hamil
untuk kerja malam pukul 23.00 sampai dengan pukul
07.00,
(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat

(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
kategori II.

Pasal 281 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja yang tidak
membayar Upah kerja lembur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (2), dipidana dengan pidana

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak kategori IT.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 282 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan
waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (5),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
kategori II.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 283 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan
kesempatan kepada Pekerja/Buruh untuk melaksanakan
ibadah yang diwajibkan oleh agamanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 119, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 284 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan
cuti melahirkan bagi Pekerja/Buruh perempuan
dan/atau waktu istirahat bagi Pekerja/Buruh
perempuan yang mengalami keguguran kandungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 285 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pemberi Kerja yang mempekerjakan
Pekerja/Buruh pada hari istirahat mingguan
dan/atau libur resmi yang tidak membayar Upah
kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125
ayat (3) dan ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.
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Pasal 286 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

Setiap Pemberi Kerja yang tidak menerapkan
kewajiban K3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128
ayat (1) dan berakibat disabilitas total tetap
atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 128 ayat (3) huruf c atau huruf d, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 287 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak membayar Upah
kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan kesepakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
kategori IV.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikecualikan bagi Upah berdasarkan
kesepakatan pada usaha mikro dan kecil.

Pasal 288 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pengusaha yang membayar Upah lebih
rendah dari Upah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 140 ayat (5), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 289 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak membayar Upah
kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori IV.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 290 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak
mengikutsertakan Pekerja/Buruh yang dipekerjakan
dalam program jaminan sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.
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(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) hanya dapat dikenakan jika sanksi
administratif yang telah diberikan tidak dipatuhi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dikecualikan bagi Pemberi Kerja pada
usaha mikro dan kecil.

Pasal 291 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap orang yang menghalang-halangi atau
memaksa Pekerja/Buruh untuk membentuk atau tidak
membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi
pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi
anggota dan/atau menjalankan atau tidak
menjalankan kegiatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 292 uu 27/2026 -
Setiap orang yang menghalang-halangi Pekerja/Buruh
dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk
menggunakan hak Mogok Kerja yang dilakukan secara
sah, tertib, dan damai sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 217 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori IV.

2026-10-28 Al

Pasal 293 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Setiap orang yang melakukan penangkapan dan/atau
penahanan terhadap Pekerja/Buruh dan pengurus
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang melakukan Mogok
Kerja secara sah, tertib, dan damai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 ayat (3), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 294 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak mempekerjakan
kembali Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 228 ayat (7) dan/atau Pasal 230 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori
ITI.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 295 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Setiap Pemberi Kerja yang dengan sengaja tidak
membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak yang
seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam
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Pasal 232 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda
paling banyak kategori IV.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 296 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan
kewajiban:

a. memberikan akses dan data yang diperlukan
kepada pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 259; dan/atau

b. melaporkan kondisi Ketenagakerjaan di
Perusahaan dan/atau tempat kerja dan
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 264, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak kategori III.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, dipidana
dengan pidana denda paling sedikit kategori IV dan
paling banyak kategori VI.

Pasal 297 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 268 sampai dengan Pasal 296, hakim dapat
menjatuhkan pidana tambahan sebagaimana diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 298 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

Sanksi pidana penjara dan/atau denda tidak
menghilangkan kewajiban Pemberi Kerja membayar hak
dan/atau ganti kerugian kepada Tenaga Kerja atau
Pekerja/Buzruh.

Pasal 299 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Hak dan/atau ganti kerugian kepada
Pekerja/Buruh yang belum dibayarkan Pemberi Kerja
demi hukum menjadi utang yang dijamin
pembayarannya dengan seluruh aset milik Pemberi
Kerja sejak disepakati dalam perjanjian bersama
atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Setiap orang dan/atau instansi pemerintah yang
menguasai secara sah aset milik Pemberi Kerja
wajib mendahulukan pembayaran hak dan/atau ganti
kerugian kepada Pekerja/Buruh dari aset milik
Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian bersama atau
putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial yang berkekuatan hukum tetap.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran hak
dan/atau ganti kerugian kepada Pekerja/Buruh dari
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aset milik Pemberi Kerja berdasarkan perjanjian
bersama atau putusan lembaga penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang berkekuatan
hukum tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah.

gl Idisepakati dalam perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial] &
rgel) ElCh= 30| & JHE0|H, 1 9|0)s 255t A|E FRACH

EOIM grelEl) S F St ZFIAM

=

Pasal 300 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, gugatan
perselisihan Hubungan Industrial yang telah
didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial
sebelum berlakunya Undang-Undang ini, penyelesaian
materi gugatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
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Pasal 301 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
perizinan dan penyelenggaraan Pemagangan di luar
wilayah Indonesia tetap dilaksanakan oleh
Kementerian terhitung 1 (satu) tahun sejak Undang-
Undang ini diundangkan.

50 g12.2 "terhitung 1 (satu) tahun sejak"0[2t 2 A4, R|302%-H305% 53
[Kementerian] 2 M|1Z M41Z0{|AM &Ol5H LO|O{A 5]

O FCL L

Pasal 302 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pengawasan Ketenagakerjaan oleh pengawas
Ketenagakerjaan pada Pemerintah Daerah provinsi
tetap dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 303 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. seluruh pengawas Ketenagakerjaan pada unit
kerja yang membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan
pada Pemerintah Daerah provinsi wajib dialihkan
menjadi aparatur sipil negara pada Kementerian
paling lama 2 (dua) tahun;

b. Pemerintah Daerah wajib memastikan pengawas
Ketenagakerjaan tetap berada pada unit kerja yang
membidangi Pengawasan Ketenagakerjaan; dan

c. peralihan Pengawasan Ketenagakerjaan dari
Pemerintah Daerah provinsi ke Pemerintah Pusat
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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51 vaparatur sipil negara"= ZI45HH  [27}0] RIZ+ 3 O

2t Q12| OfC} HAHL
Pasal 304 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

(1) Proses pemeriksaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan yang sedang dilaksanakan oleh
pengawas Ketenagakerjaan dan belum diterbitkan
nota pemeriksaan sebelum Undang-Undang ini
diundangkan wajib menyesuaikan dengan Undang-
Undang ini.

(2) Proses penanganan perkara tindak pidana
Ketenagakerjaan yang sudah masuk dalam proses
penyidikan diselesaikan berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
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Pasal 305 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
pengaturan mengenai lembaga nonstruktural
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini mulai diundangkan.
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Pasal 306 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al

(1) Perusahaan yang mempekerjakan Pekerja/Buruh
alih daya wajib menyesuaikan dengan ketentuan
Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Perjanjian alih daya yang telah disepakati
sebelum Undang-Undang ini diundangkan tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian alih
daya.
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Pasal 307 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, panitia
pembina K3 yang sudah ada sebelum Undang-Undang
ini mulai berlaku, disebut sebagai komite K3

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
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Pasal 308 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|¥

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Perusahaan milik negara atau swasta di sektor
pertambangan dan/atau perminyakan yang menggunakan
alih daya untuk jasa penunjang di bidang
pertambangan dan/atau perminyakan dan belum
memiliki anak Perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96 ayat (2) dapat menggunakan
Perusahaan alih daya yang sedang berjalan untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sebelum berakhirnya jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,
Perusahaan milik negara atau swasta di sektor
pertambangan dan/atau perminyakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk atau
memiliki anak Perusahaan untuk menyelenggarakan
alih daya kegiatan jasa penunjang di bidang
pertambangan dan/atau perminyakan bagi Perusahaan
milik negara atau swasta tersebut.

Pasal 309 uu 27/2026 - 2026-10-28 AlH

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
Perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan belum
memiliki anak Perusahaan dapat menggunakan
Perusahaan alih daya yang sedang berjalan untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Sebelum berakhirnya jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan,
Perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk atau
memiliki anak Perusahaan untuk menyelenggarakan
alih daya jasa penunjang bagi Perusahaan badan
usaha milik negara tersebut.

HI308=

(1) O] 'HO| AlH=|= holl, Y I/Ee= A7 202 27t 4R K
TIZEoI1He 2 M e Y/E= AR 20k XY MH|A(jasa
penunjang)of| OF24% % OI St31 HI96Z MI2H0l|M Tt At3|AL
(anak Perusahaan)& 0 UPiI OfL|5t 7|12, O] |Ho| =%
' E A|At5H0] Z|CH 1(°') 712t S HA Y B OF2 A

7|9S 0|28t A 9IC},
(2) O] HHo| ZEEI Lh=E] XY

2 ()2 72t0] BLE
RILZOIA Het HY Y/EE MY 2ofe| 27t 4] EE 1REI|YL

r__>i
2

- O = = — —
i 37 49 Es 2 A A5o] BY W/

|
R M2 2F52| 024 S LAl | 21T AtS|ALS ARISHHLE
2 R510{0F T

H309%

(1) O] o] AliE|&= mHol], M97 X FMI1EtollM Hot 2H 7| (badan
usaha milik negara)?! 7| (Perusahaan) 2 2 A A3|AtS OFZ
EROX| OtL|EH 7|1¥2, O 0] S El HEE] AH|4hotof Z(CH 1(Y)
Ho[ 7|2k ZOt B 2Y BRI ot2ad 7|1¥E 0|8 +~ ULt

oa T
(2) 0| 0| SEE LRE | H1(°')'—=|°| 7|2t ELt7| o,

M1gtolA Hot =21l 212, oid =F2 IR 28-S 2Ioto]
RE ME|29| Ot 4d S '*IUPITIUFK}EIM ARSEALE

2 95t0{0f sict 55

55 "pgrysahaan badan usaha milik negara"= X|4GH [2ItAS Ato*iil(badan usaha milik negara)2| 7|¢f) O|CL Y2 [ZHI[YRl 7|Y) 22
27|10 O E HISIQICE 0|Z O] ROf|M = 22 BHS [2FIIYRl 2 O FICh
Pasal 310 uu 27/2026 - 2026-16-28 Al H310x

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279); dan

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
ini.

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09
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Pasal 311 uu 27/2026 - 2026-10-28 A|H

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

b. Bab IV Bagian Kesatu Pasal 80 huruf a dan
Bagian Kedua Pasal 81 dalam Lampiran Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

57 9o

=

ACH HAE 22 2{X|0f| =Lt aZ E0il= "dan"0

Pasal 312 uu 27/2026 - 2026-10-28 Ald

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 313 uu 27/2026 - 2026-10-28 Al
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Pengesahan uu 27/2026

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Oktober 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026
NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi
Hukum,

Lydia Silvanna Djaman
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20264 10 28¢
RIZtEELO||A W2 Heh
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RZI2ELIM S22
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QI L|AlOtEEt= BE 2026 H|179%
HEI L2 AREY
B H|A 2 (KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA)
QIEH|AlOtSE=
124 9l S EH B HOo} | Z£E|(Deputi Bidang Perundang-
undangan dan Administrasi Hukum),
Lydia Silvanna Djaman
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ol d(Penjelasan)

Penjelasan 34 (Penjelasan)
PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG

PELINDUNGAN KETENAGAKERJAAN

Penjelasan Umum 3§ (Penjelasan)

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
negara menjamin bahwa tiap-tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan dan ketentuan Pasal 28D ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam Hubungan Kerja, menjadi hak setiap
pekerja untuk memilih pekerjaan demi kelangsungan
dan peningkatan taraf hidup agar lebih berperan
dalam kemajuan negara dan pencapaian kesetaraan
hidup bersama.

Pengaturan Ketenagakerjaan telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang
tentang Ketenagakerjaan tersebut telah beberapa
kali diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah
mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
168/PUU-XXI/2023 terhadap beberapa pasal terkait
klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Pasal dalam
klaster Ketenagakerjaan tersebut mengatur mengenai
antara lain Tenaga Kerja Asing, jangka waktu
selesainya suatu pekerjaan tertentu, Perjanjian
Kerja waktu tertentu, alih daya, pengupahan dan
struktur skala Upah, Hubungan Industrial, dan
Pemutusan Hubungan Kerja.

Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diakomodasi
dalam Undang-Undang ini yaitu ketentuan Pasal 42
ayat (1), Pasal 42 ayat (4), Pasal 56 ayat (3),
Pasal 57 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 79
ayat (2) huruf b, Pasal 79 ayat (5), Pasal 88 ayat
(1), Pasal 88 ayat (2), Pasal 88 ayat (3) huruf b,
Pasal 88C, dan Pasal 88D ayat (2). Dengan
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demikian, klaster Ketenagakerjaan dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang diubah antara lain
mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing, jangka
waktu Perjanjian Kerja waktu tertentu, waktu
istirahat, pengupahan,
dan pesangon.
Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang

Pemutusan Hubungan Kerja,

termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
168/PUU-XXI/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan telah diuji sebanyak 37 (tiga
puluh tujuh) kali.
diputus Mahkamah Konstitusi terdapat permohonan

Dari permohonan yang telah

yang dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian,
hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomoxr
13 Tahun 2003) tidak utuh lagi.

b. Ketenagakerjaan saat ini diatur dalam 2 (dua)
undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga
terbuka kemungkinan adanya materi/substansi di
antara kedua undang-undang a quo tidak sinkron
atau tidak harmonis antara yang satu dengan yang
lainnya.

c. Terdapat banyak materi mengenai Ketenagakerjaan
dalam peraturan pemerintah, yang jika diletakkan
dalam konteks hierarki peraturan perundang-
undangan, merupakan materi yang seharusnya menjadi
materi undang-undang, bukan materi peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-
undang.

d. Perumusan norma dalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 dalam kaitannya dengan norma dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah
(baik berupa pasal maupun ayat) sulit dipahami
secara awam, termasuk sulit dipahami oleh
Pekerja/Buruh. Oleh karenanya hakim konstitusi
menilai bahwa pembentuk undang-undang diharapkan
untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru
yang substansinya menampung materi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023.

e. Mahkamah Konstitusi berpendapat pembentuk
undang-undang segera membentuk Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau
mengeluarkan dari yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023. Dengan undang-undang baru
tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan
dan ketidaksinkronan materi/substansi Undang-
Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang,
dan segera diselesaikan.
materi/substansi peraturan perundang-undangan yang

Selain itu, sejumlah

secara hierarki di bawah undang-undang, termasuk
dalam sejumlah peraturan pemerintah, dimasukkan
sebagai materi dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan. Tidak hanya itu, dengan cara
mengaturnya dalam undang-undang tersendiri dan
terpisah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,
Undang-Undang Ketenagakerjaan akan menjadi lebih

mudah dipahami. Dengan menggunakan dasar pemikiran
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tersebut, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai
oleh Mahkamah Konstitusi cukup bagi pembentuk
undang-undang untuk membuat Undang-Undang
Ketenagakerjaan baru yang substansinya menampung
materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta sekaligus
menampung substansi dan semangat sejumlah putusan
Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan
Ketenagakerjaan dengan melibatkan partisipasi
aktif Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomox
168/PUU-XXI/2023 tersebut maka dalam Undang-Undang
ini diatur mengenai:

1. Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 namun materi muatan tersebut
tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;

2. Materi muatan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009 namun
belum diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023;

3. Materi muatan klaster Ketenagakerjaan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan
4. Materi muatan klaster Ketenagakerjaan dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang telah diubah
melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XXI/2023.

Selain menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 168/PUU-XXI/2023, Undang-Undang ini memuat
substansi yang memenuhi perkembangan dan kebutuhan
hukum di masyarakat terkait Ketenagakerjaan,
antara lain:

1. Pelatihan Kerja diperuntukkan bagi pencari
kerja yang membutuhkan bekal Kompetensi Kerja;
Pekerja/Buruh yang akan meningkatkan Kompetensi
Kerja; dan/atau Pekerja/Buruh yang akan melakukan
alih Kompetensi Kerja.

2. Pemagangan diperuntukkan bagi pencari kerja
yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja
kepada pencari kerja. Selain itu diatur mengenai
hak dan kewajiban dari peserta Pemagangan dan
penyelenggara Pemagangan;

3. Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Sektor
Informal dan Hubungan Pekerjaan Tertentu yang
diberikan pelindungan melalui jaminan sosial;

4. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang hanya dapat
dipekerjakan untuk jabatan yang tidak dapat diisi
oleh Tenaga Kerja warga negara Indonesia. Selain
itu dipertegas aturan mengenai pengawasan terhadap
penggunaan Tenaga Kerja Asing;

5. Adanya pengaturan mengenai larangan bagi
Pemberi Kerja untuk mensyaratkan dan menahan
ijazah dan/atau dokumen pribadi milik
Pekerja/Buruh sebagai jaminan dalam Hubungan
Kerja;

6. Penguatan peningkatan Produktivitas Tenaga
Kerja;

7. Pelindungan bagi peserta Pemagangan di dalam
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dan di luar wilayah Indonesia;

8. Adanya kewajiban bagi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah untuk mempekerjakan
penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua
persen) dari jumlah Pekerja/Buruh. Sedangkan bagi
Perusahaan wajib mempekerjakan penyandang
disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari
jumlah Pekerja/Buruh;

9. Perubahan jangka waktu Perjanjian Kerja waktu
tertentu yakni paling lama 2 (dua) tahun dan hanya
dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan
perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun;

10. Pelindungan Pekerja/Buruh perempuan melalui
pemberian kesempatan yang sama tanpa diskriminasi
kepada Pekerja/Buruh perempuan dalam hal
pengembangan karier, penyediaan ruang dan
fasilitas laktasi serta kesempatan menyusui selama
waktu kerja, penetapan dan penerapan kebijakan
tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelecehan
seksual dan kekerasan seksual di tempat kerja, dan
pemberian pemeriksaan kesehatan reproduksi berkala
untuk sektor berisiko;

11. Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon dan
jaminan kehilangan pekerjaan kepada Pekerja/Buruh;
12. Pengaturan mengenai besaran uang pesangon,
uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak,
dan uang pisah;

13. Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan
melalui penguatan sumber daya manusia (pengawas
Ketenagakerjaan) yang dilakukan dengan
memperhatikan rasio antara jumlah pengawas
Ketenagakerjaan dengan jumlah Pekerja/Buruh
dan/atau jumlah Perusahaan di masing-masing
kabupaten/kota secara proporsional, pembentukan
komite Pengawasan Ketenagakerjaan, dan pengawasan
yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia; dan

14. Penguatan sertifikasi Kompetensi Kerja melalui
lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.

Penjelasan Pasal 1 {4 (Penjelasan)
II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 2 &4 (penjelasan)

Yang dimaksud dengan “bidang pekerjaan” antara
lain pekerjaan pada industri manufaktur,
perdagangan, industri jasa, industri kreatif,
termasuk di dalamnya pekerja awak kapal,
pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerja seni,
dan pekerjaan perawatan.

Penjelasan Pasal 3 &4 (Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 4 34 (penjelasan)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas nondiskriminasi” adalah
bahwa dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan setiap
Tenaga Kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama
tanpa pembedaan berdasarkan suku, ras, warna
kulit, jenis kelamin, agama, aliran politik,
kondisi fisik (disabilitas, selama mampu melakukan
pekerjaan), atau status sosial ekonomi. Asas ini
bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan
bagi semua Pekerja/Buruh dan Tenaga Kerja.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah
bahwa penyelenggaraan Ketenagakerjaan dilakukan
untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia
termasuk pemerataan kesempatan kerja dan
penyediaan Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan
pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan
secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama dan
kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan
Ketenagakerjaan berkaitan dengan nilai demokrasi
ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dengan prinsip usaha bersama sesuai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas
kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa
penyelenggaraan Ketenagakerjaan memberi manfaat
bagi Pekerja/Buruh, Pemberi Kerja, Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Asas ini
memastikan bahwa seluruh sistem Ketenagakerjaan di
Indonesia berjalan secara efektif dan efisien
untuk menciptakan kondisi kerja yang layak,
produktif, dan pada akhirnya membawa kemajuan
serta kesejahteraan bagi Pekerja/Buruh, Pemberi
Kerja, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan
bangsa secara keseluruhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
pemberian informasi mengenai penyelenggaraan
Ketenagakerjaan harus dilakukan secara benar,
jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat
dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak
asasi pribadi, golongan, rahasia negara dan hal
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Huruf £

Yang dimaksud dengan “asas kebebasan untuk memilih
pekerjaan” adalah bahwa setiap warga negara berhak
untuk memilih suatu pekerjaan demi kelangsungan
dan meningkatkan taraf hidupnya sehingga akan
mengembangkan perannya dalam kemajuan negara dan
untuk mencapai kesuksesan dalam kesetaraan hidup
bersama.
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Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah
bahwa pembangunan Ketenagakerjaan dilakukan
melalui koordinasi fungsional yang saling
mendukung lintas sektoral pusat dan daerah
termasuk kerja sama antara Pengusaha dan Tenaga
Kerja sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan
nasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah
bahwa penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Indonesia
diwujudkan melalui peraturan tertulis yang jelas
mengenai hak, kewajiban, dan prosedur, serta
adanya mekanisme penegakan dan penyelesaian
sengketa yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk
menciptakan lingkungan kerja yang adil, stabil,
dan dapat diprediksi bagi Pekerja/Buruh maupun
Pemberi Kerja.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa
dalam penyelenggaraan Ketenagakerjaan harus
menekankan pada aspek proporsionalitas sehingga
dapat memastikan hak dan kewajiban Pekerja/Buruh
dan Pemberi Kerja dapat terpenuhi.

Penjelasan Pasal 5 &4 (Penjelasan)

Huruf a

Pemberdayaan dan pendayagunaan Tenaga Kerja
merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat
memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi
Tenaga Kerja Indonesia. Melalui pemberdayaan dan
pendayagunaan ini diharapkan Tenaga Kerja
Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal
dalam pembangunan nasional, namun dengan tetap
menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya.

Huruf b

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai satu kesatuan pasar kerja dengan
memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh
pekerjaan bagi seluruh Tenaga Kerja Indonesia
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
Demikian pula pemerataan Penempatan Tenaga Kerja
perlu diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di
seluruh sektor dan daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 6 &4 (penjelasan)

Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan
yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan
penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik
sesuai dengan minat dan kemampuan Tenaga Kerja
yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama

terhadap para penyandang disabilitas.

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

5iid HI5=

as

T3 YN HE2 ATUIAIOF =SHoH Z[chth He
1EI|3E NS = UESF ot= SEE ESOICt 023 S0t
&S 0101 AEHIAIOF e SHHO0| 27t JHLol| ML= HOH -
U7|E 7 |ChStEl, RUZFN IHR| = A& EFTIC,

bz

{2 M FTIE|0{0F

= =Ed

o = T

HiX|O| #SE B= B2t AYe| 25
o)

S 6=

BE LSS oY LS| 2Tt S| UR0| 4E, BF, 93,
F1 U YAIH M2 TR OfLISHD M Ut WS ¥
S55t 1212} 2|5I2 JFX/5, 0f7|0ll= Folel(penyandang
disabilitas)oll et S5t LSt EHEICH

109/150



UU 27/2026 - koreadesk TZI= H|Z 4| HH=

Penjelasan Pasal 7 s{d
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan

(Penjelasan)

“perlakuan yang sama tanpa
diskriminasi” adalah tanpa membedakan jenis

kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran
politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 8 3
Ayat (1)

Perencanaan Tenaga Kerja yang disusun dan
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan melalui

A (Penjelasan)

pendekatan Perencanaan Tenaga Kerja nasional,
daerah, dan sektoral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Tenaga Kerja
makro” adalah proses penyusunan rencana
Ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat
pendayagunaan Tenaga Kerja secara optimal, dan
produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau
sosial, baik secara nasional, daerah, maupun
sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja
seluas-luasnya, meningkatkan Produktivitas kerja
dan meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perencanaan Tenaga Kerja
mikro” adalah proses penyusunan rencana
Ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu
instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta
dalam rangka meningkatkan pendayagunaan Tenaga
Kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung
pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau
Perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 9 &4
Ayat (1)

Informasi Ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah
sesuai dengan maksud disusunnya Perencanaan Tenaga
Kerja nasional, Perencanaan Tenaga Kerja daerah
provinsi atau kabupaten/kota.

(Penjelasan)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
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Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “jaminan sosial” adalah salah
satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

Ayat (2)

Dalam rangka pembangunan Ketenagakerjaan,
partisipasi swasta diharapkan dapat memberikan
informasi mengenai Ketenagakerjaan. Pengertian
swasta mencakup Perusahaan, perguruan tinggi, dan
lembaga swadaya masyarakat di pusat, provinsi atau
kabupaten/kota.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada lagi
kesenjangan Informasi Ketenagakerjaan antara kota

dan desa, antara Tenaga Kerja terampil dan tidak
terampil, serta antara Pekerja/Buruh formal dan
Tenaga Kerja Sektor Informal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 10 3&{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 11 &j#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 12 &{#(pPenjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 13 3&}#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 14 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 15 &{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 16 {4 (Penjelasan)
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah
kesejahteraan bagi Tenaga Kerja yang diperoleh
karena terpenuhinya Kompetensi Kerja melalui
Pelatihan Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 17 3&{#(Penjelasan)
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar Kompetensi Kerja”
adalah standar Kompetensi Kerja yang ditetapkan
oleh Menteri dengan mengikutsertakan sektor
terkait.

Ayat (3)

Jenjang Pelatihan Kerja pada umumnya terdiri atas
tingkat dasar, terampil, dan ahli.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 18 sj4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 19 &{# (Penjelasan)

Ayat (1)

Pengguna Tenaga Kerja terampil adalah Pengusaha,
oleh karena itu Pengusaha bertanggung jawab
mengadakan Pelatihan Kerja untuk meningkatkan
kompetensi Pekerja/Buruhnya.

Ayat (2)

Peningkatan dan/atau pengembangan Kompetensi Kerja
diwajibkan bagi Pengusaha karena Perusahaan yang
akan memperoleh manfaat hasil kompetensi
Pekerja/Buzuh.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Penjelasan Pasal 20 {4 (Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lembaga Pelatihan Kerja
pemerintah" adalah lembaga Pelatihan Kerja yang
dimiliki oleh pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga Pelatihan Kerja
swasta" adalah lembaga yang dimiliki oleh swasta.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "lembaga Pelatihan Kerja
Perusahaan" adalah unit pelatihan yang terdapat di
dalam Perusahaan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan

“pihak lain” antara lain

lembaga Pelatihan Kerja swasta, Perusahaan swasta,

atau Perusahaan milik pemerintah.

Penjelasan Pasal 21 &{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 22 &{# (penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 23
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 24
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 25
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 26
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 27
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 28
Cukup jelas.

sffd (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

Sild (Penjelasan)

sffd (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S|4 (Penjelasan)

oA H23E
S=0| St

s H24x

£25| GesiCt,

oA H|25Z
S0 oIt

s H26E
S=0| GEStCt.

ofid ®|27Z
S20| Befotct.

Penjelasan Pasal 29 &4 (Penjelasan) s A29%

Ayat (1) Hl1g

Cukup jelas. Z 25| HalsICt

Ayat (2) M2

Yang dimaksud dengan “sertifikasi Kompetensi ‘x|Bo42f 915 (sertifikasi Kompetensi Kerja)’0|2F 27} 8l/fE=
Kerja” adalah proses pemberian sertifikat 2| H2 XS FHE ot 2F A3 (uji kompetensi) S E510]

kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan HIZHIZ{0| T IR O 2 AIA|GHs Of2F S A| H0{ T1ES LS},

objektif melalui uji kompetensi yang mengacu

. . H3g
I'<epada s1':andar kompetensi nasional dan/atau 245 Hatsic)
internasional.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 30
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 31
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 32
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 33
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 34
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan

s’ (Penjelasan)

S|4 (Penjelasan)

sl ’d (Penjelasan)

i (Penjelasan)

Si|d (Penjelasan)

“sistem Pelatihan Kerja

54 F|30=
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S0l =TI

offd H34x
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‘2t RIAE2 H|H|(sistem Pelatihan Kerja nasional)’2t of| Z4CH

nasional” adalah keterkaitan dan keterpaduan ZOFAE H|Z, AT} J|HIA|A, &2 olad =2 Jsknp i Taa|n
berbagai unsur Pelatihan Kerja yang antara lain A BAIE EI5H= ZHS210] 0{8] Q49| BN ESHA S TsICH
meliputi peserta, biaya, sarana dan prasarana, 2o} RS HAHJF QYS OB, HE J|ah aI7ha J|Hof

o
A —
tenaga kepelatihan, program dan metode, serta = - o=
i - Qs BE 7t Yzl Q40 AIUS AHOR Y 4 ULt

lulusan. Dengan adanya sistem Pelatihan Kerja A28t
nasional, semua unsur dan sumber daya Pelatihan
Kerja nasional yang tersebar di instansi
pemerintah, swasta, dan Perusahaan dapat

dimanfaatkan secara optimal.
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Ayat (2)
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

S|4 (Penjelasan)

S MI35E

S0l BT

Penjelasan 34 (Penjelasan) sid HI36x
Ayat (1) M1

Cukup jelas. Z 55| Halsirt,
Ayat (2) H[2&t

Cukup jelas. ZH5| HstsiCt,
et () xI3g
iuk:p(i;}las. Z=H3| F@alslrt,
CZiu jelas Hiag

L F20| BICt.

Ayat (5) _
Huruf a NI
Cukup jelas. a_z _
Huruf b Z&0| FEolct.
Yang dimaksud dengan “pemerintah” antara lain b=
Kementerian untuk Pemagangan di wilayah Indonesia “HE (pemerintah) 2t O|ZACH QIEU[A|OF BH L 4SS Tt F
dan kementerian yang menyelenggarakan suburusan (Kementerian)2t, QI H|A|Of ¥ HE AL S 2I510] =5 20 HE
pemerintahan di bidang pelindungan pekerja migran AHEO| HHR|O| QI LH|A|O} O|F - SAL HT EOIO| 512 HE HSR
Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan (suburusan pemerintahan)Z £#dt= 2 (kementerian)2
pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan untuk aksict,
Pemagangan di luar wilayah Indonesia. 63t
Ayat (6) Z55| HatsiCt.
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 37 34 (Penjelasan) s HI37E
Ayat (1) HM1gt
Cukup jelas. S 20| GaltolLt.
Ayat (2) A28t
Cukup jelas. Z 55| HatsiCt,
s (@) AHI3at
Cukup jelas. 225 HalsiC}
A Rag
ukup jelas. e e
X_'_ E
Ayat (5) 3.__U| oIt
: H5gt
Cukup jelas. S
Ayat (6) 50| st
Huruf a Heg
Cukup jelas. a=
Huruf b Z&0| Fesict.
Cukup jelas. bs
Huruf c S 25| YatoliLt,
Yang dimaksud dengan “uang saku” meliputi biaya cT
transportasi, uang makan, dan insentif peserta ‘Q=(uang saku)’O|2t AL AIXIe| WEH|, AlH| LU OlMIE[EHE
:emaiazgan . EESIC}
uru _
d=
Cukup jelas. ZH5| HatsiCt
Huruf e =
e
Cukup jelas.

P J Z 25| MHEtsiCH
Ayat (7) ?5|__ o=
Cukup jelas. x_ﬂ7tg _
Ayat (8) Z 20| FEslt
Cukup jelas. Hi8gt
Ayat (9) = 20| Bl
Cukup jelas. X9
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Ayat (10)

Dengan status sebagai Pekerja/Buruh di Perusahaan
yang bersangkutan maka peserta Pemagangan berhak
atas segala hal yang diatur dalam Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Penjelasan Pasal 38 &}4(Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 39

Cukup jelas.

S| & (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 40 3&{#(Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 41 &4 (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 42

Cukup jelas.

S|4 (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 43

Cukup jelas.

S| & (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 44 &4 (pPenjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Si|d (Penjelasan)

S| FEISto
xﬂlofﬂ

S 7|0l 2R = SAte| XIS IHXIE R, 2

HE X
|:|

HoRte

F| 2! B T 0l Yol 2 Atof| L HE|S TR

s MI38=

S0l =TI

offd HI39x

S0l Bl

54 Fl40x

S0l BTt

ofld Ml41x=

oA Rl4a2=

S0l Bl

5id H43x

S0l BTt

CTER PVES

S=0| sttt

oA HlA5x
m1g
£50| Fesict,

H2%¢

S0 FYsIC.

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di 127|5|0| FEL QI |A|0FZSIE A Yodoj| A GiLte| E5tEl 2T}
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia LEAROZ A, BE L E3H0||H| KtAlQ| A, 2HAl Al Sad0)| g0
sebaga? satu kesatuan pasar kerja nasional dengan AUS oIS S5} 7|52 HO{SHO 2 M ZXIT|0{0} SICH. OIEIA|R
memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh 1827|350 FEE DE HAN X|HIO| LEH 202 M L QYT E
pekerjaan bagi seluruh Tenaga Kerja sesuai dengan =x15 Q7 o/}
bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian pula TeEsEETM
pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar
dapat mengisi kebutuhan Tenaga Kerja di seluruh
sektor dan daerah.
Penjelasan Pasal 46 34 (Penjelasan) i Hla6=
Ayat (1) A1t
Yang dimaksud dengan “Pemberi Kerja” adalah ‘122 (Pemberi Kerja)’2t ZL{o| 1RZE LUSIC}
Pemberi Kerja di dalam negeri. H|25t
Ayat (2) ZE5| YIsiCt.
Cukup jelas. |35t
ks (6 525 Foict
Cukup jelas. Hlast
Ayat (4) =) DHoLs
Cukup jelas S20| BT
H|5%
Ayat (5) ot s
Cukup jelas. SE5| BLoitt
Ayat (6) N6
Cukup jelas. S0l BT
Ayat (7) X178t
Cukup jelas. 20| Feolrt.
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Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 47 &4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 48 &{# (pPenjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 49 3&j#(pPenjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 50 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 51 &{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 52 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 53 &{4(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 54 {4 (pPenjelasan)
Ayat (1)

Higgt

Z&0| Fesict.
Mo

S50 YEoiCt.
H103t

S0l BT

s Ha7x=

S=0| sttt

o4 Rl48=

=2
S 0| FESITt.

5id Hl49x

S0l BTt

3l HI50%

S=0| sttt

(=1}

H4 H|51=

=2
=0| FEStCt.

o

ch

i ®52xE

=2
S0l BT

s MI53=

S=0| sttt

oA H54Z=
A1y

Karena upaya Perluasan Kesempatan Kerja mencakup T87|3| Sl e B2 7t0f| HX|E2, L 528 Z|A 02 E48t
lintas sektoral maka harus disusun kebijakan 49l D E BO0||AM 2t HA0| 42 E|0{oF St T 20t AzHo| &
nasional di semua sektor yang dapat menyerap AlSHEl & QI 2 K EHOL ALS| I} 5h)| RSl HHAIO 2 0|2 2H=SIC}

Tenaga Kerja secara optimal. Agar kebijakan
nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik
maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama
mengawasinya secara terkoordinasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 55 &}#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 56 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 57 3&{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 58 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.
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s M56x
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Penjelasan Pasal 59 {4 (pPenjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 60 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 61 &{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 62 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 63
Cukup jelas.

S|4 (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 64 &{# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 65 &{#(Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tenaga Kerja pendamping Tenaga Kerja Asing tidak
secara otomatis menggantikan atau menduduki
jabatan Tenaga Kerja Asing yang didampinginya.
Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada
alih teknologi dan alih keahlian agar Tenaga Kerja
pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan

sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti E?Ff

Tenaga Kerja Asing yang didampinginya. 2

Huruf c ol 1800 2t ws B AUEH2 FLAAAM =, QU=H|AlOt
Pendidikan dan Pelatihan Kerja oleh Pemberi Kerja LUl e SH S S22 HLHO] ETTHH| Shz YAIQZE HAIE £
tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri QICt.

maupun dengan mengirimkan Tenaga Kerja warga d=

negara Indonesia untuk berlatih di luar negeri.
Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 66 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 67 dj4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 68 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 69 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.
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A HI59F
£50| FesiCt,

slld Hl60x
S 25| B

ol Hle1=
S0l oIt

ol Hle3x
SE0| Bl

ol Hleaz=
S 0| FEITt.

A Hl65F
A1
ag

= 20| Bl
bz

QR ZE2AC| H

RHilo| HZ&ESH= 2=
OfL|ch O HAE=dlg &
Rtelo| EESH 2|20l 22XHE
O|Fat ME% O|H(alih teknologi dan alih keahlian)di| &

S0l BT

sil4d H67E
55| BefoiCt.

541 H68Z
£50| Fesict,
a4l H69Z
520 FesiCt,

% Q& (Tenaga Kerja pendamping)2 Ats2. 2
ZI2|E CHAISEHLE AHX|oHe 210]
ZHE0| E|Of Thot E|H
J|1Z|htER J1%
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Penjelasan Pasal 70 {4 (Penjelasan)

Ayat (1)

Kewajiban membayar dana kompensasi penggunaan
Tenaga Kerja Asing dimaksudkan dalam rangka
menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 71 &}#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 72 &{#(pPenjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 73 &}#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 74 &}4(Penjelasan)

Ayat (1)

Pada prinsipnya Perjanjian Kerja dibuat secara
tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang
beragam dimungkinkan Perjanjian Kerja secara
lisan.

Ayat (2)

Perjanjian Kerja yang dipersyaratkan secara
tertulis harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain Perjanjian Kerja
waktu tertentu, antarkerja antardaerah, antarkerja
antarnegara, dan Perjanjian Kerja laut.

Penjelasan Pasal 75 &{#(Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemampuan atau kecakapan”
adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut
hukum untuk membuat perjanjian. Bagi Tenaga Kerja
Anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang
tua atau walinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 76 3&{4(Penjelasan)
Cukup jelas.
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s H70x
M1
2=l 22Xt AE0| CHH 2|20l H 42 (dana kompensasi)S
& ol QI L|AJOf QI A0 Ag =0l g

=]
S| 9I5 20|k,

s H71E

£20| gesiCt,

offd H|72x

=]
S0l Bl

SHd H73x

S0l BTt

s H|74x

A1

UZHMOZE AZH|U2 AMHOZ X|ASILE, CIUTH ALS| AEE
1e4oto] L= 22 H|20| IHSOtC

M2

MHOZ QE|= 22 A2 MR 70| F£E5t0{0f o, of|7ACH
7|12tH| ZE2A1SE, XY 2t F| ¥ (antarkerja antardaerah), =7} 2t
#|A(antarkerja antarnegara) & A 22 AH[CF(Perjanjian Kerja
laut)O| RUCE.

oA ®|75%
M1

ag
0| HEolrt
bz

olr
1%
i

CE= X2 (kemampuan atau kecakapan)’O|2+ gof| rj2f
HZY SHO| UL HLISHO| U= TYAKIE L3iCH
- ZHO| FL Ao MYSTH= AR 22 e FQI0|T.

q
o T

£25| Befoict.
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Penjelasan Pasal 77 {4 (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak boleh bertentangan”
adalah apabila di Perusahaan telah ada Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama maka isi
Perjanjian Kerja baik kualitas maupun kuantitas
tidak boleh lebih rendah dari Peraturan Perusahaan
atau Perjanjian Kerja Bersama di Perusahaan yang
bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 78 &}4 (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pribadi” adalah
dokumen milik Pekerja/Buruh dalam bentuk asli,
antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta
kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan
bermotor.

Ayat (2)

Dokumen pribadi yang dikecualikan adalah
sertifikat kompetensi yang diperoleh Pekerja/Buruh
dari pelatihan yang dibiayai oleh Pemberi Kerja.

Penjelasan Pasal 79 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 80 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 81 &j4(Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keadaan atau kejadian
tertentu” antara lain seperti bencana alam,
kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
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s AM77E

M1

20| Feolrt.

M2t

‘T EE|0{ M= OfL| EICHtidak boleh bertentangan)’2t 7|of| 0|0|
F Y2 = TRIHAO| U= R, ZEAUC| LHE0| HAQ =L
Y=L ol 7|2 F Y2 EE= THRIFAEL SO0 = O

©)
© oie
= S Yt

2

=}
|
)

HI3g

N|4gt

S0l BT

s H|78E

Hl1gt

Il MF (dokumen pribadi)’zt 2 & FEHC| 22X}/ L SAt AR
MEZ Lo, of|ZiCH d2F S A (sertifikat kompetensi), 01,
SM=m M (akta kelahiran), 221ZA{(buku nikah) 2! 57| XtZF
48 S M(buku pemilik kendaraan bermotor)7t QIC}.

Hl2g

HEO| HI2IElE MRl MFE 18FIHHIES REHE EHC =R

=
T
TER SRt FST = SFAO|CH.

— o
A H|79x
255| Helsict.

oA H[80xE

£25| Befoict.

ol d HI81x

d=
E0| Befoict
es

‘AT A% it = At (keadaan atau kejadian tertentu)’O|2f
Of|ZACH RFAZHSH, At2] AL EE= X[QF Wzkut 262 212 STt
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Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hak-haknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-
hak yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama” adalah hak-hak yang harus diberikan yang
lebih baik dan menguntungkan Pekerja/Buruh yang
bersangkutan.

Penjelasan Pasal 82 &}#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 83 &{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 84 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 85 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 86 &{# (Penjelasan)

Ayat (1)

Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan
dalam Perjanjian Kerja. Apabila Perjanjian Kerja
dilakukan secara lisan maka syarat masa percobaan
kerja harus diberitahukan kepada Pekerja/Buruh
yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat
pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam
Perjanjian Kerja atau dalam surat pengangkatan
maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak
ada.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa kerja” adalah jangka
waktu lamanya bekerja seorang Pekerja/Buruh yang
dihitung sejak tanggal dimulainya Hubungan Kerja
sampai dengan tanggal berakhirnya Hubungan Kerja.
Masa percobaan kerja diperhitungkan sebagai bagian
dari masa kerja.

Penjelasan Pasal 87 {4 (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pekerjaan yang bersifat
tetap” adalah pekerjaan yang sifatnya terus
menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi
waktu dan merupakan bagian dari suatu proses
produksi dalam 1 (satu) Perusahaan atau pekerjaan
yang bukan musiman. Pekerjaan yang bukan musiman
adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau
suatu kondisi tertentu.

Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang
terus menerus, tidak terputus-putus, tidak
dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu
proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau
pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu
kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan
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Hl6gt

HPo| FF0l| IhE 19| HE| EE= Z=AICF FYAE e
CHx||Edeko]| o|0] Hoi %l #2|(hak-haknya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang
telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan,
atau Perjanjian Kerja Bersama)’2t %t 22Xt L SXH0]|7|

£ 10 F2|5HH| F0{=|0{0F Sh= HE| S LTI

ol d HI82x

S0l =TI

offd HI83 =

S0l Bl

5 MI85=

S0l BTt

oA HI86x

Hlag

2% 712K(masa percobaan kerja)2| 212 ZZH|f0]| HA|=|0{0F
SICEH 22AH20| 52 O|R0{X|= FL & 717l ZAUE oY
ZEXH - SXol|H| 2X|E|0{0F 511 A8 M(surat pengangkatan)of|
GAI|O{0F THCt 22 A|OF EE= HEA0l BAILIX| OFL|3H F@ &
712t A¥2 gl Aoz 2Lt

Hl2g

‘2£7|2Hmasa kerja)’0|2t 22 AT} A|RHEl HEE| 22| 7}
SEE LR AlLSE 22X e SAIe| 28 7|2k O[S LTI,

48712k 247I7t0| YRR MY,

oA HI87E

‘AH 29| B (pekerjaan yang bersifat tetap)’2t 1 A ZI0|
O|O{X| 12, Z2O{X|X| OFL|SHH, A|ZtO| HIZH=|X| OtL|otd, 1(R)H
il

&S

==

Ol AAt Y| YRR AR KL= AHIHE{0|X| OFLISH AR E
5

o H_?_
HCF AZXO| | OFLIg Y22t LML Q5 E210f 2|Z5tx|
20{X|X| OFL|5H3, Al2t0] ABHE|x]
S0|X|8 o]l O ZSHLE LT F210)
PH LS Z20ls, 1 YR A4 YR Taelx

OfL[Sh= AR YRO0IE2 712HH| 22 (2f2] T (obyek)O| & £

)
° X
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5H
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pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan
tetap sehingga dapat menjadi obyek Perjanjian
Kerja waktu tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 88 &}4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 89 |4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 90 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 91 &j#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 92 &}4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 93 &{#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 94 &j4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 95 &}4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 96 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 97 &j4(Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sebagian pelaksanaan
pekerjaan” adalah selain usaha pelayanan
kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi
Pekerja/Buruh, usaha tenaga pengaman atau satuan
pengamanan, dan usaha penyediaan angkutan bagi
Pekerja/Buruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 98 {4 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 99 &}4 (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perusahaan alih daya pengganti memberikan
pelindungan hak-hak bagi Pekerja/Buruh minimal

sama dengan hak-hak yang diberikan oleh Perusahaan

alih daya sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "objek pekerjaannya tetap
sama" adalah pekerjaan yang ada pada 1 (satu)
Perusahaan pemberi pekerjaan yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 100 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 101 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 102 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 103 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 104 34 (penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelindungan” antara lain
penyediaan aksesibilitas serta pemberian alat
kerja dan alat pelindung diri yang disesuaikan
dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 105 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 106 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 107 3dj# (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waktu kerja” adalah waktu
yang ditetapkan bagi Pekerja/Buruh untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja
Bersama yang disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 108 &d}# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 109 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Anak
agar pengembangan bakat dan minat Anak yang pada
umumnya muncul pada usia ini tidak terhambat.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 110 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 111 &j# (Penjelasan)

Yang dimaksud dengan “dibuktikan sebaliknya” yaitu
pembuktian hukum yang dapat dilakukan oleh Pemberi
Kerja, pihak yang membawa anak ke tempat kerja
dan/atau pemilik tempat kerja.

Penjelasan Pasal 112 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 113 &j#(Penjelasan)

Ayat (1)

Penanggulangan Anak yang bekerja di sektor
informal dimaksudkan untuk menghapuskan atau
mengurangi Anak yang bekerja di sektor informal.
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Upaya tersebut harus dilakukan secara terencana,
terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi
terkait. Anak yang bekerja di sektor informal
misalnya Anak penyemir sepatu atau Anak penjual
koran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 114 &} (Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "laktasi" meliputi menyusui,
menyiapkan, memerah, dan/atau menyimpan air susu
ibu perah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sektor berisiko” adalah
kondisi lingkungan kerja yang memiliki paparan zat
kimia berbahaya, radiasi, agen biologis, atau
beban fisik ekstrem yang dapat mengganggu
kesuburan, siklus haid, proses kehamilan, atau
kesehatan janin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 115 34 (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sektor usaha atau pekerjaan
tertentu” antara lain pekerjaan di pengeboran
minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh,
penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut,
atau penebangan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 116 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat
mungkin harus dihindarkan karena Pekerja/Buruh
harus mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat
dan memulihkan kebugarannya. Namun, dalam hal-hal
tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang
harus diselesaikan segera dan tidak dapat
dihindari sehingga Pekerja/Buruh harus bekerja
melebihi waktu kerja.

Huruf a
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Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “waktu kerja lembur” adalah
waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam dalam 1
(satu) Hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1
(satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1
(satu) Minggu atau 8 (delapan) jam dalam 1 (satu)
Hari, dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu)
Minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
Minggu atau waktu kerja pada hari istirahat
mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang
ditetapkan pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tunjangan tetap” adalah
tambahan penghasilan di luar Upah pokok yang
bersifat tetap baik besaran maupun waktu
pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan
kehadiran Pekerja/Buruh atau pencapaian prestasi
kerja tertentu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 117 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 118
Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cuti” adalah hak
Pekerja/Buruh untuk tidak bekerja dalam jangka
waktu tertentu dengan tetap menerima Upah atau

Sl & (Penjelasan)

tanpa menerima Upah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 119 s
Yang dimaksud dengan “kesempatan”

4 (Penjelasan)

yaitu
menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang
memungkinkan Pekerja/Buruh dapat melaksanakan
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ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan
kemampuan Perusahaan.

Penjelasan Pasal 120 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 121 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat keterangan dokter”
adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter dan/atau
dokter spesialis kandungan dan kebidanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 122 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 123 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 124 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 125 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melayani
kepentingan dan kesejahteraan umum. Di samping itu
untuk pekerjaan yang karena sifat dan jenis
pekerjaannya tidak memungkinkan pekerjaan itu
dihentikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 126 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 127 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 128 &}# (Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 129 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelindungan moral dan
kesusilaan” adalah hak setiap Pekerja/Buruh untuk
mendapatkan jaminan dari Perusahaan atau tempat
kerja agar terhindar dari tindakan asusila,
pelecehan, atau hal yang merusak kehormatan diri
sesuai nilai agama, harkat, dan martabat manusia.
Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya K3 dimaksudkan untuk memberikan jaminan
keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan
para Pekerja/Buruh dengan cara pencegahan
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian
bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan,
pengobatan, dan rehabilitasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 130 &j#(Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 131 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 132 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 133 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 134 34 (pPenjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan” adalah termasuk penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang merupakan jumlah
penerimaan atau pendapatan Pekerja/Buruh dari
hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya
secara wajar yang meliputi makanan dan minuman,
sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,
rekreasi, dan jaminan hari tua.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “struktur dan skala Upah yang
proporsional” adalah susunan tingkat Upah dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau
dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah

koreadesk.id - v1 - 7|&2 2026-11-09

affd H|129=
Hj1gt

ag

S0l FEolTt.

bz
‘T A 24 H (pelindungan moral dan kesusilaan)’'2t 2=
2R SR 2 EESH 2| (tindakan asusila), 223!
(pelecehan) EE&= AHx12] Hojl(kehormatan diri) & SHA|= AFstS
SWAH x|, Q17| JtX|(harkat) & ZH(martabat)ofl 2t Tl g 4

UEE, 7|% EE FFYORLE HYS WS WS T

H 4T = oc=E C=
cZ
&= 0| BEOILY.
H|2%t

K3 22 AARNGHR ZI ol of|f, 2% L] I3 EX, 24 57
(promosi kesehatan), X|& 4 z{&to| HHHO 2 A2 X/ L SAIO|
QIS BT Y 2FS =02l Zo|ch

X33t

aid Al130%

S0l BT

e H131=

S=0| sttt

offd 132

S Al133%

S0l BT

ol H134=

Al1g

‘QIZICLR Abol| X GE A AH|(penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan)'zt, Z2 AL/ e SAPLAMC| Rl HutZ Hh=
Pl = £000| ZOHO| MAHIE S55H= 258 Z86H=
ZIQEAM, O|ZN 22X ARt O 715 Mt 28

9|2 (sandang), £, 1<, £, 0{7t(rekreasi) & -HE%E}
(jaminan hari tua)g %3t5t0{ 51| (secara wajar) 5 £

o oi=
U= S HeICh

‘Hig|IAQl AZ =2t A= A= (struktur dan skala Upah yang
proporsional)' 2t Aa &2 IHe W2 218E I =2 20K,
0P =2 ARE P U2 AR gt U2 M, 29| 55

(golongan jabatan)OtCt JHe 242 ZARE JHe 2 2AHAI2| AF

127 /150



UU 27/2026 - koreadesk TZI= H|Z 4| HH=

yang memuat kisaran nilai nominal Upah dari yang
terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap
golongan jabatan. Besaran Upah yang diterima
Pekerja/Buruh harus mencerminkan keseimbangan yang
adil antara beban kerja, tanggung jawab, dan
kontribusi nyata Pekerja/Buruh terhadap
produktivitas Perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Upah kerja lembur” adalah
Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada
Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam
waktu kerja lembur.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "alasan tertentu" antara lain
alasan karena Pekerja/Buruh sedang berhalangan,
melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, atau
menjalankan hak waktu istirahatnya.

Huruf £

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "hal-hal yang dapat
diperhitungkan dengan Upah" antara lain berupa
denda, ganti rugi, pemotongan Upah untuk pihak
ketiga, uang muka Upah, sewa rumah dan/atau sewa
barang-barang milik Perusahaan yang disewakan oleh
Pengusaha kepada Pekerja/Buruh, utang atau cicilan
utang Pekerja/Buruh kepada Pengusaha, atau
kelebihan pembayaran Upah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Upah sebagai dasar
perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban
lainnya" antara lain Upah untuk pembayaran
pesangon atau Upah untuk perhitungan pajak
penghasilan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 135 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “imbalan dalam bentuk lain”
termasuk natura dan/atau kenikmatan. Imbalan dalam
bentuk natura adalah imbalan dalam bentuk barang
selain uang seperti beras dan pakaian seragam.
Imbalan dalam bentuk kenikmatan adalah imbalan
dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas
dan/atau pelayanan dari Perusahaan seperti rumah
dan mobil dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
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Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 136 &dj# (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 137 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 138 sj4d
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 139 i«
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan adalah
variabel yang mewakili kontribusi Tenaga Kerja
terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau
kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan
Perusahaan dan Pekerja/Buruh serta prinsip

(Penjelasan)

"indeks tertentu"

proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup
layak (KHL) bagi Pekerja/Buruh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 140
Cukup jelas.

Sl (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 141 sj«
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

(Penjelasan)

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi luar biasa
perekonomian global dan/atau nasional” antara lain
krisis moneter, resesi ekonomi, atau tekanan
ekonomi berskala luas yang berdampak signifikan
terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan
usaha.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “secara terbuka” adalah
proses perumusan rekomendasi dilakukan melalui
rapat yang risalahnya dapat diakses sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
keterbukaan informasi publik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
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Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 142 3
Cukup jelas.

4 (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 143 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 144 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 145 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 146 i«
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyusunan struktur dan skala Upah dimaksudkan

(Penjelasan)

sebagai pedoman penetapan Upah sehingga terdapat
kepastian Upah tiap Pekerja/Buruh serta mengurangi
kesenjangan antara Upah terendah dan tertinggi di
Perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 147 i«
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 148 &} (Penjelasan)
Peninjauan Upah dilakukan untuk penyesuaian harga
kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan

kemampuan Perusahaan.

Penjelasan Pasal 149 3
Ayat (1)
Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya

A (Penjelasan)

berlaku untuk semua Pekerja/Buruh, kecuali apabila
Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat
melakukan pekerjaan bukan karena kesalahannya.
Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pekerja/Buruh sakit” adalah
Pekerja/Buruh yang sakit menurut keterangan
dokter.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menjalankan kewajiban

terhadap negara” adalah melaksanakan kewajiban
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negara yang telah diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembayaran Upah kepada Pekerja/Buruh yang
menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan
apabila:

a. negara tidak melakukan pembayaran; atau

b. negara membayar kurang dari Upah yang biasa
diterima Pekerja/Buruh, dalam hal ini maka
Pengusaha wajib membayar kekurangannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya” adalah melaksanakan
kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 150 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 151 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "didahulukan pembayarannya"
yaitu pembayaran Upah Pekerja/Buruh didahulukan
dari semua jenis kreditur termasuk kreditur
separatis atau kreditur pemegang hak jaminan
kebendaan, tagihan hak negara, kantor lelang dan
badan umum yang dibentuk pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 152 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 153 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 154 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 155 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 156 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 157 &dj# (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaminan kehilangan
pekerjaan” adalah jaminan sosial yang diberikan
kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan
Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses
informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 158 &d}# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 159 &}# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 160 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 161 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 162 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 163 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas kesejahteraan”
antara lain pelayanan keluarga berencana, tempat
penitipan anak, perumahan Pekerja/Buruh, fasilitas
beribadah, fasilitas olah raga, fasilitas kantin,
fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 164 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha produktif di
Perusahaan” adalah kegiatan yang bersifat ekonomis
yang menghasilkan pendapatan di luar Upah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 165 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 166 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 167 &dl# (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 168 &dj# (Penjelasan)

Ayat (1)

Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk
menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh
merupakan salah satu hak dasar Pekerja/Buruh.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 169
Cukup jelas.

ol (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 170 &j# (Penjelasan)
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “organisasi Pengusaha” adalah
organisasi yang dibentuk oleh dan untuk Pengusaha
terbuka,

dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan serta

yang bersifat bebas, mandiri, demokratis,
melindungi hak dan kepentingan Pengusaha.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 171 &j#(Penjelasan)

Ayat (1)

Pada Perusahaan dengan jumlah Pekerja/Buruh kurang
dari 10 (sepuluh) orang, komunikasi dan konsultasi
masih dapat dilakukan secara individual dengan
baik dan efektif. Pada Perusahaan dengan jumlah
Pekerja/Buruh 10 (sepuluh) orang atau lebih,
komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan melalui
sistem perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 172 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 173 &j# (Penjelasan)

Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 174 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 175 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 176 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 177 3dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 178 &d}# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 179 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “syarat kerja” adalah hak dan
kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh yang belum
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
adalah Peraturan Perusahaan tidak boleh lebih
rendah kualitas atau kuantitasnya dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan apabila
ternyata bertentangan maka yang berlaku adalah
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 180 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 181 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 182 34 (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 183 &j# (Penjelasan)
Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan
salinan Peraturan Perusahaan kepada setiap
Pekerja/Buruh, menempelkan di tempat yang mudah
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dibaca oleh para Pekerja/Buruh, atau memberikan
penjelasan langsung kepada Pekerja/Buruh.

Penjelasan Pasal 184 dj4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 185 3
Cukup jelas.

A (Penjelasan)

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 186 si4
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 187 ¢
Cukup jelas.

4 (Penjelasan)

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 188 sj4
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 189 sjd
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 190 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 191 sjd
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 192 3
Cukup jelas.

A (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 193 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 194
Cukup jelas.

Sl (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 195 i«
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

(Penjelasan)

adalah kualitas dan kuantitas isi Perjanjian Kerja
Bersama tidak boleh lebih rendah dari ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 196
Cukup jelas.

Si& (Penjelasan)

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 197 4
Cukup jelas.
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Penjelasan Pasal 198 i«
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Biaya yang timbul dalam

(Penjelasan)

proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama” antara
lain biaya untuk mencetak dan membagikan naskah
Perjanjian Kerja Bersama kepada setiap

Pekerja/Buruh.

Penjelasan Pasal 199 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 200 sjd
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 201 &4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 202 sj4d
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 203 sjd
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 204 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 205 si4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 206 did
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 207 sid
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 208 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 209 i«
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 210 &4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 211 i«
Yang dimaksud dengan “gagalnya perundingan” adalah
tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial yang dapat
disebabkan karena Pengusaha tidak mau melakukan

(Penjelasan)
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offd 198X

THRIZ2E M| E 270l M /o= HIE(Biaya yang timbul dalam
proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama)’O|Zt 0f|Z4CH
CHIE2 ZME QI4H5H0] ZE 22X/ = SAI0|H| i f5H= HIS
ELl =

il &|199F
=&0| FEtolrt.

alid A|200=
Z 55| Halsirt,

ofid &|201%
S20| BEfotrt.

il x|202%
S20| Befotct.

alld H203=
S 20| BSIC]

a1 H204%

il H|205%
SE0| Bl

ol Ml206=

S=0| sttt

afld &|207x
S20| Befotrt.

il H|208%
SE0| Bl

afiAd X|209%
50| Botct.

ofid &|210%
S20| Befotrt.

oAl M211%
‘B4t HH(gagalnya perundingan)’O|2t ALKt $4+S G121 GHX|
OtL|TtALE Ef0| Wk AEHO]| tHhR| = ZIQ 2 QISI0] M +~ QU=

AR off Aof| CHEt 22|t O| R OX|X| OfL|gf

= =

o
o=
BM UL FekE M (tertib dan damai)' 2t 332 Rt HME
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perundingan atau perundingan mengalami jalan
buntu.

Yang dimaksud dengan “tertib dan damai” adalah
tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum,
dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta
benda milik Perusahaan atau Pengusaha atau orang

lain atau milik masyarakat.

Penjelasan Pasal 212 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 213 &j# (Penjelasan)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan yang melayani
kepentingan umum dan/atau Perusahaan yang apabila
kegiatannya terganggu dapat membahayakan
keselamatan jiwa manusia” adalah rumah sakit,
dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan

kereta api, pengontrol pintu air, pengontrol arus
lalu lintas udara,
laut.

Yang dimaksud dengan “diatur sedemikian rupa”

dan pengontrol arus lalu lintas

adalah pelaksanaan Mogok Kerja yang dilakukan oleh
para Pekerja/Buruh yang tidak sedang menjalankan
tugas.

Penjelasan Pasal 214 i«
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

(Penjelasan)

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat Mogok Kerja"” adalah
tempat-tempat yang ditentukan oleh penanggung
jawab pemogokan yang tidak menghalangi
Pekerja/Buruh lain untuk bekerja.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 215 sj4
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 216 di4d
Cukup jelas.

(Penjelasan)

Penjelasan Pasal 217 i«
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan

(Penjelasan)

“menghalang-halangi” antara
lain dengan cara menjatuhkan hukuman,

mengintimidasi dalam bentuk apa pun, atau
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YOHSHR| OfL|St, SI/EE= 71 EE= AHE AL EE= ERRIOILE AFS[TF
2 FTH/EER AL QP S ISR OtL|Sh= ZiS LT

A H212%
=0| FElolrt.

oild M213=

‘5321 0|0 SAISHE 21 H/EE O 2F0| Yol=H 12t
FA

el oS IEHEA & & U= ?IY(Perusahaan yang
melayani kepentingan umum dan/atau Perusahaan yang
apabila kegiatannya terganggu dapat membahayakan
keselamatan jiwa manusia)’O|2F B2, A8FA{(dinas pemadam
kebakaran), & 2445 AtttY| 22| (penjaga pintu perlintasan
kereta api), & X (pengontrol pintu air), &3 WE 2K
(pengontrol arus lalu lintas udara) 2! ofl4t B & 2k
(pengontrol arus lalu lintas laut)2 ZSIC,
‘ot 2to| Mol Tl (diatur sedemikian rupa)’O|2t
TE2A/ = SR Yok Y2l MAIE LTt

25 50| Of

S M214Z

‘Lt Zr4(tempat Mogok Kerja)'2t CHE 2 2AH = SAH7t Yot=
718 WoliotR| OtL|ote, T ZHIRH(penanggung jawab
pemogokan) 7t X5t ZAES WUSHCH,

S Al215%
SE0| Bl

s Ai216%
B26] Baloict,

s X247

Hl1g

‘Bl (menghalang-halangi)’2t 6| Z4CH X{H(hukuman)& 2t5tL
Ol FENZE ISH7LE, =2ITt Q1AL Ol S (mutasi)S ot WS

8
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melakukan mutasi yang merugikan.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 218 34 (pPenjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 219 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 220 &} (Penjelasan)

Yang dimaksud dengan “hak normatif yang dilanggar
oleh Pengusaha” adalah Pengusaha secara nyata
tidak bersedia memenuhi kewajibannya sebagaimana
dimaksud dan/atau ditetapkan dalam Perjanjian
Kerja, Peraturan Perusahaan,
Bersama,

Perjanjian Kerja

atau peraturan perundang-undangan di
bidang Ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan
dan diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung
jawab di bidang Ketenagakerjaan. Pembayaran Upah
Pekerja/Buruh yang mogok tidak menghilangkan
ketentuan pengenaan sanksi terhadap Pengusaha yang
melakukan pelanggaran ketentuan normatif.

Penjelasan Pasal 221 3
Cukup jelas.

4 (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 222 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 223 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 224 &j# (Penjelasan)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 225
Cukup jelas.

8| (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 226 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 227 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.
Penjelasan Pasal 228 &} (Penjelasan)

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan adalah

kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya

“segala upaya”

dapat menghindari terjadinya pemutusan Hubungan
Kerja antara lain pengaturan waktu kerja,

penghematan, pembenahan metode kerja, dan
memberikan pembinaan kepada Pekerja/Buzruh.

Ayat (2)
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ofldd x|218%
S20| YOIt

ofld &|219%
S20| Befotrt.

3l ®220x

‘AERPL 2IEHSE A H2|(hak normatif yang dilanggar oleh
Pengusaha)’zt ALEALZL ZEAC, F Y2, TIPS E= S
HOF I:HE10.”A1 781?_} z/EEi 7:-|f,|.|x| 7;}/\|o| o|D§ h—_E I_o|; xHol
SF20| Yot FotUZ0ll = S6t1, AN|Z OHE 2AHE IHAIX]
OfL|ote Zig LBt LiATH 22 AL e SAO|| CiT A= &
TEA 1S I8 AL RIO) THEE FIRH 21t 7HS GloHA|
OfL|GHLY.

ZI-Q

ol ®|221%
S| YoiCt.

e H222%

s Al223%
SE0| Bl

ol Hl224=
S=0| sttt

ofid &|225%
S20| Befotct.

s Fl226%
SE0| BoILt.

oid M227%=

S 0| oI

3l H|228=

Al1gt

‘B E L-2H(segala upaya)’O|Zt Ozl H 1 (pemutusan Hubungan
Kerja)o| S Tlg 4~ U= —3 SR 252 Lo, of|Z4CH
ZEAIIS| £, "e*’:.*(penghematan), U ol oM U 22K
L SXtof| CHSH X| = (pembinaan)2| A|20]| QILCt.

H|2&t

20| Eolrt.
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Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 229 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 230 3
Cukup jelas.

A (Penjelasan)

Penjelasan Pasal 231 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 232 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 233 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 234 &} (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “uang pesangon” adalah hak
Pekerja/Buruh berupa sejumlah uang yang dibayarkan
oleh Pengusaha akibat terjadinya Pemutusan
Hubungan Kerja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Upah sebulan” adalah gaji
pokok ditambah tunjangan tetap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 235 &} (Penjelasan)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “skors” adalah tindakan
sementara yang dilakukan oleh Pengusaha kepada
Pekerja/Buruh untuk tidak bekerja selama proses
pemeriksaan dugaan pelanggaran atau penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial dengan tetap
memperoleh Upah serta hak lainnya sampai dengan
selesainya proses pemeriksaan atau penyelesaian
perselisihan tersebut.

Yang dimaksud dengan "hak lainnya" yaitu hak-hak
lain yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Contoh:
hak cuti yang belum diambil dan belum gugur.
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Ayat (3)
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

236

237

238

239

240

241

242

243

244

Penjelasan Pasal 245

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga Pekerja/Buruh yang
menjadi tanggungannya” adalah istri/suami, Anak,
atau orang yang sah menjadi tanggungan
Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja,
Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja

Bersama.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
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8§ M (Penjelasan)

S|

= (Penjelasan)

8| A (Penjelasan)

Sli& (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

8| A (Penjelasan)

8§ M (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S| A (Penjelasan)

8§ M (Penjelasan)

s Fl236%

S=0| sttt

offd 237X

=
2525| Helsict.

54 HI238F

S0l BT

ol H[239x

£20| Gesict,

S M241%

S0l BT

i x|242%

S=0| sttt

offd 243 =

£55| Beloit,

S Ml244Z

S0l BTt

il H|245%
Mgt

‘ZERH SR EUSH=E IS (keluarga Pekerja/Buruh yang
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7|Z=5t0] 2R =SR] £ 0| == /g (istri/suami),

Ot5(Anak) EE= A

H2e
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Penjelasan Pasal 246 &dj# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 247 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 248 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 249 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 250 &}# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 251 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 252 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 253 &} (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 254 &j# (Penjelasan)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah kegiatan
yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil
guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk
meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang
berhubungan dengan Ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 255 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 256 &j# (Penjelasan)
Cukup jelas.

Penjelasan Pasal 257 &dj# (Penjelasan)
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “independen” adalah pegawai
pengawas dalam mengambil keputusan tidak
terpengaruh oleh pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
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Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

koreadesk.id - v1 - 7| &

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

258
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263

264

265

266

267
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270
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272

273 o

274

275
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Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

siid (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

siid (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)

A (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)

ol RI258%
S20| oIt

aliAd X259%
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50| Feoict,
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S 0| YEoICh

s MI263Z

S=0| sttt
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Z&0| Fesict.

offd Hl265%
S 0| YEoICh

ot Hl266%
S| YoiCt.

ol RI267%
S20| Botct.

sl H|268%
£20| GesiCt,

s MI269Z

Z 25| HaSIC},
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S 0| FEIoILt.
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Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288
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290

291 o
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293
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NENPEEES

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

siid (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

s (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

siid (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)

Sl (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)

A (Penjelasan)

S (Penjelasan)

sl d (Penjelasan)
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£50| FesiCt,

ol Hl280%
S20| YEoICE
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S| YEoiCt.
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S20| YEoICE

ol H284%
S| YEoiCt.

oA X285
£525| Befoit,
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ol d Hl288=

20| GetolLt.
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Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
Cukup jelas.

Penjelasan
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1. 12 % 2t A% B2} POFOIM 255 2AS 4] PDF % 1243 o 82 EE 20IC Q14 A2l 71 DAIX| 943 ey

st

2. %A Aol Ml & HE = /IR HAIE Mg, AF A S HHLLE QGHA| O4QUCE. di A (Penjelasan)2 222 WS =& Fol &
k=2

P =
=ME
M2 M0, 525 F2ISICH (Cukup jelas)Z2 & 2= OCHZ ZICEH

3. QZU|AIOtO] Pasal2 [Z=] ,ayat2 [ ,hurufe (%] , Penjelasan oAl S SESICE.
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O Xt YR A2 B EhE HMUC 222 A e ol & HEZ of2l2] 238t 22 MZO|T}. & 577H.
1 (M7x) 'denda administratif'= '"#73 2AEHE'E FZICH O] | ZE2 HH WEE 2| SHO|LE AP BEAIS HSHX| OfL|SHH, 22 &
HMlAgte W™Kl Hut MXIE S (Peraturan Pemerintah)of] & 2ICH

2 (MI30X) 'lembaga nonstruktural'= 'H| X 7|2H Q2 AIoI5IICt, HE RA! H|H|4 2.3 S LE A J|2Hof| £51X| OfL|SH= 7|22
EESH= 2102 HO|Lt, O] 2 FOIGHA| OFLISICE ZH2 = X|48t9] ‘alat kelengkapan khusus's 23| LiEO| E& J| L2 S=6h= 20|
EE BLI|RM 2 = A ALY,

3 (H137%) 'uang saku's ZI%45181 'R E'O|C. 0] W2 1 042 HoHK| OKL|GHD, oAl H37Z A6 co 'uang saku'oll LEH], AlH],
2 AR QIMIE| BV} ESEICkD MESICE

4 (M|48=) 'bursa kerja khusus'= 'S8 QU222 2 H5IRACL O] €2 O|F Y2I5HX| OfL|BHCL.

5 (Ml61x) 2I2L 'bantuan iuran'O[2t1 £2Ct, 'iuran'2 AR E % M 0| HI|XO 2 L= HEZ S S5oHH, A2 'J|0{2'O 2 £ZiCt. O]
Z0lls SH-H|Z0| giCt

6 (Hl62X) |& [padajenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk
jangka waktu tertentu] = HIAMAZIO 2 BTHE AN LS S, ALQA 2, TI0| | ZLE LISt 2102 §7iCt 22 XY
2003 d HE HM13= M42X 3% c2(2023H HE M6 2 W)= 22 At2lol 2P S (vokasi)zt 7|& 7|t AEFERAS ShA|

LIGSICt. 'untuk jangka waktu tertentu' (27 212h7t 2| E2l= 2120| 2Y5HX| OtL|5t0 25k & FZACH.

7 (Rl63=x) Y2 'dengan rencana dan pengesahan khusus'?| 'dengan'2 '~ SVA'2 & '~O 2 M'Z2 & 4T 4 QUCH HAL2 '~1}
SH'= FZAC.

8 (Ml67x) Y22 mHth(yayasan)Q| 7|2t HAIQl 'pembina, pengurus, dan pengawas'S JICHZ £C} HHOIL 212k S5747|2Hpembina),
Ao Iet(pengurus), ZHAR | 2Hpengawas) 2 2 57111 201 E FII5HCE

9 (MI70x) HE2 M1FO||A 'dana kompensasi'(2|=21H 243), M2E0A 'kompensasi'(Z4f3) 2t L0} HI88ZE2| 'uang
kompensasi'(tz 2 4f2)2H= CHE UO|H, HAY2 0| {1EZ RXITICE

10 (M|78%) YR 'ijazah'(3tY O|~E EFt= SAM)E A, HAL 'EUSAM'E FZICE & 0] &2| 'untuk kepentingan yang
dibenarkan secara hukum'2 £=312| 0|2|QIX| 845|X| OtL|SICH HAL DTSt &Y FZACE

11 (M|82x) {22 'Perjanjian Kerja waktu tertentu'(?|2t0| Hal| Xl 22 H|2) 2} 'Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu'(7|210]
S R|R| OfL|St ZEH|2F) S L0t HAR 282HD|2HR| ZEA|H 2RI ZERAH MO E F2ICt

=

12 (M[102x) [K3] = 2ol UEo =2, M|1%E H30=7t Keselamatan dan Kesehatan Kerja(2tHQtTHEH ) 2| QFF O 2 7 O|SIC}.

Ol obxlS JCHE FQUCt

13 (H|107%) Y2 'tidak membahayakan keselamatan'S =312| OHXOIX| 85| X| OL|SHCHHIE 0] OF=Q| Hieh 2424 EEO|
O|O{ZIC}H, HIL D55t R 27iC}

— 20 AA
14 (H107=%) Y22 'Hari'(%), 'Minggu'(F), 'Siang Hari'(&) & HEAt=Z £0h HA2 ' 'F 5102 I 5 0|2 A0 E
BI7|5HC},
o =]

15 (H|114%) 2 'dengan melampirkan surat keterangan medis'= 2|2 A 74AME HE5H= FH|Q, 0] 77} Ze|= L1 ZX|
RIH|QIX|, YR O| 9IF ZHTHQIX|)S 5| K| OfL|TICE AR HSo A FZICH

=2 21 =

16 (M|117=x) |2 M117x FMI1E2| 'melebihi waktu kerja yang tidak memenuhi syarat:' F|0f| O|0{X|= a&~cET = M|116x H|1&F
ag~czl| QI Z2 LHEO|Ct AZAO = AM116ZE M1Z0f|M = 'dan'o| 2 1172 10| M = "atau'O|Ct 2 EACHE F2ICH

17 (Ml124z) Y& Tatau) 7+ 22['0J0fA Z[CH 3(2) L't F2| 2| & 0= Zixf A& 2|0l AE=R] 2 FSHR| OfL|SHH] HE O=ti2

S %L
18 (Ml126X) [K3] = %—.‘?_— | 2f2o =2, A|1X NHI30= 7t Keselamatan dan Kesehatan Kerja(2QtH H24)0| oF 2O 2 HO|SICE,
B2 FRS T= FRCH, Of Z 9| 2t EA|0f| Z2 0|Z0] ULt

19 (M|130x) [SMK3] = 21
ZHE|H| AL QFAIO 2 HO|SIC) HAHL

12
ol
mjo
[
i)
Hu
-|r|
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20 (M|134%) /2 Tlayak bagi kemanusiaan] 2 Z|5HH 217k (Q1E)0]| SHEt5HO|H, 'QIZICHR Af0|| S5O 2 SZCt
HI2G0l| A = &Lt

21 (Ml138%) ¥I22 Tkebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan Ketenagakerjaan] 22 A| =S LIESICE
[Ketenagakerjaan] (=&)0| £312| &&-X|EE 7I217|=Xl= B 20| #15{M UX| OIL|5t0] '=&'C = FZICt M2F0|ME ZL}.

22 (M|139%x) Iyang disepakati oleh dewan pengupahan daerah] (X% US2ISI7t &olshot 2| X UZ 2P S A0 MY ME4LQ
B0 L= YRS A=Al HE4 20K OtL|oto] /2 H=ti2 F2iCt.

23 (M|149%) ¥E AM2& c& menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya] O|A Tlanaknya] (22| AiH)=
menikahkan-mengkhitankan-membaptiskan Al SAHl| &7 Z2|= 2122 FZCH 22 = AT b=~d&It Tmenikahkan

anaknya] mengkhitankan anaknya] [membaptiskan anaknya] Z X0{ 0] 917|2t Gh=C},

24 (H|149%) 212 Tkesalahan sendiri] 2| 'AAR'IIEIE J12|7|=X|(DRFQIX|) L20|| HA|Z|O] QK| OFL|5I0] 'AARO)

HR'OZ FHICh

25 (M|149%) Y& T[sebelum Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Pemberi Kerja] (187t sH1E ot2| Hoj|) 7t RS
AIPI1E Jt2|17|=R] 25%2] 7]20]| &= AZ2| AlEE 1217 |=X] 24 2YotX| OtL|5t0 YE oj=CiZ FZICH

T o

26 (M|155%) Atg| % T2 T240| 0441 2L 22 20{E ZIA5IC}: jaminan kesehatan nasional(22I4ZEE, jaminan
kecelakaan kerja(AtxHaH =
kehilangan pekerjaan(&zE

o
), jaminan kematian(AfYE ), jaminan hari tua(=@E %), jaminan pensiun(AZE 4, jaminan

).

oz

o

27 (MI158%) T[badan penyelenggara jaminan sosial Ketenagakerjaan] 2 20| 15 7|2HO0| OfL|2t YUBtE HEl SIEfZ M0 Q104
't F 2OFAIE| 2 2FT|eH 2= 2| AoCE HI160Z% H|3E cZ0i|ME 2Tt

28 (M|168=x) Tpengurus] = =522 2FS T AFRS XotH 'Y}' O = FZCH M1692-H|178% N2 M= ZLt.
29 (M|I171%) [sesuai dengan kewenangan] (30|l [H2h0| kol 'SUXE tE= XA H0f|0F Z2|=X], F/9| [dan/atau] 2
O|0fX|= REEMA| ZE|=X| FES EHHA| OfL[50] Y= OltiZ FZICh

30 (M[183x) ¥l22| T[dalam bentuk cetak dan/atau elektronik yang mudah diakses] (&2 ©2& £ U
HEfE)7t EX|-HY-H{E 7t20| oL S20f| HE2|=X|= 2201l 81o{M UX| OtL|SICt HAHL2 YE2| =S O

— o 1 = [Ey
A0 9I5| FZ1Ct MI184% H M198%& 3Rl 22 EH T ZLY.

31 (F187%) Y22 tercatat(S2E)9} A|206% X|2%] didaftarkan(SZEICHS M CHE LUOLE O HofoM= S T [S2)
O 7L AI187EE LEXU| SE, H206E M23S CHHIEC S22 Lot S2 Chato| T2t & Zo| Jf2|7 | A} 2ex
CHEX|E 20 HOIE|0f 9| OfLISICE,

32 (M|191x) ¥22| [yang jumlah anggotanya paling sedikit 10% (sepuluh persen)] 2 2| [Serikat Pekerja/Serikat

Buruh] 2} Tgabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh] F[0i| 87| 501 Q/0{, HHALS 10% 2710| & B F0f| Z2|=2 K7Lt

H204Z= M2&E [REHO| 2|2 10%Q =55 2 7|E2E =Lt

yE

33 (Al199%) Y2 M1Y2 AFRE LIESHE aZ bz cZ 2t MM E LIEStE aZ- b3 7t 22 & QHOllA LTS CHA| AJAISHTE HAE 2=
2

JCHE FUCE F219F |13 e 22 20|},

34 (Hl212%) HE LTS [.ARSIHE ZEA cSAt Y/Ees 85X 0l 282 £0{0|1 M=0{7t Idilakukan(Zoto{ZICH)
dengan tidak melanggar hukum] 22 E|0f Q10| 02} M=0{7} EHAO = GhZ2|X| OFL|SICE HAL 220 gis TS HEHR|
OfL|ot=| 5t=20] 2%0| J-TI=E M=0{2] WRAXIE 00| 3HF0| FZICE  Tpada saat Mogok Kerja berlangsung) 7t Z2|l= &
(HRBH= THRIX] ARt O|RO{X|= BHARIX) & 2I20l|M 2 ESHK| OFL|SHCt.

35 (M[222x) /12 [meliputi rumah sakit, ... pengolahan minyak dan gas bumi] (...& EZ&SCHe| = MI1ge| 7|¢t &s 9F
2t20l o Z 2 of|AlSk= 2iQIK| H20iAM 2HSHX| OtL[SICE.  [pengolahan) 2 FH|-7t3-XMEIE F2 71212 + U0 (X2 2

IAUCL AM2YS| 28 FR(ESY 71U EE fYS A= [dan/atau) )& #E JHZ FCH

36 (M|228x) ¥2 [maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit] = 24 [oi12| oAt
(Cl)E TAIEYLZ TILh = 95|, i1 AHHIE YA Y2 = Sthh= SEQIA| ol 2 SJARE Y21 HYTIThs XK= HE0lA
2YotX| OfL|SiCt #HA2 R JOCHE S2UCt

(R e

37 (H|231%) 22 Tkeadaan memaksa (kahar)] 2| keadaan memaksaZ §t=2 HZ{0|AM ELE|= [E713E] 02 7|1 250
HES HI|Ct. o] HE 2IH S ME F2I5HK| OfL[SICE.

Sl =2 O o =

38 (H231%) Y2 [ikatan dinas| & ZIoi5l2  [=20] 2{0HQl) of It EHH0|H, CHS5He 3+20{ W2 8ofvtglof o2 &
2 £7]Ct. 0| Y2 0|2 Ho[5HK| OfL[BHLY.

A0
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39 (MI232%x) Y& lyang seharusnya diterima) (OFE| 2OL0F 2h) 7t HE[EAFZO2 HE|=X| B2 F-2EEHF0 T HEl=Xl=

HUZ0M 2HOIX| OLL[SICE A2 AR2| Oz [E|2F 3/Ee 2EEAF HEEYF] S 0l0M FZ2CH, Ml4&e| luang

penggantian hak yang seharusnya diterima] = H2|242S 7t2|ZIC}.  [faktor pengali] (5%)= MI236X~A[241%9
[sebesar N (...) kali] (NHH)2tO|0{X|;= LO|L}, O] HE S5 M= F2ISHA| OFL|THCt.

40 (H|239=x) O] =o| Q| FH|= T[Pengusaha] (AFEAHOICH HIZ F K[231F-A[236F~K[238Z = [PemberiKerja] (1F)E
L1 A2 J0=E F2ACh

41 (H|245%) Y2 H|78 [Pasal 231 huruf ldan ayat (4)] = [&[231% |& L &A%l O QZCH A231F L= SO 2 LiL|X|
OIL|St aZ~0Z 2Tt £[0f Q[0f, Tayat (4)] & O Z(FI245%) HATS 2I2[7|= 2422 TICt }E0| (0] &) 2t ¥5|K|=
OIL|SIE R S 2oichz FQiCt.

[ L

42 (M246x) Y2 cE= Tuang pengganti hak] Z QIAHE|0] QI0{ O] BHQ| Ct2 29| T[uang penggantian hak] 2F Z2At7t CH2LCt
IHE|2da 22 FAULh

O

43 (H|251%x) Y2 [pengakhiran hubungan pekerjaan tertentu] = [E% A2 Q|
Kerja(Z22tH))| 2H= CHE EZ0|0jA FE5I0{ ZZiCH

2] 2 AA95IULCt. [Hubungan

44 (H|253%) ¥l2 [dengan alasan selain memasuki usia pensiun dan Pekerja/Buruh belum diikutsertakan dalam program
pensiun] 2| fdan] O| g Z= 4 OIS o 0 ALReE &l ZEF00F S 2L 2 £9I Z1QIX|, B thetS ottt H & 211X |=
220l M EHSHK| OFL|SICHEHAS  [Cukup jelas] ). HHAL Qto| Q17| 2 WL,

45 (H|267%) Y2  [saksi mahkota] = =94 (2t ZSQ1)TILCE.

46 (F|268%) Y& TkategoriIV] S2 €32 HFE 712(7|H, o] Holl= HFE FHO| M5 QK| OfL|SICE HE £I|E L2 ¥R
V] #2 @7ict.

O 20 AA

47 (M[269%) |2 Tkorporasi] & 0] 2| ZR0|A HO|Z|X| OfL|SICt 12 T¥Ql(korporasi)) 22 &7, M271% H|2&e|
badan hukum(§4Ql)1H= 210] ¥7| 2 J1EGHRIC

48 (M[299=x) Y2 [disepakati dalam perjanjian bersama atau putusan lembaga penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial] = [SSE2IM L& .. HHM g2lE] = ZASIUCE THYAM &2l ElCh= EF0| 2l JH20|H, 1 9|0]s

[ S —

EgtAHE FACL

49 (H|300x) Y22 "gugatan perselisihan Hubungan Industrial"0j| 0|0 2|3 0| "penyelesaian materi gugatan"gs = +%X0|H
T "~2| ZL"0f| oliYth= & EHO| GICE M2 |E O3 M2t (40 CiStols, 22| 82| siZO| .0l [i2f O|FO{FILy =

[ [ o L

=CE T ARAMR)) 2 Pengadilan Hubungan Industrial2| Z0|C}.

50 (H|301%) Y22 "terhitung 1 (satu) tahun sejak"O|2t1 2t A4, R|302%-K|305% &
HOI2 B2 [1(Y)A 59 92 ZCh & [Kementerian] 2 M1 H41S0/A
az T ZC}).

I} 22| "paling lama" (ZICH ~O|LH) 7t QiCt.
o5t UOJOfA 8] 2 FACHAIZ03Z

51 (H|303X) "aparatur sipil negara"= Z95tH  [271| QIZHEHH Q12| Oo|Ct AL [ZIIZRL] OF £7|1 Y0E HI|SIYLCt.

52 (M|304%) ¥&E2| "sebelum Undang-Undang ini diundangkan" (0| §40| Z2E[7| H0j|)0| k2| "sedang dilaksanakan"(&Alct2
AU=)0l2t A2 =X] "belum diterbitkan nota pemeriksaan"(ZAt XA 7} OFE] WA-E|X| OHLIZH O = HE[=A= HE A2 2FoHA|
OIL|SICt A2 217 Ole2 & Ms0l| 25 ZEl= 2422 HE 4 UM HALE "nota pemeriksaan"2 2| A5HH  [HAL AH(H2))

O|H, 3+=0 ChE 2MBE QUSR] Zoll  [HALSXIM] 2 F2|12 S HI(SHACE

53 (MI305%) Y& "terhitung sejak Undang-Undang ini mulai diundangkan"(0] 10| Z 3 k|7| A|ZISH HEE] H|4HGF0{)O|2F 11 AH,
0| Zo| Ct2 Z & "sejak Undang-Undang ini diundangkan" (@22l L2 E{)O|2t 10 £CH HAL IR ZAIHZE FZACH

rl

00

54 (H|307%) ¥2& "disebut sebagai komite K3"(K3 3|2 ZISICHO|2t 0 L, A2 0|2 Z|AGIYICE K3 = ¥UE F2l T2

=Lt

55 (M|I309%) "Perusahaan badan usaha milik negara"= Z14GtH  [ZIt4AQ AtA|(badan usaha milik negara)@| 7| O|Ct.
A2 [ZG7|YQ 7Y 22 7110 MO E HIISIQILL 0| O ROj|M= 22 232 52| 71| 22 F2ICh
56 (MI310%) Y22 bT B0 £l EE £11, 0|0{M Hx =2 "dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini."& QUL HAL 22 2|X|0f| ULt a &= "; dan"Q 2 E:ICt

57 (MI311%) ¢ E2 a= 20| MOIZES 51, bz 0| £ 22 & 7| B Z2 "dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."E &X2IC}. O|
20| 2= bz 7, 25 510 20| ACH HALE 2 2[X|0f| FUCt az E0fl= "dan"0| ¢iCt. b= 9| [EE(Lampiran)] &

"Lampiran"2| Z/0|LC},
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